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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF STICK CONTROLLJNG 
ATTEBING TJNGGI SUBDISTRIC EMPATLAWANG REGENCY 

Okta Marisa 
Oktamarisas2@gmail.com 

Program PascaSarjana 
Universitas Terbuka 

The Stick Controlling as one of management function in an organization 
or goverment agencies. The implementation is very necessary to be maximed 
because it can decrease and prevent deviations or corruption in the daily work 
implementation of the employer or government official. 

Furthermore Stick Controllingcan serve as the way to increase the 
professionalism of employe or official work, by increasing of labourdicipline, so 
that theycan give services to community according the expectation and 
government initiative activity can be achieved as efficiency and effective, perform 
according to main task, function, plan or the programme, the division and 
deligation task, work formulation, implementation guidelines, and aplicable 
institution regulation. 

The method which used in this observation is descriptive with inductive 
approximation and use analysis qualitative technique. In collecting data, writer 
used interview and documentation technique. 

The result of the observation show if the implementation of stick 
controlling by the Tebing Tinggi subdistric have been not good enough which 
proved by three indicators, they are contemplation, checking and eva! uati on. The 
implementation of stick controlling by subdistrict head influence to 
labourdicipline of employe or official which can be seen from four indicators, 
they are district obedience of working time, the violation of regulation, obedience 
to all rules and the right time to finish the job. Beside that, through the stick 
function, head district do some way to increase the labourdicipline of employer or 
official with give guidition, direction and advice, person to person building, create 
condusif situation in work and give punishment to employer or official which do 
infringment. 

Keywords : lvfanagement, Stick Controlling 
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ABSTRAK 

PELAKSANAAN PENGA WASAN MELEKA T DI KANTOR 
KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LA WANG 

Okta Marisa 
Oktamarisas2@gmail.com 

Program PascaSarjana 
Universitas Terbnka 

Pengawasan rnelekat adalah salah satn fungsi man~ernen dalam suatu 
organisasi atau instansi pemerintahan. Pelaksanaannya sangat perlu untnk 
dimaksirnalkan Karena dapat mengurangi dan mencegah secara dini terjadinya 
penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan dalam 
pelaksanaan tugas keseharian pegawai/aparat pemerintahan. 

Selain itu Pengawasan melekat dapat berfungsi sebagai sarana 
peningkatan profesionalisme kinerja pegawai/ aparat, sehingga dapat rnernberikan 
pelayanan kepada rnasyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan kegiatan usaha 
unit-unit pernerintah dapat tercapai, berdaya guna dan berhasil guna, dilaksanakan 
sesuai dengan tugas pokok, fungsi, rencana atau programnya, pembagian dan 
pendelegasian tugas, rurnusan kerja, pedornan pelaksanaan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Metode yang digunakan dalarn pengamatan ini adalah deskriptif dengan 
pendekatan induktif dan rnenggunakan teknik analisis kualitatif. Dalarn 
mengumpulkan data, penulis rnenggunakan teknik wawancara, Obsevasi dan 
dokumentasi. 

Dari hasil pengarnatan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan 
rnelekat oleh carnal tebing tinggi kabupaten ernpat lawang bel urn begitu baik yang 
dibuktikan melalui tiga indikator yaitu sarana pengawasan, pelaksanaan 
pengawasan, serta tindak lanjut pengawasan. Pelaksanaan pengawasan rnelekat 
carnat berpengaruh kepada kondisi disiplin keija pegawai/aparat kecamatan dilihat 
dari sosialisasi waskat, penyiapan dan pelaksanaan unsur waskat, pernantauan 
pelaksanaan waskat, evaluasi pelaksanaan waskat. Selain itu, melalui fungsi 
pengawasan rnelekatnya, carnal melakukan beber~pa upaya dalarn 
menindaklanjuti pelaksanaan pengawasasan rnelekat, yakni dengan pernberian 
birnbingan, pengarahan, dan petnnjuk; pernbinaan person.il; rnenciptakan suasana 
kondusif dalarn bekeija; dan pernberian penghargaan kepada pegawai/ aparat yang 
berprestasi dan pemberian sanksi kepada pegawai/aparat yang melakukan 
pelanggaran. 

Kata Kunci : manajemen, pengawasan melekat. 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Kabupaten Em pat Lawang 

Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu dari kabupatenlkota yang 

ada di Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas wi layah 2.256,44 K.M2
. Dilihat dari 

letak Astronomisnya kabupaten Empat Lawang terletak antara 3,25 derajat sampai 

dengan 4,15 derajat lintang selatan, 102,37 derajat sampai dengan 103,45 derajat 

bujur timur. 

Gambar 4.1 
Peta Kabupaten Empat Lawang 
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Kabupaten Empat Lawang meliki batas-batas sebagai berikut : disebe lah utara 

berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas. Disebelah selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Lahat,Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Disebelah 

Timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat, dan disebelah barat berbatasan 

dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. 

Ada 10 kecamatan di Kabupaten Em pat La wang yaitu : Kecarnatan Tebing 

Tinggi, Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, 
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Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Sikap Dalam, Kecamatan Pasemah Air 

keruh, Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Talang Padang dan Kecamatan 

Muara Saling. 

Kecamatan dengan jarak teijauh dari Tebing Tinggi yang merupakan ibukota 

Kabupaten Empat Lawang adalah Kecamatan Pasemah Air Keruh dengan 

ibukotanya yaitu Desa Nanjungan. Jarak dari Desa Nanjungan ke Tebing Tinggi 

mencapai 56 kilometer. Sementara kecamatan Tebing Tinggi adalah objek 

penelitian bagi penulis. 

Topografi wilayah Kabupaten Empat Lawang memiliki pola yang jelas 

dengan ketinggian wilayah antara 100-700 meter diatas permukaan !aut umlah 

jpenduduk 216.422 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 95,91 jiwa/km2 

Komposisi laki-laki 108.840 jiwa dan perempuan 107.580 jiwa. 

2. Kecamatan Tebing Tinggi 

a. Visi 

Visi kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tergambar dalam 

suatu bentuk cara pandang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan 

citra yang diwujudkan yakni "Terwujudnya Masyarakat Tebing Tinggi Yang 

Adem Sejahtera (Agamis Demoratis Dan Sejahtera)". "Melalui Pelayanan Prima 

Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan". 

b. Misi 

Dalam mencapai visi tersebut di atas, misi kecamatan tebing tinggi adalah 

membangkitkan semangat warga masyarakat sehingga yang bersangkutan 

terdorong secara sadar dalam berpartisipasi dalam berbagai bidang kegiatan, baik 
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dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang selanjutnya 

masyarakat akat mampu mengelola potensi sumber daya yang mereka miliki, yang 

ditandai dengan: 

I) Peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

2) Meningkatkan kesadaran hokum 

B. Keadaan Geografis Kecamatan Tebing Tinggi 

Kecamatan Tebing Tinggi memiliki luas wilayah 397,63 kilometer persegi. 

Kecamatan ini merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar di Kabupaten 

Empat Lawang. Jika di lihat dari letak geografisnya, Kecamatan Tebing Tinggi 

memiliki batas-batas wilayah disekitamya, yakni : disebelah utara berbatasan 

dengan Kecamatan Saling, disebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan 

Talang Padang, disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lahatdan disebelah 

barat berbatasan dengan Propinsi Bengkul u. 

Dari 26 desalkelurahan yang terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi, 

desalkelurahan yang mempunyai wilayah terluas adalah Desa Pajar Bakti dengan 

Juas wilayah mencapai 41 kilometer persegi atau sekitar 10,31 persen dari 

keseluruhan luas Kecamatan Tebing Tinggi. Sedangkan desalkelurahan yang 

memiliki luas wilayah terkecil adalah Desa Kupang dan Kelurahan Pasar Tebing 

Tinggi dengan Juas wilayah hanya 3,25 kilometer persegi atau sekitar 0,82 persen 

dari Juas wilayah Kecamatan Tebing Tinggi. 

Desa dengan jarak teijauh dari kelurahan pasar tebing tinggi yang merupakan 

ibukota kecamatan adalah desa tanjung kupang baru yang mencapai sekitar 19 
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kilometer melalui darat. Sedangkan desa/kelurahan terdekat dengan ibukota 

kecamatan adalah kelurahan kupang yang hanya beijarak 0,1 kilometer. 

Untuk lebihjelasnya luas Kecamatan Tebing Tinggi dapat dilihat dalam Tabel4.1 

sebagai berikut ini : 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Tabel4.1 
Luas Wilayah Menurut Kelurahan/Desa 

Di Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2013 

Desa Ujung Alih 

DesaLubuk 

Desa Ulak Meugkudu 

Desa Batu Pauce 

Desa Aur Gading 

Desa Terusau Barn 

Desa Terusau Lama 

Desa Seguring Kecil 

Desa Rautau Tenaug 

Desa Lampar Barn 

Desa Kernaug Manis 

Kelurahau 

Desamekati 

Kelurahau 

Makmur 

Desa 

Desa 

Desa Baturaja Lama 

Desa Batu Raja Baru 

Desa Kota Gading 

13,06 

19,82 

25,00 

16,3 I 

21,00 

20,00 

13,59 

21,00 

7,00 

3,39 

3,25 

5,10 

5,00 

3,40 

18,65 

3,25 

3,40 

37,45 

41,00 

27,00 

25,00 • 

14,00 
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1. Keadaan Topografi Kecamatan Tebing Tinggi 

Dilihat dari topografi wilayahnya, hampir seluruh desa di Kecamatan Tebing 

Tinggi merupakan daerah dataran. Hanya empat desa yang memiliki topografi 

daerah aliran sungai, yaitu Desa Sugi Waras, Batu Raja Baru, Batu Raja Lama, 

dan Kota Gading. Sementara ketinggian wilayah Kecamatan Tebing Tinggi 

berkisar an tara 94 sampai dengan 130 meter di atas permukaan !aut ( dpl). Desa 

Ujung Alih merupakan desa dengan wilayah paling tinggi di antara desa lainnya, 

yakni mencapai 130 meter. Sedangkan desa yang paling rendah dari permukaan 

!aut adalah Desa Sugi Waras dengan ketinggian 94 meter. 

2. Jumlah Penduduk 

Penduduk memiliki peran besar bagi pembangunan suatu wilayah jika 

diimbangi dengan kapasistas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap basil 

produksi. Jurnlah penduduk penduduk kecamatan tebing tinggi pada tahun 2013 

sebanyakn45.056 jiwa yang terdiri atas 22.837 laki-laki dan 22.219 perempuan. 

Jumlah tersebutmeningkat 0,67 persen dibandingkan data tahun 2012. 

3. Struktur Organisasi Kecamatan Tebing Tinggi 

Pada penjelasan pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang pedoman Organisasi Kecamatan, "Kecamatan dibentuk diwilayah 

kabupaten/kota dengan perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah". 

Dalam kedudukan kecamatan se\Jagaimana dimaksud pada pasal 126 terseb.ut 
' 

diatas, Camat merupakan unsur pelaksana urusan rumah tangga daerah di bidang 

pemerintahan urnurn dan kecamatan sebagai fasi1itator yang melingkupi desa-desa 

tanpa memiliki kewenangan komando secara struktural terhadap desa-desa itu 
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terkecuali terbatas pada kewenangan kepala daerah yang dilimpahkan saja kepada 

kecamatan. 

Berdasarkan Kepmendagri 158 tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi 

Kecamatan. Susunan organisasinya terdapat pada pasal 4 ayat ( 1) yaitu 

"Organisasi kecamatan terdiri dari camat, sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 

(lima) seksi, serta kelompok jabatan fungsional". Sedangkan susunan organisasi 

kecamatan terdiri dari : 

1) Camat; 

2) Sekretaris Kecamatan atau Sekretaris Kepala Distrik, bagi Kecamatan di 

Provinsi Papua; 

3) Seksi Pemerintahan; 

4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

5) Seksi lain dalam lingkungan kecamatan yang nomenklaturnya disesuaikan 

dengan spesifikasi dan karakteristik wilayah kecamatan sesuai dengan 

kebutuhan daerah 

6) Kelompokjabatan fungsional. 

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah dikemukakan : 

I) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten!kota yang mempunyai 

wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah 

Kabupaten!Kota. 

2) Camat diangkat oleh Bupatilwalikota atas usul Sekretaris Daerah 

Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai 

dengan pedoman yangd itetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 
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3) Camat menenma pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari 

Bupati/walikota. 

4) Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

5) Pedoman mengenai organisasi kecamatan ditetapkan oleh Menteri yang 

bertangggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara. 

Struktur Organisasi Kantor Camat Tebing Tinggi 
Kabupaten Em pat La wang 

CAMAT 

SEKCAM I 
Kelompokjabatan l I 

fungslonal 

KASUBAG KASUBAG KASUBAG 

Umum/Perlengkapan Kepegawaian Keuangan 

Bendahara I I 
Pengeluaran 

I STAFF I I STAFF I I STAFF I 
I 

Bend ahara Barang 

I I 
KASJ KASI KASJ KASI 

Pemerintahan Pembangunan & Trantib/Linmas Kesejahteraan 

Pemberdayaan Sosial 

Gam bar 4.2 
Struktur Organisasi Kecamatan Tebing Tinggi 

Sumber,Kantor Camat Tebing Tinggi 2016 

4. Tugas Pokok dan Fungsi 

I 
KASI 

Pelayanan 

Umum 

Kedudukan Kecamatan Tebing Tinggi sebagai pusat pelayanan masyarakat 

merupakan pewujudan dari tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat. 

Adapun tugas pokok dan fungsi unit keija Kecamatan Tebing Tinggi adalah 

sebagai berikut : 
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1) Camat 

Camat mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Menyusun program kelja camat dalam bidang pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan; 

2. Menyusun rencana kebutuhan kecamatan untuk di usulkan dalam anggaran 

yang akan datang; 

3. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Dinas, 

Lembaga Teknis Daerah terkait baik tekis adminstrasi maupun teknis 

operasional; 

4. Melaksanakan tugas bidang pemerintahan, pembangunan, dan 

pemberdayaan masyarakat; 

5. Mengadakan pembinaaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan 

dilingkungan kecamatan agar diketahui tingkat kesesuaian pelaksanaan 

tugas dengan program kelja yang telah ditetapkan; 

6. Mengevalusi hasil kerja kegiatan sebagai bahan kajian program yang akan 

dating; 

7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kecamatan baik lisan mau pun 

tertulis; 

8. Mengevaluasi dan membuat laporan hasil seluruh kegiatan kecamatan; 

9. Melaksanakan tugas dinas yang diberikan Bupati. 

2) Sekretaris Camat 

Sekretaris Camat mempunyai tugas sebagai berikut; 

1. Mengelola sumberdaya aparatur, keuangan, sarana, dan prasarana 

pemerintahan kecamatan; 
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2. Mengelola ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga 

pemerintahan kecamatan; 

3. Menyusun daftar usulan kegiatan dan daftar isisan kecamatan; 

4. Mengelola penerimaan, pengeluaran, pembukuan dan pelaporan keuangan; 

5. Membuat rekomendasi perceraian PNS; 

6. Menyusun DUK pegawai; 

7. Menyusun usulan pengangkatan dalamjabatan lurah. 

3) Kepala Seksi Pemarintahan 

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Membuat konsep naskah dinas sesuai bidang dan tugasnya untuk ditanda 

tangani camat; 

2. Melaksanakan penelitian atas pengaduan BPD terhadap kepemimpinan 

kades; 

3. Menyusun dan menyiapkan profil kecamatan; 

4. Melkasanakan penilaian terhadap hal-hal pnns1p yang diusulkan oleh 

kades dan atau BPD kepada Bupati; 

5. Melaksanakan tertib administrasi dan hokum pertanahan; 

6. Melaksanakan pelayanan administrasi pemindahan hak atas tanah; 

7. Melaksanakan pendataan penyusunan Japoran kependudukan; 

8. Menyiapkan bahan rekomendasi pengajuan kredit kepada koperasi; 

4) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

kepala seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas sebagai berikut: 
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1. Melaksanakan kegiatan penataan, pengawasan dan monitoring terhadap 

fasilitas umum; 

2. Melaksanakan kegiatan penegakan hak azasi manusia; 

3. Melaksanakan pembinaan keserasian masyarakat serta penyelesaian 

perselisihan antar warga; 

4. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan apresiasi budaya 

masayarakat serta mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat; 

5. Melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat dari gangguan 

ketentraman dan ketertiban; 

6. Melapporkan hasil kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban kepada 

camat baik secara lisan maupun tertulis. 

5) Kepala Seksi Ekonomi Bangunan 

Kepala Seksi Bnangunan mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Melaksanakan penilaian terhadap peraturan desa dan keputusan desa serta 

laporan pertanggungjawaban Kades yang disampaikan kepada bupati; 

2. Menyusun laporan Pengembangan Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan 

pemberdayaan Masyarakat desa (PMD); 

3. Melaksanakan kegiatan pembianaan dalam rangka pemberdayaan 

Lembaga Ketahanan Masayarakata Desa (LKMD); 

4. Melaksanakan membinaan dan pengawasan terhadap Koperasi Unit Desa 

(KUD); 

5. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan apresms1 beday 

masyarakat serta mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat; 
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6. Memberi saran atas pertimbangan kepada p1mpman sebagai baban 

pengambilan keputusan; 

6) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 

Kepala Seksi Kesejabteraan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut: 

I. Menyusun dan menyandang masalab sosial dan potensi kesejabteraan 

sosial; 

2. Menyiapkan baban pelaksanaan bimbigan teknis dibidang kepemudaan 

olahraga dan kesenian; 

3. Memberi saran atau pertimbangan atau kepada pimpinan sebagai bahan 

pengambilan keputusan; 

4. Mengevaluasai basil kegiatan seksi kesejabteraan sosial sebagai baban 

penyusunan rencana kegiatan; 

5. Melaporkan basil kegiatan seksi kesejabteraan sosialkepada camat secara 

lisan maupun tertulis; 

6. Menilai bawaban sebagai baham pembuatan Dp3; 

7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleb atasan. 

7) Kepala Seksi Pelayanan Umum 

Kepala seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Melaksanakan pendataaan terhadap penduduk; 

2. Mengevaluasi basil kegiatan seksi pelayananumum sebagai bahan 

penyususnan rencana kegiatan; 
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3. Melaporkan basil kegiatan seksi pelayanan umum kepada cama secara 

lisan maupun secara tertulis; 

8) Kepala Sub Bagaian TU dan Keuangan 

Kasubag TU dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut : 

I. Memberikan pelayanan administrasi bagi PNS dan masyarakat; 

2. Pengelolaan dan pengkoordinasian penyusunan angaaran dan belanja 

SKPD kantor Camat; 

3. Pengeloalaan adminstrasi keuangan; 

4. Mengelolah, mengevaluasi, dan pelaporan basil pelaksanaan kegiatan 

keuangan; 

5. Pelaksanaan ferifikasi atas penerimaan dan pengeluaran keuangan; 

9) Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan 

Kasubag Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas sebagai berikut : 

I. Melaksanakan kegiatan administrasi kepada semua unsur dilingkungan 

sekretariat kantor Camat; 

2. Membina dan pengendalian urusan tata usaha rumah tangga dan 

perlengkapan; 

3. Melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan 

dinas, kearsipan dan hubungan masayarakat; 

4. Memelihara dan membina keamanan dan ketertiban kantor dan gedung 

kantor camat; 
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5. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait mengenai 

perlengkapa administrasi kepegawaian, pengelolah, pemberitaan dan 

penerbitan. 

10) Kepala Sub Bagian Kepegawaian 

Kasubag Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian; 

2. Menyusun DUK; 

3. Mengelolah administrasi kenaikan gaji berkala; 

4. Mengelolah administrasi cuti pegawai; 

5. Mengelolah adminstrasi kenaikan pangkat; 

6. Mengelolah administrasi pengembangan karir pegawai. 

11) Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas yakni melaksanakan 

sebagian tugas pemerintahan kabupaten sesuai dengan kebutuhan dan 

keahlian. 

C. Prioritas Pembangunan Kecamatan Tebing Tinggi 

Krisis ekonomi telah memberikan dampak terhadap rendahnya 

pengembangan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah. Pengembangan 

perekonomian daerah dan pemerataan pertumbuhan juga mengalami hambatan 

karena keterbatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam, ketersediaan modal, 

kemitraan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. 
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Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan lambatya pemulihan ekonomi 

mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat, kesempatan keija berkurang, 

jumlah penduduk miskin bertambah dan kesehatan masyarakat menurun bahkan 

terdapat indikasi meningkatnya kasus kurang gizi dikalangan kelompok penduduk 

usia dibawah 5 tahun yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas fisik dan 

intelektual generasi mendatang. 

Pemulihan ekonomi bertujuan mengembalikan pertumbuhan dan pemerataan 

ekonomi yang memadai serta tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. 

Tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan pengelolaan Sumber Daya Alam 

(SDA) yang menjamin daya dukung lingkungan an pelestarian alam sejauh ini 

sumber daya alam dikelola dengan tidak terkendali yang mengakibatkan 

kerusakan lingkungan serta mengganggu kelestarian alam yang akhimya 

mengurangi daya dukung dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. 

Krisis ekonomi menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat menurun dan 

meningkatkan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kualitas 

pendidikan dan kesehatan yang menurun serta krisis yang memerlukan berbagai 

penanganan yang sungguh-sungguh. Berbagai permasalahan sosial yang selama 

ini terlihat muncul kepermukaan. Berbagai ketidakpuasan pada sebagian 

masyarakat berpotensi menimbulkan konflik sosial. Salah satu bentuk gerakan 

kerakyatan ekonomi kerakyatan adalah dengan otonomi daerah atau dapat pula 

berbentuk pemekaran daerah, dalam rangka membangun potensi daerah. 

Pengembangan potensi daerah juga dilakukan dikecamatan Tebing Tinggi selaku 

Kecamatan Induk dengan melalui pemekaran kecamatan dengan basil pemekaran 

Kecamatan Saling. Pemekaran ini bertujuan untuk mempermudah proses 
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pelayanan masyarakat dan untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam 

proses pemerintahan melalui partisipasi aktif serta inisiatif masyarakat itu sendiri. 

D. Hasil dan Pembahasan 

Pelaksanaan pengawasan melekat di kantor kecamatan tebing tinggi 

kabupaten Empat Lawang. Pada bab ini peneliti akan melakukan pembahasan 

terhadap pelaksanaan pengawasan melekat yang dilakukan seorang pimpinan 

(Camat Tebing Tinggi) di kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat 

Lawang, dimana pengawasan melekat tersebut terdiri dari Indikator Pemantauan, 

Pemeriksaan dan Evaluasi sesuai dengan teori Nawawi, yaitu : 

"Dalam pela.l;:sanaan kegiatan suatu organisasi, setiap atasan atau pimpinan 

mengemban atau mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan kepada 

bawahannya atau perangkatnya. Pengawasan itu dilakukan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi. Keberhasilan perlu dipertahankan 

dan jika memungkinkan ditingkatkan dalam perwujudan manaJemen 

Pemerintahan di lingkungan organisasi atau unit keljanya". 

Pengawasan melekat sebagai suatu bagian dari kegiatan pengawasan 

merupakan tugas dan tanggung jawab setiap pimpinan yang harus 

menyelenggarakan manajemen pemerintahan secara efektif dan efesien di 

lingkungan keljanya masing-masing. Dalam kenyataannya, setiap pimpinan 

organisasi atau unit kelja akan selalu ingin dan berupaya mengetahui keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan berbagai kegiatan bawahannya atau perangkatnya 

dalam ruang lingkup tanggungjawabnya. 
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Pengertian pengawasan melekat dalam KEMENP AN Nomor 46 Tahun 2004 

yang menyebutkan bahwa : 

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai 
pengendali yang terns menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap 
bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan 
tersebut beljalan secara berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Begitu pentingnya peranan pengawasan melekat di dalam setiap organisasi 

atau unit kelja baik pemerintah maupun di lingkungan swasta, hal ini dapat dilihat 

pula dalam berbagai pengertian pengawasan melekat dari pendapat beberapa ahli 

dan teori-teori sebagai berikut: 

Situmorang dan Juhir (1994 : 72) memberikan defenisi bahwa: 

Pengawasan melekat merupakan proses pemantauan, pemeriksaan, dan 
evaluasi yang dilakukan secara efektif oleh pimpinan atau atasan organisasi 
kelja terhadap seluruh sumber kelja untuk mengetahui berbagai kekurangan 
dan kelemahan, supaya dapat diperbaiki atau diusulkan untuk diperbaiki oleh 
pimpinan yang berwenang pada jenjang yang lebih tinggi demi tercapainya 
tujuan yang sudah dirumuskan sebelurnnya. 

Sedangkan Salindeho (1995 : 124) mengungkapkan defenisi Pengawasan 

Melekat sebagai berikut : 

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang terus-menerus 
dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan 
represif agar pelaksanaan tugas bawahannya terse but dapat belja1an secara 
efektif dan efesien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan penjelasan beberapa para ahli tersebut di atas dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa Pengawasan Melekat adalah proses yang harus dilakukan oleh 

pimpinan atau atasan organisasi/ unit kelja apabila ia ingin agar semua 

pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya beljalan dengan baik dan 

sesuai dengan rencana. 
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Pengawasan melekat ini dinilai dengan efektif untuk mengendalikan aparat 

pemerintah, sehingga akan terwujud aparat pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa (clean and strong government). Sehubungan dengan adanya 3 (tiga) 

sifat yang sekaligus dimiliki oleh pengawasan melekat ini, yakni: Bersifat tepa! , 

Bersifat cepat dan Bersifat murah. 

1. Bersifat tepa! 

Bersifat tepa! karena aparat pengawas (pimpinan) mengetahui benar 

lingkungan tugas dan kewajiban pegawai yang diawasi. Dengan demikian 

pimpinan mengetahui dengan pasti apa yang menjadi kewenangan aparat/pegawai 

yang diawasi. 

2. Bersifat cepat 

Bersifat cepat dalam hal ini pengawasan melekat ini tidak terlalu bersifat 

prosedural. Demikian pihak pengawas yakni, atasan mengetahui adanya 

kekeliruan pegawai bawahannya secara langsung pada saat proses pengawasan 

berjalan/ sedang dilakukan. 

3. Bersifat murah 

Bersifat murah dalam hal ini yang dimaksud adalah karena proses 

pengawasan ini merupakan built in control, jadi tidak memerlukan anggaran biaya 

tersendiri. Artinya, kewajiban ini otomatis melekat pada fungsi pimpinan. 

Disamping itu pula pimpinan atau atasan dalam pelaksanaan pengawasan 

melekat diharapkan sebagai "pendidik" terhadap anak bualmya atau bawahannya 

sehingga fungsi pengawasan melekat pimpinan kepada bawahannya atau yang 

dipimpinnya memilki unsur pendidikan pula yakni dalam bentuk pembinaan 
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kepala suatu unit kerja organisasi terhadap anak buahnya atau bawahannya dan 

pengawasan melekat sebagai pengawasan yang beijenjang atau bertingkat. 

Dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang pedoman 

pelaksanaan pengawasan, pengertian pengawasan semakin jelas dan baku, karena 

dalam Instruksi Presiden istilah tersebut dicantumkan dan diatur secara resmi, 

meskiptm tidak diberi batasan atau pengertian otentiknya. 

Pada pasal 2 ayat 1 Instruksi Presiden dimaksud menyebutkan bahwa 

pengawasan terdiri dari: 

a. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/ atasan Iangsung baik di 

tingkat pusat maupun di tingkat daerah. 

b. Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan. 

Untuk melakukan pengawasan melekat perlu dilakukan dengan baik dan juga 

terarah, maka dari itu atasan dan juga jajaran dari aparat memerlukan prinsip-

prinsip pengawasan melekat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pengawasan yang dilakukan tidak semata-mata hanya mengada-ada mencari 

kesalahan-kesalahan dari pegawai, namun harus jelas tujuan dan sasaran yang 

akan dicapai. Adapun prinsip-prinsip pengawasan melekat yang dikemukakan 

oleh Soejamto (1992 : 173) adalah sebagai berikut : 

I. Pengawasan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan secara rutin dan 

terus-menerus untuk memperbaiki penyimpangan, dan penyalahgunaan 

lainnya. 

2. Pengawasan melekat menunjukkan penyimpangan-penyimpangan hal-hal 

yang penting. 

3. Pengawasan melekat didasarkan pada penilaian-penilaian yang objektif. 

4. Pengawasan melekat mendeteksi penyimpangan sedini mungkin. 
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5. Pengawasan melekat berorientasi pada masa depan sehingga mampu 

menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin teijadi. 

6. Pengawasan melekat bersifat edukatif dan pembinaan terhadap semua 

bawahan. 

7. Pengawasan melekat didasarkan kepada pendelegasian wewenang dan 

tanggungjawab sesuai dengan struktur organisasi dan kebutuhan. 

8. Pengawasan melekat tertuju pada pemecahan secara tuntas setiap masalah 

penyimpangan dalam rangka tertib pelaksanaan tugas pokok organisasi. 

Dengan dilandasi pemikiran pentingnya peranan pengawasan dalam suatu 

organisasi, Soejamto mengklasifikasikan enam sifat pengawasan melekat yang 

ada pada setiap atasan atau manajer yakni : 

1. Preventif, yakni mencegah kemungkinan ada atau akan terjadi 

penyelewengan, kebocoran, kegagalan, kemacetan, kesalahan, kolusi, 

korupsi, sehingga tidak akan teijadi kerugian bagi organisasi. 

2. Represif, yaitu penindakan terhadap teijadinya hal-hal negatif yaitu yang 

bisa berupa penindakan secara adrninistrasi, perdata, pidana, dan 

sebagainya. 

3. Edukatif, yaitu bersifat mendidik dalam arti mendidik orang untuk berlaku 

jujur, bekeija dengan sebaik-baiknya dan penuh etos keija, dan bagi yang 

berprestasi tinggi diberikan penghargaan yang wajar, jadi tindakan 

mendidik untuk berbuat keteladanan positif. 

4. Protektif, berarti memberikan perlindungan bagi mereka yang memang 

tidak berlaku salah sesuai dengan hak dan kewajibannya. 

5. Rekomendatif, yaitu bahwa hasil dari pengawasan dapat menjadi saran

saran untuk penyempurnaan serta pengembangan untuk lebih berhasilnya 

lagi kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan organisasi, karyawan, 

pimpinan ataupun proyek, untuk dikemudian hari. 

6. lrnperatif, yakni bahwa pengawasan adalah bersifat sebagai sesuatu 

keharusan ataupun kewajaran yang memang semestinya mutlak ada di 

dalarn setiap organisasi baik dalam kegiatan rutin maupun dalam kegiatan 

proyek. 
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Pelaksanaan pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Camat di kantor 

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

1. Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang 

menciptakan sarana dan sistem kelja berdasarkan kewenangan yang 

dimilikinya dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten 

Empat Lawang Nomor 42 tabun 2012 tentang Pembentukan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Empat 

Lawang, yaitu dengan menerbitkan surat perintah melaksanakan tugas 

serta job description kepada semua staf yang menjadi bawahannya untuk 

dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas. Dalam melaksanakan 

rencana kelja telab ditetapkan, babwa Carnal dapat mengeluarkan 

kebijakan sesuai dengan kewenangannya namun tidak boleh bertentangan 

dengan kebijakan pejabat yang lebih tinggi, sehingga pelaksanaan tugas 

dapat beijalan sesuai rencana dan kelentuan yang berlaku. 

2. Memantau, Mengamati dan Memeriksa Pelaksanaan Tugas Bawahan 

dilakukan secara beijenjang oleh para Kepala Seksi dan Sekretaris 

Kecamatan terhadap stafuya oleh Camat sebagai pimpinan dalam 

organisasi. Demikian pula apabila ditemukan kesulitan, maka secara 

beijenjang atasan berkewajiban meluruskan dan mencari jalan keluar guna 

menyelesaikan kesulitan yang bawahannya sesuai dengan kewenangan 

masing-masing. 

3. Mengidentifikasi dan mengana lisa gejala-gejala, penyimpangan dan 

kesalahan yang terjadi, menentukan sebab akibal dan cara mengalasinya. 

Hal ini wajib dilakukan oleh atasan alau pimpinan kepada bawahannya 

yang berlaku. 

4. Merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkah-langkah yang tepat 

sesua1 dengan kewenangan Carnal, telapi tetap memperhalikan 

kewenangan pejabat yang lebih tinggi dari Camat. Artinya, tindak lanjut 

42994.pdf 



55 

atau langkah-langkah kebijakan yang akan diambil tidak boleh melebihi 

batas kewenangan Camat berdasarkan peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku. 

5. Menjalin kerja sama dengan aparat Pengawas Fungsional (Wasnal), aparat 

Pengawasan Legislatif (Wasleg), maupun Pengawasan Masyarakat 

(Wasmas) demi meningkatnya mutu pengawasan melekat. Dengan adanya 

jalinan ini, maka kritik maupun saran terhadap pelaksana pengawasan 

melekat dapat digunakan sebagai informasi untuk menyempurnakan fungsi 

pengawasan melekat di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten 

Empat Lawang, dengan keberhasilan pengawasan melekat akan lebih 

nampak apabila yang melakukan pengamatan adalah pihak luar organisasi 

Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat La wang. 

6. Meminta laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas bawahan, 

dilakukan secara beijenjang dari Kepala Seksi atau Sekretaris Kecamatan 

kepada bawahannya, atau secara langsung oleh Camat kepada staf sesuai 

dengan situasi dan kondisi. Laporan tersebut secara rutin atau berkala 

dilakukan dengan jadwal mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan yang 

pada akhir tahun dihimpun sebagai laporan yang bersifat insedental 

biasanya diminta sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 

7. Memberikan penilaian pelaksanaan tugas bawahan. Hal ini juga dilakukan 

secara beijenjang dan biasanya dibuat setiap akhir tahun dalam bentuk 

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP-3), 

dengan cara : 

a) Staf dari suatu seksi dinilai oleh kepala seksinya masing-masing 

sebagai pejabat penilai. 

b) Kepala seksi/ Sekretaris Kecamatan dinilai oleh Cam at sebagai pejabat 

penilai, dan Sekretaris Daerah sebagai atasan pejabat penilai. 

c) Camat dinilai oleh Sekretaris Daerah sebagai pejabat penilai, dan 

Bupati!Walikota sebagai atasan pejabat penilai. 
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8. Melakukan pembinaan kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugas 

dengan baik dalam suasana keija yang kondisif, antara lain dengan cara 

melakukan pertemuan rutin atau staf meeting guna memelihara 

keharmonisan dan kekompakan keija. Sedangkan pembinaan kepegawaian 

bagi yang melakukan pelanggaran dilakukan dengan cara · pemberian 

sanksi melalui koordinasi dengan bagian kepegawaian, baik berupa 

hukuman ringan, sedang, atau berat sesuai dengan peraturan perundang

undangan yang berlaku. 

1) Faktor Unsur Sarana Pengawasan Melekat pada Kecamatan Tebing Tinggi 

Kabupaten Empat Lawang 

Berdasarkan KEMENPAN Nomor 46 tahun 2004 tentang petunjuk 

Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, telah 

menekankan perlunya pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin 

organisasi/satuan keija terhadap bawahannya. Usaha meningkatkan pelaksanaan 

pengawasan melekat bermaksud untuk membudayakannya di lingkungan aparatur 

pemerintah yang dilaksanakan atas kesadaran menjalankan fungsi manajemen 

yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin pada setiap levelnya. 

Dengan demikian diharapkan pengawasan melekat dapat berfungsi secara 

maksimal dan menjadi unsur pengawasan yang pokok, sedangkan pengawasan 

yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional dan pengawasan melekat 

hanya berfungsi sebagai penunjang. 

Untuk dapat melaksanakan pengawasan melekat secara efektif dan efisien 

dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja, setiap pemimpin atau atasan 

langsung perlu mengetahui sarana pengawasan dan metode pengawasan yang 

diperlukannya. Dengan kata lain untuk melakukan pengawasan melekat perlu 
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didukung oleh sarana dan metode pengawasan yang tepat agar dapat diharapkan 

adanya pengaruh pengawasan melekat terhadap efektifitas kerja pegawai demi 

keberhasilan tugas-tugas dari organisasi yang bersangkutan. Di sam ping itu, setiap 

pemimpin atau atasan Iangsung wajib pula membudayakan pengawasan melekat, 

agar tujuan untuk menjadikannya sebagai unsur pokok dan pengawasan 

fungsional maupun pengawasan masyarakat sebagai penunJang dalam 

memujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa sehingga dapat 

dicapai efektifitas kerja pegawai secara maksimal. Dan pada gilirannya Konsep 

Good Governance akan dapat diwujudkan 

Pengawasan melekat diharapkan pula dapat menumbuhkan kesadaran sebagai 

dasar bagi timbulnya dorongan, kehendak, kemauan dan usaha melaksanakan 

keharusan dalam menjalankan kepemimpinan suatu satuan organisasi/unit kerja 

yang dipercayakan pemerintah atau rakyat pada setiap atasan. Kesadaran itu 

sangat penting artinya, karena harus diakui bahwa pada akhimya efisiensi dan 

efektifitas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, 

kembali sepenuhnya kepada para pemimpin yang langsung berhadapan dengan 

masyarakat yang harus dilayani. Dari kepemimpinan atasan itulah masyarakat 

akan memberikan penilaiannya, apakah aparatur pemerintah sudah efektif, efisien, 

bersih dan berwibawa. 

Pentingnya pengawasan melekat ini, karena seorang pemimpin atau atasan 

dapat rnengetahui secara langsung kegiatan nyata dari proses kegiatan 

pelaksanaan tugas/kelja bawahannya, sebab apabila diternukan adanya kesalahan 

atau penyimpangan di dalarn rnelaksanakan tugas kernungkinan dapat rnengambil 

Iangkah-langkah perbaikan dan tindakan seperlunya untuk mengatasi hal yang 
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teijadi pada saat itu juga demi menghindari kesalahan atau penyimpangan yang 

lebih lanjut. Dengan demikian, diharapkan adanya daya guna dalam penggunaan 

dana, tenaga dan waktu serta terciptanya efektifitas keija pegawai yang pada 

akhimya akan memberikan konstribusi terhadap keberhasilan dari pelaksanaan 

fungsi dan tugas pokok organisasi. 

Pengawasan melekat dilaksanakan melalui unsur pelaksanaan pengawasan 

melekat, yaitu pengorganisasi, kebijakan, prosedur keija, perencanaan, pencatatan 

dan pelaporan dan pembinaan personil. Namun demikian, sarana tersebut 

mempakan suatu Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) dan diperlukan metode 

dalam pelaksanaannya, yaitu metode pengawasan tidak langsung dan metode 

pengawasan langsung. Metode pengawasan tidak langsung dapat dilakukan 

dengan mempelajari laporan, sedangkan metode pengawasan langsung dilakukan 

dengan cara menganalisis berbagai proses kegiatan baik secara formal maupun 

informal, yaitu melalui; bimbingan, petunjuk, koreksi dan teguran atasan langsung 

kepada bawahannya, termasuk penilaian DP-3. 

Unsur sarana pengawasan Melekat terdiri dari : 

a. Pengorganisasian 

Sebuah organisasi, baik sebagai wadah maupun proses keija sama untuk 

mencapai tujuan tertentu, mempakan alat dan bukan tujuan. Oleh karena itu 

organisasi hams disusun sedemikian mpa agar mampu mewadahi dan 

mengoperasionalkan volume dan beban kerja sebagai tugas pokok secara layak. 

Kemudian perlu diperoleh dan ditempatkan sejumlah personil yang memenuhi 

syarat untuk setiap unit keija sesuai dengan jenis dan sifat pekeijaan, wewenang 

dan tanggungjawab yang hams diemban. 
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Berdasarkan basil wawancara dengan bapak Carnat pada bari Senin tanggal 

14 Maret 2016 di ruang cam at sebagai berikut : 

" .. Organisasi unit keija dibentuk untuk membagi tugas-tugas guna 
mendukung tugas utama, pembagian tugas-tugas tersebut dibagi agar tidak 
adanya tumpang tindib antar pekeijaan yang satu dengan pekeijaan yang lain, 
sebingga pekerjaan penunjang untuk organisasi dapat beijalan sesuai yang 
dikebendaki,". 

Selanjutya wawancara juga dilakukan kepada kasi pemerintaban pada bari senin 

14 maret2016: 

" .. Setiap organisasi unit keija baruslab ada pembagian pekeijaan yang jelas. 
Hal ini dilakukan agar tidak teijadi penyelewengan atau penyalahgunaan 
wewenang ... dan perlu didefinisikan juga pekeijaan nya untuk mengbindari 
lempar tanggungjawab. Selain itu, organisasi barns menetapkan penjenjangan 
wewenang dengan penetapan tanggungjawab". 

Berdasarkan basil penelitian melalui observasi dilapangan dan wawancara 

mendalam kepada informan yang berpendapat kedudukan, tugas pokok dan fungsi 

Organisasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang belum sistematis 

dengan alasan kedudukan jabatan tidak sesuai sebingga sering teijadi tumpang 

tindib dalam melakukan tugas pokok masing-masing. Oleb sebab itu babwa 

kedudukan, tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja pada Kecamatan Tebing 

Tinggi Kabupaten Em pat La wang perlu penyempumaan. 

Basil observasi serta wawancara secara mendalam dengan informan, 

ditemukan babwa pembagian tugas dan tangung jawab kurang merata dan 

seimbang pada seluruh pegawai di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat 

Lawang. Hal ini terlibat dari adanya sebagian pegawai pada satu unit keija yang 

sangat sibuk bahkan lembur sementara pegawai lainnya tidak bahkan saling 
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tum pang tindih, dan kondisi tersebut tidak hanya pada satu unit keija saja namun 

hampir disemua seluruh unit kerja. 

b) Kebijaksanaan 

Dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pernerintahan dan pernbangunan, 

meskipun telah ada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang harus 

dilaksanakan dan dipatuhi atau perencanaan keija yang telah disusun, narnun 

seringkali seorang pemimpin masih harus rnenetapkan suatu kebijaksanaan. 

Setiap pemirnpin unit keija dalam rangka pelaksanaan tugasnya wajib 

menyusun kebijaksanaan pelaksanaan sebagai pegangan bagi setiap pelaksana 

dalam unit keijanya. Kebijaksanaan itu perlu ditetapkan karena kemungkinan 

peraturan atau ketentuan atau rencana, masih terlalu urnurn sehingga perlu 

dijabarkan berupa kebijaksanaan pemimpin/atasan organisasi. Selain itu, 

kebijaksanaan kerapkali harus di ambil karena peraturan atau ketentuan atau 

perencanaan yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi waktu yang selalu 

mengalarni dinamika atau perkembangan. 

Seperti yang diungkapkan kasubbag kepegawaian yang di wawancarai pada 

hari selasa 15 maret 2016 : 

"pada saat ini kebijakan yang ada hanya bersifat teknis pekeijaan di unit 
tersebut, memang masih kurang, kala menurut saya kebijakan pada saat ini 
sudah membantu dalarn pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Tapi, rnemang di 
kepegawaian perlu mernbuat kebijakan khusus terkait dengan pengelolaan 
Surnber Daya Manusianya" 

Selanjutnya wawancara juga dilakukan dengan kasi kesejahteraan sosial pada hari 

selasa 15 rnaret 2016, yaitu: 

"Kebijakan digunakan sebagai dasar unit karni dalarn merumuskan 
perencanaan dan dasar rnelaksanakan pekeijaan. kemudian dalarn penyusunan 
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kebijakan tersebut orang-orang yang terlibat ya banyak, yang pasti pimpinan 
dalam hal ini yaitu camat.." 

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam perumusan 

kebijaksanaan agar mampu menunjang efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-

tugas umum pemerintahan dan pembangunan, antara lain; harus se1aras dengan 

kebijaksanaan umum pimpinan atau yang ditentukan pada tingkat-tingkat yang 

lebih tinggi harus dinyatakan secara tertulis dan jelas serta sistematis agar mudah 

dilaksanakan dan diawasi pelaksanaannya, harus dikomunikasikan secara 

sistematis kepada semua pegawai agar usahanya dalam mencapai tujuan selalu 

sejalan dengan kebijaksanaan umum yang ditentukan, dan harus selalu dievaluasi 

secara periodik, supaya apabila direvisi dapat dilakukan secara cepat. 

Hal lain yang ditemukan pada saat wawancara dengan staf pelayanan umum 

pada hari selasa 15 maret 2016: 

"ya... kebijakan yang dibuat sudah beljalan , akan tetapi masih terdapat 
beberapa kekurangan dalam pelaksanaanya karena keterbatasan SDM yang 
ada". 

Kebijaksanaan merupakan suatu sarana pengawasan melekat, karena setelah 

ditetapkan perlu dilakukan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan kebijakan yang ada di kantor kecamatan tebing tinggi dalam 

menunjang pelaksanaan . 

c) Prosedur Kelja 

Pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tidak 

mungkin dilakukan oleh satu orang melainkan oleh sekelompok staf, dalam umlah 

besar ataju kecil dalam satu kelompok sesuai dengan kebutuhan organisasinya. 

Setiap kelompok mendapat sebagian tugas dari keseluruhan tugas-tugas umum 
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pemerintahan atau pembangunan dan bekelja di lingkungan satuan orgamsas1 

kelja. Di lingkungan setiap satuan organisasi kelja, setiap personil, baik secara 

sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus mengeljakan pekeljaan tertentu yang 

terarah pada tujuan tertentu, dalam rangka menunjang terwujudnya tujuan atau 

cita-cita organisasi. 

Camat Tebing Tinggi, dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin 

tanggal 14 Maret 2016 di ruang Camat menyatakan: 

"Dalam melaksanakan pekeljaan ada prosedur kerja yang menjadi pedoman 
bagi pegawai untuk melaksanakan pekeljaan. Prosednr kelja ini adalah 
sebagai bentuk pengendalian pekerjaan agar dapat beljalan sesuai target. 
Prosednr saya sosialisasikan dengan cara lisan ketika pelaksanaan ape] atau 
rapat, juga dalam bentuk tulisan yang menggambarkan pekeljaan secara 
sistematis". 

Oleh karena keharusan bekelja bersama-sama lebih dominan dari pada 

bekelja sendiri-sendiri, maka harus diciptakan kelja sama yang harmonis, Di 

samping itu hnbungan kelja harus di atur dalam melaksanakan tugas-tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan harus ditetapkan pentahapannya secara 

sistematis, agar pekeljaan Jangsung efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan 

organisasi. Pengatnran hubungan kelja dan pentahapan kelja, di lingkungan setiap 

satuan kerja!unit kelja menghasilkan prosedur kerja. 

Prinsip-prinsip urnum yang perlu diperhatikan tersebut antara lain; harus 

dinyatakan secara jelas dan dalam bentuk tertulis, harus dikomunikasikan secara 

sistematis, sedapat mungkin diselaraskan dengan prosedur kerja yang 

dipergunakan oleh unit kelja yang lebih tinggi, harus disusun secara baik, harus 
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selalu dievaluasi, harus dikoordinasikan secara lebih baik, tidak boleh terlalu rinci 

sehingga lebih luwes, tidak boleh tumpang tindih, dan harus bemilai ekonomis. 

Namun demikian, keadaan yang teijadi pada unit-unit keija jika dikaitkan 

dengan prinsip-prinsip prosedur keija, prosedur kerja pada Kecamatan Tebing 

Tinggi Kabupaten Empat Lawang belum terlaksana sepenuhnya. Hal tersebut 

antara lain kurang dikomunikasikannya prosedur kerja secara sistematis, prosedur 

kerja tidak pernah dievaluasi dan kurang dikoordinasikan. 

d) Rencana Kerja 

Setiap pekeijaan yang akan dilakukan, terutama yang memerlukan dana, 

waktu dan tenaga terlebih dahulu hams direncanakan secara teliti, cermat dan 

terarah pada pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan yang disusun atau yang 

telah dibuat itu perlu memperhatikan kemungkinan pelaksanaannya dengan 

melihat berbagai segi, seperti kemampuan personil yang ada dan dapat diadakan, 

tenggang waktu, ketersediaan dana serta fasilitas yang dimiliki, yang semua itu 

menunjang terlaksananya rencana dengan baik. Dengan demikian perencanaan 

mempakan pedoman dan araban dalam melaksanakan tugas yang hams 

dilaksanakan secara berdisiplin, agar target dan sasarannya dapat tercapai, baik 

dari segi volume yang menyangkut kualitas dan kuantitas maupun dari segi 

waktu. 

Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan melekat, rencana keija atau 

perencanaan adalah suatu hal yang mutlak karena perencanaan mempakan 

patokan dan sasaran yang perlu dipantau, diperiksa dan dievaluasi secara periodik. 

42994.pdf 



64 

Setiap organisasi mempunyai program kelja. Untuk merealisasikannya, 

program kelja hams ditindaklanjuti dengan program kerja pada setiap tingkatan 

unit kelja di bawahnya. Program kelja tersebut bempa rencana kelja. Dengan 

demikian setiap pemimpin unit kelja wajib menyusun rencana kerja dan 

disampaikan kepada bawahannya sebagai rencana kelja organisasi!unit kelja 

terse but. 

Rencana kelja dapat bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang 

yaitu bempa rencana kelja harian, mingguan, bulanan, tiga bulanan, semester 

kalender, tahunan, lima tahunan dan setemsnya. 

Rencana kerja sebagai tindak lanjut dari tugas pokok dan fungsi pada setiap 

unit kelja tidak ada. Seharusnya setiap unit kelja termasuk setiap pegawai dalam 

unit kelja tertentu hams mempunyai rencana kelja baik yang bersifat jangka 

pendek seperti rencana kelja harian maupun yang bersifat jangka panjang yang 

bentuknya tertulis. Di sinilah letak pengawasan melekat itu dilakukan, sehingga 

setiap harinya setiap pegawai pada jam kelja tidak terlihat santai atau bahkan 

tidak mengerjakan apa-apa. 

Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut di atas dapat dinilai bahwa 

pelaksanaan pengawasan melekat melalui sarana rencana kelja pada Kecamatan 

Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tidak terlaksana sepenuhnya sehingga 

memerlukan penyempumaan. 

e) Pencatatan dan Pelaporan 

Setiap pemimpinlatasan dalam suatu organisasi berwenang untuk meminta 

pertanggungjawaban dari bawahannya dalam_ melaksanakan tugas-tugasnya. 
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Dalam hal ini, setiap pegawai harus bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas 

yang diembannya kepada pemerintah dan masyarakat melalui atasannya. Untuk 

itu diperlukan adanya kegiatan pencatatan dan pelaporan mengenai segala sesuatu 

yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas para pegawai sesuai dengan bidang 

tugasnya masing-masing. 

Pencatatan dan pelaporan diperlukan oleh setiap atasan untuk mengetahui 

segala persoalan yang menyangkut tugas bawahannya karena tidak selamanya 

atasan mengamati secara langsung kegiatan bawahannya, dan juga dapat diketahui 

tingkat kedisiplinan dan pelaksanaan tugas bawahan termasuk tingkat prestasi 

kerja, Selain itu pula pencatatan dan pelaporan dapat sebagai bahan dalam 

pengambilan keputusan. 

Berkaitan dengan pengawasan melekat, pencatatan dan pelaporan adalah 

sarana yang dapat memberikan informasi aktual tentang perkembangan, kemajuan 

atau prestasi dan hambatan yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan 

pembinaan kepada bawahan baik berupa bimbingan, koreksi, pemberian petunjuk 

maupun teguran. 

Pencatatan dan pelaporan dilaksanakan berupa pencatatan kegiatan harian 

oleh bawahan tentang apa saja yang ia keijakan pada hari itu dan permasalahan 

atau hambatan yang dihadapinya dalam pelaksanaan tugas. Hasil pencatatan 

tersebut digunakan sebagai bahan laporan kepada atasan dan juga berfungsi 

sebagai telaahan staf. 

Wawancara dilakukan kepada staf kecamatan tebing tinggi pada hari selasa 15 

maret 2016: 
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"pencatatan dan pelaporan basil pelaksanaan pekeljaan dilakukan untuk 
memantau program-program yang sudab dan belum terlaksana serta kendala
kendala yang dibadapi wajib dilaporkan, akan tetapi saat ini memang 
pekeijaan tersebut belum beijalan sesuai aturan yang ada." 

Dari basil observasi dan wawancara secara mendalam dengan informan, 

pencatatan kegiatan yang dilakukan oleb pegawai lingkup Kecamatan Tebing 

Tinggi Kabupaten Empat Lawang dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan 

kegiatan yang bersifat pertanggungjawaban seperti laporan kegiatan basil 

perjalanan dinas. Namun, kegiatan setiap barinya pegawai di kantor tidak pemab 

dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Dabulu pemab dilaksanakan namun 

tidak berlanj ut bingga sekarang. Hal tersebut disebabkan basil pelaporan kegiatan 

barian tidak ditindaklanjuti dengan baik sehingga terkesan tidak efektif dan 

efisien. 

f) Pembinaan Personil Pegawai 

Dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan 

diperlukan sejumlah personil yang memadai baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas. Dari segi kualitas, selain tingkat pengetahuan dan keterampilan tidak 

kalah pentingnya tingkat kedisiplinan, dedikasi, kejujuran dan loyalitas yang 

hams dipenuhi oleh seorang pegawai. Namun demikian dengan munculnya 

persoalan tentang gejala-gejala yang menunjukan penurunan sikap mental seperti 

menurunnya kedisiplinan, dedikasi, loyalitas, kejujuran dan lain sebagainya, 

menjadikannya tanggungjawab sebagai seorang atasan kepada bawahannya untuk 

memberikan pembinaan sehingga sikap mental bawahan senantiasa terpelibara 

babkan semakin baik. 
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Pembinaan personil dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan, semangat 

dan gairah kerja, serta disiplin dalam menjalankan tugas-tugas yang menjadi 

tanggung jawab dan tidak mempunyai sikap dan tindakan yang bertentangan 

dengan maksud serta kepentingan tugas. 

Oleh karena itu, kegiatan pembinaan merupakan sarana pengawasan sekaligus 

sasaran pengawasan, baik pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat. 

Untuk itu, segala langkah-langkah dan kegiatan pembinaan personil harus terus

menerus dipantau, diperiksa dan dievaluasi oleh atasan melalui pengawasan 

melekat. 

Kegiatan pengawasan melekat dalam pembinaan personil antara lain untuk 

mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kemampuan keija 

pegawai, peningkatan disiplin, dedikasi dan loyalitasnya terhadap pelaksanaan 

tugas maupun organisasi. Dengan pembinaan tersebut dapat diambil tindakan 

seperlunya, seperti memberikan penghargaan terhadap prestasi kerjanya, sehingga 

pegawai yang golongan atau pangkatnya sama merasa diperlakukan secara wajar 

dengan memberikan kemudahan dalam proses kenaikan pangkat, kenaikan gaji 

berkala atau kesempatan meningkatkan pendidikan dan keterampilan bahkan 

promos1 jabatan yang lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya, memberikan 

teguran, hukuman atau sanksi bagi pegawai yang kurang berprestasi atau 

melakukan pelanggaran. 

Pembinaan pegawai yang diadakan, didasarkan atas sistem karier dan prestasi 

kerja, di samping adanya pendidikan dan latihan guna membantu pegawai di 
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dalam memusatkan pikiran sehingga dapat menggerahkan segala daya dan 

tenaganya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembannya. 

Pembinaan personil dapat dikelompokan pada pembinaan personil dalam 

bidang teknis, bertujuan agar pegawai terus-menerus memilki kemampuan kerja 

yang serasi dengan perkembangan (metode) kerja berupa kursus-kursus 

penyegaran atau pendidikan dan latihan teknis. Pembinaan personil dari segi 

sosial, bertujuan agar pegawai memiliki kepuasan kelja dalam hubungannya 

dengan dedikasi, loyalitas, hubungan kelja, disiplin, motivasi untuk berprestasi, 

pelayanan administrasi kepegawaian, pemberian kesejahteraan, promosi jabatan 

dan lain sebagainya. 

Temuan diperkuat oleh basil wawancara secara mendalam dengan informan 

bahwa sebagian besar pegawai yang ditugaskan mengikuti pelatihan masih 

terdapat beberapa yang kurang sesuai dengan dengan bidang tugasnya. 

Wawancara dilakukan kepada camat tebing tinggi pada hari senin 14 maret 2016: 

"Pembinaan dan Pengendalian pegawai bermaksud untuk menetapkan 
personel sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dengan penempatan 
seperti itu dih~apkan produktivitasnya akan meningkat. Pembinaan yang 
saya lakukan pada saat ini terkait dengan disipl inan dalam kehadiran dan 
disiplinan dalam melakukan pekeljaan ... " selain itu saya juga 
memberkalakukan sistem pemberian reward dan punishment kepada pegawai 
saya" 

Selanjutnya basil wawancara dengan staf kecamatan pada hari senin 14 maret 

2016 adalah sebagai berikut : 

"pembinaan pegawai sering kami terima dari pimpinan agar tercapainya 
kinelja yang baik, dengan demikian maka komunikasi antar kedua belah 
pihak akan teljalin dengan benar dan dapat menghasilkan kinerja yang 
baik selain itu saya juga terkadang menerima reward dan punishment, ini 
berlaku kepada seluruh pegawai dikecamatan tebing tinggi". 
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Menurut pendapat diatas yang menyatakan pemberian penghargaan kepada 

pegawai yang berprestasi tidak sesuai, bahwa pemberian penghargaan baik berupa 

pemberian kesempatan mengikutilmelanjutkan pendidikan formal baik izin belajar 

maupun tugas belajar, dan promosi jabatan sebagian besar diberikan kepada 

pegawai tertentu yang mempunyai hubungan baik atau dekat dengan atasan dan 

yang disenangi oleh atasan. 

Bila pendapat Informan yang menyatakan bahwa pemberian penghargaan 

kepada pegawai yang berprestasi tidak sesuai itu benar, hal tersebut dapat 

berakibat pada menurunnya motivasi keija pegawai yang bersangkutan. Mereka 

merasa bahwa apa yang akan dan telah dilakukan dalam hal penyelesaian tugas, 

tidak banyak membawa dampak positifbagi mereka. Sehingga dalam pelaksanaan 

tugasnya kurang efektif dan efisien. Sedangkan tujuan pelaksanaan pengawasan 

melekat adalah bagaimana tujuan organisasi dan pelaksanaan nigas dan tanggung 

jawab dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. 

Tindakan pelanggaran disiplin yang sering dilakukan pegawai antara lain 

adalah tingkat kehadiran di kantor pada jam keija dan mengikuti ape! pagi yang 

kurang serta adanya titipan tanda tangan pada daftar hadir harian. Kondisi tersebut 

telah berakibat fatal bagi tingkat disiplin pegawai. Tidak adanya tindak Ianjut dari 

pemberian hukuman disiplin bagi pegawai yang melakukan tindakan pelanggaran 

disiplin, mempengaruhi tingkat disiplin pegawai Jainnya sehingga mereka 

ccnderung melakukan hal yang sama. Hal ini menunjukan Iemahnya pengawasan 

yang dilakukan oleh atasan kepada bawahannya. 
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Salah satu bentuk pemberian penghargaan dan pemberian hukuman bagi 

pegawai secara tidak langsung adalah penilaian DP-3. Penilaian DP-3 yang 

diberikan setiap tahunnya wajib sifatnya dilakukan oleh atasan kepada 

bawahannya, apabila nilai DP-3 turun dari tahun sebelumnya maka seorang 

pegawai tidak mendapatkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat. 

Teknis pengisian DP-3 sangat berpengaruh terhadap fungsi dan 

keefektifitasan DP-3 itu sendiri. Teknis pengisian DP-3 di Iingkup Kecamatan · 

Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, yaitu; seorang bawahan mengisi sendiri 

blanko DP-3nya yang masih merupakan konsep dan diajukan kepada atasan 

Iangsllllgnya selaku pej abat yang berwenang memberikan penilaian dengan 

melampiri DP-3 tahun sebelumnya sebagai acuanlpembanding penilaian. 

Kemudian setelah diteliti dan ditandatangani diajukan kepada atasan langsung 

pejabat yang berwenang memberikan penilaian lll!tuk diteliti dan 

disahkanlditandatangani. Namun jika kedua atasan tersebut meneliti dan terdapat 

ketidaksesuaian nilai/angka antara konsep penilaian dengan penilaian atasan 

tersebut maka akan diubah sesuai penilaian atasan. 

Sedangkan kondisi yang teijadi, hampir semua konsep DP-3 yang diajukan 

oleh seorang pegawai kepada atasannya, disetujui. Hal inilah yang yang membuat 

fungsi DP-3 hanya sebagai simbol atau formalitas dalam administrasi 

kepegawaian. 

Namun demikian pada kenyataannya tidak terlaksana sepenuhnya dan 

terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan yaitu masih kurang sesuainya 

antara diklat yang diikuti oleh pegawai dengan bidang tugasnya, kurang sesuainya 
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tingkat penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang berprestasi, kurang 

tegasnya pemberian hukuman atau sanksi bagi pegawai yang melakukan tindakan 

pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan pelaksanaan penilaian DP-3 yang 

tidak akurat. 

2) Faktor Pelaksanaan Pengawasan Melekat Camat Tebing Tinggi Kabupaten 

Empat Lawang 

Untuk mengetahui dan mengukur fungsi pengawasan melekat yang 

dilaksanakan oleh Carnat Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, digunakan 

indikator-indikator yang didasarkan kepada Keputusan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2004 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Indikator-indikator tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a) Pemantauan 

Pemantauan merupakan rangkaian tindakan mengikuti pelaksanaan tugas 

suatu kegiatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi untuk mengetahui sedini 

mungkin teijadinya penyimpangan pelaksanaan dilihat dari kebijaksanaan maupun 

program yang telah ditetapkan. 

Pemantauan sebagai salah satu indikator dari Pengawasan Melekat meliputi 

beberapa kegiatan utama, yaitu monitoring, pendeteksian penyebab kesalahan, dan 

pemberian pedoman keija. 

Berdasarkan hal itu, diperlukan suatu tindakan pemantauan terhadap segala 

aktivitas pekeijaan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aparat atau 

pegawat Kecamatan sebagai ujung tombak pelaksanaan pelayanan terhadap 

masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pemantauan merupakan hal yang tidak 
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pemah lepas dari kegiatan Camat Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dalam 

rangka melaksanakan salah satu fungsi pengawasan melekat. 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemantauan, Camat Tebing Tinggi 

Kabupaten Empat Lawang terutama mengaplikasikan pada kegiatan ape!. Pada 

ape! inilah Camat selaku pimpinan atau atasan organisasi sering melakukan 

pengecekan terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan kepada para stafuya 

atau bawahannya. Selain itu, Camat Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang 

sewaktu-waktu pada jam kelja selalu memanggil salah satu stafnya untuk 

melakukan kegiatan pemantauan. 

Gambar4.2 
Pelaksanaan ape! pagi di kantor kecamatan Tebing Tinggi 

Sumber : Kantor Kecamatan Tebing Tinggi, 2016 

Basil wawancara yang Peneliti Jakukan dengan staf kecamatan adalah sebagai 

berikut: 

" .. Pelaksanaan pemantauan dilakukan depgan melakukan pengecekan 
kehadiran disaat ape! pagi dan pemantauan terhadap kegiatan dan 

pelaksanaan kelja". 

Selanjutnya peneliti juga melaknkan wawancara kepada sekretaris kecamatan 

Tebing tinggi dengan basil sebagai berikut: 
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"Bapak Camat sering memberi saya kewenangan untuk: mengambil ape! pagi 
setiap harinya dalam rangka pemantauan terhadap kehadiran pegawai, Bapak 
Camat lebih sering melakukan pemantauan ketika jam keija Pegawai 
berlangsung, Beliau sangat menekankan pegawainya untuk pulang kerja tepat 
waktu ketika pekerjaan atau tugas telah selesai. 

Pada saat Penelitian di Kantor Camat Tebing Tinggi penulis mengamati 

bahwa dalam pelaksanaannya Camat Tebing Tinggi tidak secara rutin melakukan 

pemantauan kehadiran disaat ape! pagi, terkadang Camat memberikan 

kewenangan kepada Sekretaris Camat untuk melakukan pemantauan disaat ape! 

pagi karena mengingat banyaknya tugas Camat selaku pimpinan sehingga Camat 

sering terjun ke Iapangan ketimbang berada di Kantor. Peneliti menyimpulkan 

bahwa Kegiatan pemantauan Camat Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang 

kadang-kadang dilakukan. 

b) Pemeriksaan 

Pemeriksaan merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan 

dengan cara membandingkan peraturan, rencana, dan program yang telah ada dan 

ditentukan dengan kondisi atau kenyataan yang ada. Kegiatan-kegiatan yang 

tercakup dalam pemeriksaan itu pada umumnya meliputi pengamatan, pencatatan 

atau perekaman, penyelidikan dan penelaahan secara cermat dan sistematis, serta 

penilaian dan pengujian segala informasi yang berkaitan dengan objek 

pemeriksaan. Objek pemeriksaan dalam hal ini adalah pekeijaan dan kegaiatan 

yang telah dilakukan oleh aparat atau pegawai Kecamatan. Objek tersebut dapat 

berupa dokumen, barang-barang, atau bahkan manusianya itu sendiri. 
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Gambar4.3 
Dokumen-dokumen di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi 

Sumber: kantor Kecamatan Tebing Tinggi, 2016 
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Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Camat Tebing Tinggi pada 

hari Senin tanggal Maret 2016 di ruang kelja Camat ,: 

"Bahwa inspeksi mendadak atau sidak saya lakukan dengan memeriksa 
absensi pegawai dan tingkat kelja pegawai, sehingga sedini mungkin dapat 
diketahui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di Kantor 
Camat Tebing Tinggi, saya sering menemukan beberapa pegawai yang 
melakukan bolos kerja oleh karenanya saya sering melakukan inspeksi 
mendadak terhadap persentasi kehadiran pegawai." 

Basil wawancara pada Bari Senin tanggal Maret 2016 di Kantor Camat 

Tebing Tinggi dengan salah satu staf di Kantor Kepala Camat Tebing Tinggi 

adalah sebagai berikut : 

"Pelaksanaan inspeksi mendadak rutin dilakukan oleh Bapak Camat , beliau 
selalu memeriksa persentasi kehadiran dan tak jarang beliau menyempatkan 
berada di kantor meski ada pelaksanaan pekeljaan di, hal ini saya ketahui 
karena beliau sering menegur saya ketika tidak berada di Kantor pada saat 
jam keij a". 

Basil dilapangan menyatakan babwa kegiatan pemeriksaan Camat Tebing 

Tinggi Kabupaten Empat Lawang kadang-kadang dilakukan. 

42994.pdf 



75 

Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan sebagai salah satu fungsinya 

dalam pengawasan melekat, Camat Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang 

selalu melakukan koreksi terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan secara 

menyeluruh oleh setiap bawahannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

terjadinya kesalahan, dan menghindari terjadinya anggapan dari para stafnya 

bahwa dengan adanya pengawasan melekat, seolah-olah tugas dan pekerjaannya 

selalu diawasi oleh pimpinan atau atasan, karena hal itu hanya akan menimbulkan 

disiplin semu. Disiplin semu yang dimaksud adalah disiplin hanya didepan 

pimpinan atau atasan saja. 

c) Penilaian 

Merupakan rangkaian tindakan berupa perbandingan antara basil atau prestasi 

suatu kegiatan dengan standar norma yang telah ditentukan, disepakati serta 

menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu 

rencana. Penilaian merupakan indikator yang menuntut pelaksanaan pengawasan 

melekat dalam hal ini adalah pimpinan atau atasan organisasi untuk dapat bersikap 

sangat objektif dalam melaksanakan penilaian terhadap aparat atau pegawai yang 

melakukan kegiatan-kegiatan organisasi. 

Oleh karena itu, basil dari kegiatan-kegiatan pemantauan dan pemeriksaan 

Camat Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yang dituangkan dalam suatu 

penilaian pekerjaan para staf atau bawahannya selalu dibuat dengan seobjektif 

mungkin dan seadil-adilnya. Mekanisme penilaian yang ada di Kantor Kecamatan 

Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut : 

1) Staf suatu seksi dinilai oleh kepala seksinya masing-masing sebagai 

pejabat penilai. 
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2) Kepala Seksi/ Sekretaris Kecamatan dinilai oleh Camat sebagai pejabat 

penilai, dan Sekretaris Daerah sebagai atasan pejabat penilai. 

3) Camat dinilai oleh Sekretaris Daerah sebagai pejabat penilai, dan 

Bupati/Walikota sebagai atasan pejabat penilai. 

Selain melihat dari basil pekerjaan, dalam memberikan penilaian terhadap 

para staf atau bawahannya, Camat berusaha untuk membandingkan kenyataan 

kerja bawahannya dengan standar sikap, mental, moral dan standar kedisiplinan 

yang ada. Oleh karena itu, diperoleh suatu penilaian yang lengkap 

menggambarkan prestasi kerja aparat atau pegawai Kecamatan Tebing Tinggi 

Kabupaten Empat Lawang yang sesungguhnya. 

Berdasarkan basil wawancara dengan Camat Tebing Tinggi pada bari Senin 

tanggal 14 Maret 2016 di ruang kerja Camat diperoleh penjelasan sebagai berikut: 

"bahwa penilaian terhadap disiplin kerja pegawai didasarkan atas disiplin 
yang dilakukan dengan dasar kesadaran taat akan semua aturan" Sikap, moral 
dan standar kedisiplinan pegawai sangat penting dalam menunjang pelayanan 
terhadap masyarakat. Dalam hal penilaian disiplin, seorang atasan atau 
pimpinan organisasi hams mampu memberi teladan dengan memberi contoh 
disiplin yang baik bagi bawahaunya dan melakukan bimbingan dengan 
memberi arahan-arahan". 

Hal ini sesuai dengan basil wawancara pada Hari Rabu Tanggal 16 Maret 

2016 dengan seoranng Stafkecamatan sebagai berikut: 

"Pak Camat selalu berusaha menjadi teladan bagi bawahannya dalam hal 
disiplin kerja, beliau selalu menekankan agar suatu disiplin kerja bukan 
didasarkan atas suatu penilaian yang bersifat disiplin semu, akan tetapi 
disiplin yang didasarkan atas kemauan dalam diri sehingga menjadi suatu 
karakter". 
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Dari hasil kutipan wawancara dengan Camat Tebing Tinggi secara 

keseluruhan evaluasi terhadap hasil pekeljaan dan disiplin pegawai belum terlalu 

efektif untuk meningkatkan disiplin pegawai, pegawai bekelja disiplin karena 

adanya evaluasi bukan karena kedisiplinan dan tanggung jawab yang dimiliki 

masing-masing pegawai. Disiplin dalarn arti ketepatan waktu atau disiplin dalam 

mengikuti aturan kadang masih saja tidak dilakukan oleh para pegawai. Misalnya 

masih terdapat para pegawai yang malas mengikuti ape] dan adanya pegawai yang 

melakukan bolos kerja dengan keluar kantor pada saat jam kelja untuk urusan 

pribadi. Tetapi secara keseluruhan, sejauh ini disiplin Pegawai di Kantor Camat 

cukup baik. 

Objektivitas penilaian Camat Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dalarn 

melaksanakan penilaian terhadap para staf atau bawahannya, sudah cukup baik 

dan tidak ada Informan yang menyatakan Carnat Tebing Tinggi Kabupaten Em pat 

La wang kurang melakukan penilaian terhadap para staf a tau bawahannya. 

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengawasan melekat pada 

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang 

Manusia adalah pendukung utarna setiap organisasi apapun bentuknya. 

Perilaku manusia yang berada dalarn suatu kelompok atau organisasi adalah awal 

dari perilaku organisasi itu sendiri. Atau dengan kata lain bahwa perilaku manusia 

atau individu sangat mempengaruhi pencapaian tujuan maupun pelaksanaan tugas 

dan fungsi suatu organisasi. 

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan melekat sangat 

ditentukan oleh manusia dalarn suatu organisasi baik sebagai seorang atasan 
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maupun sebagai seorang bawahan, baik yang bersifat internal maupun yang 

bersifat eksternal. 

Pada uraian sebelumnya, telah kita ketahui bahwa pelaksanaan pengawasan 

melekat pada Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, telah 

dilaksanakan dengan cukup baik namun perlu adanya penyempurnaan. 

Selanjutnya akan kita lihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan 

pengawasan melekat pada Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. 

Keberhasilan pelaksanaan pengawasan melekat yang dilakukan oleh setiap 

pemimpin/atasan untuk menemukan, mengarahkan dan mengembangkan atau 

meningkatkan segala sumber/potensi yang dimiliki organisasi secara efisien dan 

efektif dalam rangka mencvapai tujuan organisasi sebagaimana yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Berhasilnya pelaksanaan pengawasan melekat tersebut 

sangatlah tergantung faktor dari dalam diri seorang pemimpin/atasan sendiri dan 

faktor dari luar yang turut memberikan dampak positif atau dukungan terhadap 

diri seorang atasan di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai 

pengawas. 

Adapun variabel internal yang menjadi tolok ukur yang mewama1 

pelaksanaan pengawasan melekat oleh setiap pemimpin/atasan yaitu : aspek 

kepemimpinan, budaya dan aspek pendidikan. 

a) i\.spek Kepemimpinan 

Faktor yang sangat berperan untuk mendukung berlangsungnya pelaksanaan 

pengawasan melekat antara lain adalah faktor kepemimpinan. Hal tersebut 
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disebabkan pemimpin/atasan merupakan subyek atau pelaksana utama 

pengawasan dalam organisasi termasuk pengawasan melekat. Suksesnya 

pelaksanaan pengawasan melekat ditunjang oleh kepemimpinan yang lebih efektif 

dalam arti kecakapan, kemampuan, keterampilan dan kewibawaan serta 

keteladanan yang dimiliki oleh seorang pemimpin sebagai potensi untuk 

melaksanakan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap proses 

pelaksanaan tugas-tugas para bawahan dalam rangka meningkatkan efektifitas 

kerja pegawai yang tercermin pada tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. 

Seorang pemimpin/atasan yang baik adalah yang dapat memberikan sun 

teladan yang baik kepada para bawahannya, sehingga bawahannya dapat 

mencontoh pola sikap yang sama dengan pemimpinnya, atau minimal mendekati 

sehingga diharapkan terwujudnya suatu kebersamaan. Selain faktor keteladanan, 

seorang pemimpin/atasan hams mampu memberikan arahan dan motivasi dalam 

pelaksanaan tugas bawaharmya, untuk mengetahui sejauhmana gambaran 

kepemimpinan yang dimiliki pemimpin/atasan dalam melaksanakan pengawasan 

melekat pada Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Em pat Lawang. 

Dari hasil observasi Japangan membuktikan bahwa secara umum keteladanan 

para pemimpin/atasan pada Kantor Kecamata Tebing Tinggi pada umumnya baik 

namun masih terdapat pemimpin/atasan yang kurang 

kedisiplinannya, baik mengikuti ape) pag1 dan s1ang, 

ruangan!kantor pada jam kelja maupun kedisiplinan berpakaian. 

memperhatikan 

keberadaan di 
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b) Aspek Budaya 

Aspek budaya yang dimaksud adalah sistem nilai yang tergambar di dalarn 

kebiasaan tingkah Jaku yang tidak tersurat atau tidak disepakati sebelumnya, 

namun menjadi kebiasaan yang ditolerir yang sifatnya negatif. Budaya dalam 

konteks pengawasan melekat yang penulis maksud adalah budaya yang cenderung 

berpengaruh terhadap upaya penyempurnaan pendayagunaan aparatur pemerintah, 

seperti halnya kedisiplinan pegawai diantaranya disiplin waktu dan disiplin 

pelaporan. 

Berdasarkan observasi lapangan, masih senngnya pegawai yang kurang 

dapat membedakan jam keija/dinas dengan urusan yang sifatnya pribadi, sebagai 

contoh jika rekan keija atau malah atasan pada jam keija mengadakan hajatan 

maka secara otomatis rekan dekat atau bawahan Jebih mengutamakan terlibat 

Jangsung atau pada prosesi hajatan tersebut dan hajatan tersebut sifatnya pribadi. 

Khusus menyangkut kedisiplinan dalarn pelaporan, masih terdapat laporan

laporan yang sifatnya Asal Bapak Senang, seperti dalam suatu kunjungan atau 

inspeksi mendadak (sidak). Hal ini menjadi suatu kebiasaan yang berakibat 

pemimpin!atasan tidak mendapat informasi yang cukup dan sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya tentang kondisi keija, hasil kerja, hambatan keija dan 

lain-lain. 

Disamping itu pula, masih terdapat kebiasaan lain yang telah membudaya, 

yaitu: 

a) Adanya sementara pejabat yang salah kaprah terhadap tugas pengawasan yang 

dilaksanakannya. Kesalahan tersebut sering muncul disebabkan pemahaman 
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atasan yang kurang terdapat pengawasan melekat, Secara umurn para 

pemimpin/atasan pada Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, 

memahami bahwa yang dimaksud pengawasan melekat adalah pengawasan 

atasan langsung tanpa memperhatikan Sistem Pengendalian Manajemen dari 

pengawasan melekat itu sendiri. 

b) Adanya iklim budaya seolah-olah pengawasan hanya semata-mata mencari 

kesalahan. 

c) Adanya perasaan "ewuh pakewuh" dalam melaksanakan pengawasan. 

d) Masih kurangnya penguasaan atasan terhadap substansi masalah yang diawasi. 

Hal tersebut teijadi karena atasan tidak mengetahui dengan jelas apa yang 

menjadi tugas dan kewajiban bawahannya. 

e) Adanya perasaan enggan melaksanakan pengawasan melekat, yang 

disebabkan oleh anggapan telah ada aparat pengawasan fungsional. 

f) Pemimpin/atasan 'kecipratan" atau terlibat dalam penyimpangan atau bahkan 

adanya kolusi (persekongkolan) antara atasan dan bawahan. 

I) Adanya sementara pejabat yang salah kaprah terhadap tugas pengawasan 

yang dilaksanakannya. 

2) Adanya iklim budaya seolah-olah pengawasan hanya semata-mata mencari 

kesalahan. 

3) Adanya perasaan "ewuh pakewuh" dalam melaksanakan pengawasan. 

4) Masih kurangnya penguasaan atasan terhadap substansi masalah yang 

diawasi. 

5) Adanya perasaan enggan melaksanakan pengawasan melekat, yang 

disebabkan oleh anggapan telah ada aparat pengawasan fungsional 
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6) Pemimpin/atasan 'kecipratan" atau terlibat dalam peny1mpangan atau 

bahkan adanya kolusi (persekongkolan) antara atasan dan bawahan. 

7) Kurangnya tegasnya tindak lanjut atas hasil temuan pengawasan. 

Tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh aparat fungsional terhadap 

pelaksanaan pengawasan melekat. 

c) Aspek Pendidikan 

Aspek pendidikan yang dimaksud adalah berupa pengetahuan dan 

kemampuan/kecakapan atau kesanggupan yang dimiliki oleh pemimpin/atasan 

Imtuk menjalan tugas dan fungsinya, terkhusus pelaksanaan pengawasan melekat. 

Pada dasarnya, pengetahuan para pemimpin/atasan pada Kecamatan Tebing 

Tinggi Kabupaten Empat Lawang tentang pengawasan melekat dapat dinilai telah 

mengetahui dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan 

Pelatihan/sosialisasi pengawasan melekat yang diselenggarakan Kecamatan 

Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. 

Gambar4.4 
Pegawai kecamatan tebing tinggi mengikuti pelatihan 
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Disamping itu pula, jika dilihat dari tingkat pendidikan para pemimpin/atasan 

pada Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dapat dinilai telah 

memadai, yaitu yang telah menamatkan pendidikan pasca smjana sebanyak 1 

orang dan sarjana 1 0 Orang. Selain itu pula, para pemimpin/atasan pada 

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang telah mengikuti pendidikan 

dan latihan struktural yang merupakan syarat bagi seorang pegawm dalam 

menduduki suatu jabatan struktural. Pada Diklat tersebut terdapat materi 

pengawasan melekat. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari aspek pendidikan para 

pemimpin/atasan pada Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang 

dinilai telah mengetahui dan memahami serta dapat melaksanakannya. 

4) Upaya Camat Dalam Tindak Lanjut Pengawasan Kerja Aparat Kecamatan 

Camat Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dalam rangka meningkatkan 

disiplin pegawai melalui fungsi pengawasan melekatnya melaksanakan berbagai 

upaya seperti memberikan bimbingan-bimbingan, pengarahan, petunjuk; 

pembinaan personil aparat Kecamatan; menciptakan suasana yang kondusif dalam 

bekeija; dan pemberian penghargaan kepada aparat atau pegawai yang berprestasi 

serta sanksi kepada aparat atau pegawai yang melakukan pelanggaran atau 

pegawai yang tidak mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan di Kecamatan 

Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. 
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a) Pemberian Bimbingan, Pengarahan, dan Petunjuk Kepada Aparat Kecamatan 

Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Camat Tebing Tinggi Kabupaten 

Empat Lawang dalam pemberian bimbingan, pengarahan, dan petunjuk adalah 

melalui penyelenggaraan rapat-rapat, seperti rapat mingguan, rapat tahunan, dan 

rapat insedentaL 

Rapat Bulanan dilaksanakan sebulan sekali, yaitu setiap pada awal bulan. 

Dalam rapat bulanan ini dibahas mengenai rencana ke~ja dan kegiatan-kegiatan 

yang akan dilakukan pada minggu berikutnya, dan melakukan eveluasi terhadap 

program atau hasil ke:tja minggu lalu. Dalam rapat ini aparat atau pegawai 

diberikan kesempatan untuk mengemukakan atau menyampaikan permasalahan-

permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas-

tugas yang diberikan Camat untuk kemudian dipecahkan dan dicari solusinya 

bersama-sama. Hal ini akan menumbuhkan semangat dan ke:tjasama antara aparat 

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. 

Untuk rapat tahunan dilaksanakan setahun sekali yaitu pada bulan maret 

untuk membahas tentang penyusunan anggaran tahunan. Sedangkan rapat 

insedental dilaksanakan sewaktu-waktu untuk membahas hal-hal yang sifatnya 

mendadak atau darurat 

Disamping rapat-rapat tersebut diatas tiap tiga bulan sekali diadakan rapat 

mengenai program seratus hari kerja, yang di dalamnya dibahas mengenai 

perencanaan dan pelaksanaan program-program baik dibidang pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan. Pada rapat ini juga dibahas tentang evaluasi 

program-program seratus hari sebelumnya untuk dijadikan perbandingan-
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perbandingan dalam rangka perbaikan program-program Kecamatan Tebing 

Tinggi Kabupaten Empat Lawang ke depannya. 

Rapat yang dilaksanakan Camat Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang ini 

sebagai upaya pemantauan, pemeriksaan, dan pengevaluasian secara pereodik dan 

berkesinambungan terhadap kegiatan pengawasan melekat oleh seorang pimpinan. 

Hal ini perlu dilakukan oleh atasannya sebagai perwujudan tugas dan tanggung 

jawabnya dalam melaksanakan pengawasan melekat. Kegiatan itu sangat besar 

pengaruhnya terhadap kesediaan bekeija para aparat Kecamatan secara efektif dan 

efesien dengan disiplin yang tinggi disertai tangung jawab yang besar terhadap 

tugas-tugas yang diembanya. 

Hal yang dilakukan oleh Camat Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang 

sebelum memberikan perintah atau tugas kepada aparatnya adalah terlebih dahulu 

memberikan petunjuk dan pengarahan tentang pelaksanaan perintah yang 

diberikan. 

Informan menyatakan bahwa kegiatan pengarahan Camat kepada aparat 

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang kadang-kadang 

dilaksanakan, dan dan tidak ada Informan yang menyatakan Carnal Tebing Tinggi 

Kabupaten Empat Lawang tidak pemah melaksanakan pengarahan kepada aparat 

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. 

b) Pembinaan Personil 

Di lingkungan Pegawai Negeri Sipil persoalan tentang gejala yang 

menunjukkan kurangnya disiplin, dedikasi, loyalitas, dan kejujuran, pada dasamya 

tidak dapat dilepaskan dengan pembinaan personil yang menjadi tanggung jawab 

atau kewajiban setiap pimpinan atau atasan organisasi pemerintahan. 
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Setiap pirnpinan organisasi Pernerintahan, khususnya Carnat, hams rnampu 

rneningkatkan kernarnpuan disiplin, loyalitas, pengabdian, dan sernangat keija 

perangkatnya dalarn rnelaksanakan tugas yang diernbanya. Pengendalian dan 

pernbinaan personil ini dirnaksudkan untuk dapat rnenernpatkan personil sesuai 

dengan kernarnpuan-kernampuan yang dirnilikinya, dengan dernikian diharapkan 

produktivitas kerja akan rneningkat. 

Dengan pengendalian dan penernpatan personil serta pernbinaan yang 

kontinyu, secara otornatis, pengawasan rnelekat akan dapat dilaksanakan secara 

efektif dan efesien. Hasil pernbinaan, pengendalian, dan penernpatan personil 

yang terarah dan efektif, rnerupakan out put dari pelaksanaan pengawasan rnelekat 

yang digunakan untuk rnelakukan prornosi, rnutasi, dan tidak rnenutup 

kernungkinan akan diadakan tindak lanjut sanksi dalarn rangka pernbinaan 

personil. 

Pernbinaan rnerupakan hal yang harus dilakukan oleh seorang pirnpinan atau 

atasan dalarn rnenjalankan tugas pokok, dan fungsinya. Pernbinaan terhadap 

aparat atau pegawai Kecarnatan Tebing Tinggi Kabupaten Ernpat Lawang 

dilakukan baik oleh Carnal selaku atasan langsung rnaupun pejabat pernerintab 

daerah kota secara langsung rnaupun secara tidak langsung. 

Salah satu pernbinaan yang dilakukan oleh Carnal Tebing Tinggi Kabupaten 

Ernpat Lawang adalah rnernberikan keteladan kepada aparat Kecarnatan dalarn 

disiplin, khususnya disiplin Lt:rhadap waktu. Kt:tdadanan yang diperhatikan oleh 

Carnal Tcbing Tinggi Kabupaten Ernpat Lawang secara urn\Jrn dapat dikatakan 

baik, khususnya dilihat dari kedisiplinan waktu, yakni kehadiran rnaupun 

keberadaannya di Kantor Kecamatan yang rnenepati jam keija yang ada, kecuali 
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bila ada kepentingan-kepentingan dinas. Carnal Tebing Tinggi telah menunjukkan 

contoh yang baik dengan datang paling awal ke Kantor Kecamatan, dan pulang 

tepat pada waktunya sesuai dengan akhir jam keija. 

Hal ini menyebabkan aparat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat 

Lawang berusaha menyesuaikan dengan datang dan pulang tepat pada waktunya 

sesuai dengan jam kerja. Adapun yang menjadi tujuan beliau melakukan hal itu 

adalah sebagai pengingat bagi bawahannya untuk menghargai waktu dan menepati 

jam keija. 

Moenir (1995 :182) menyatakan bahwa: 

Pada dasamya dalam hal disiplin apapun objeknya terdapat tiga faktor yang 
berfungsi menumbuhkan disiplin itu adalah kesadaran, keteladanan, dan 
adanya ketaatan pengaturan. Jadi keteladanan yang beijalan secara terus
menerus akan membawa pada sikap dan kebiasaan berdisiplin. 

Camat Tebing tinggi hari senin, 14 maret 2016 Tebing Tinggi menyatakan bahwa: 

"pembinaan saya lakukan kembali setelah pelaksanaan pengawasan 
pembinaan ini dilakukan untuk mencegah teijadinya hal-hal yang tidak 
diinginkan dan pembinaan pegawai dalam hal ini juga dilakukan kepada 
pegawai yang melakukan pelanggaran" 

Berdasarkan basil wawancara dilapangan ditemukan menyatakan bahwa 

kegiatan pembinaan personil yang dilakukan oleh Carnal kepada aparat 

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang kadang-kadang 

dilaksanakan. 

Selanjutnya pembinaan yang dilakukan oleh Camat Tebing Tinggi Kabupaten 

Empat La wang adalah melalui pendidikan dan pelatihan, sebagai salah satu upaya 

untuk mengembangkan kemampuan aparat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten 

Empat La wang, yang mengarah kepada : 

I) Meningkatkan kepribadian dan semangat pengabdian kepada masyarakat. 
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2) Meningkatkan mutu dan kemampuan, baik dalam substansi ilmu maupun 

kepemimpinannya. 

3) Dapat melaksanakan tugasnya dengan semangat keljasama dan tangung 

jawab sesuai dengan lingkungan kelja organisasinya. 

c) Menciptakan Suasana KondusifDalam Bekerja 

Dalam kaitannya dengan suasana kelja pada kantor Kecamatan, yang menjadi 

kriteria pokoknya bukan kondisi fisik, akan tetapi bagaimana kondisi tadi 

dirasakan atau dihayati oleh aparat Kecamatan yang bersangkutan. Perlunya 

perhatian pemimpin terhadap kondisi-kondisi fisik atau materiil yang baik, tmtuk 

memfasilitasi dalam pelaksanaan tugas keseharian aparat Kecamatan. Selain itu, 

perlu juga adanya perhatian terhadap iklim psikis yang sehat dan dapat 

mempengaruhi efesiensi dalam bekelja yang akhimya akan dapat berpengaruhi 

terhadap kedisiplinan kelja aparat menuju ke arab yang lebih baik. 

Suasana kondusif dalam bekelja yang diciptakan oleh Camat diwujudkan 

dalam perhatian kepada pelaksanaan tugas keseharian aparat Kecamatan sehari-

hari. Camat selalu hadir di tengah-tengah pelaksanaan tugas perangkatnya dan 

mencari solusi atau penyelesaian yang tepat dalam menyelesaikan tugasnya. 

Penyerahan tugas dari Camat untuk dikerjakan dan diselesaikan oleh aparat 

Kecamatan lebih ditekankan kepada hubungan pertemanan atau kekeluargaan 

yang didasari oleh hati nurani bukan kepada hubungan atasan bawahan yang 

didasari oleh peraturan hukum atau hubungan yang bersifat otoriter/ sewenang

wenang kepada bawahan. Rasa patuh aparat terhadap segala tugas-tugas yang 

diberikan oleh Camat dengan sendirinya akan tumbuh tanpa disertai adanya rasa 

keterpaksaan, tapi karena adanya pendewasaan dari dalam diri masing-masing 
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aparat Kecarnatan dan rnerasa rnendapatkan pengakuan sebagai rnanusia yang 

rnernpunyai harkat dan rnartabat. 

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan salab satu kepada 

sekretaris carnal tebing tinggi pada hari selasa I 5 rnaret 20 16: 

"... rnenciptakan suasana kondusif rnempakan sebuah proses kegiatan tindak 
Ianjut sebuah pengawasan rnelekat suasana yang kondusif yang dilakukan 
pada unit keija kecarnatan rneliputi perbaikan sisternkeija yang dirasa rnasih 
kurang". 

Inforrnan rnenyatakan bahwa suasana kerja di Kecamatan Tebing Tinggi 

Kabupaten Ernpat Lawang adalah kurang baik dalarn mendukung kineija aparat 

Kecarnatan Tebing Tinggi Kabupaten Ernpat Lawang. 

d) Pernberian Penghargaan dan Sanksi 

Untuk rneningkatkan kegairahan keija para bawahan perlu diberikan suatu 

rangsangan atau dorongan, baik yang bersifat positif, rnaupun yang bersifat 

negatif. Rangsangan yang bersifat positif dapat berupa penghargaan atas prestasi 

yang telah dicapai atau diraih oleh bawahan. Penghargaan tersebut dapat berupa 

lisan, tulisan, dan barang. Sedangkan rangsangan yang bersifat negatif berupa 

sanksi atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan. Sanksi ini 

dapat berupa lisan dan tulisan. 

Carnal tebing tinggi pada hari senin, 14 rnaret 2016 rnenyatakan bahwa : 

"pernberian sangsi hanya saya berikan kepada staf yang sui it dinasehati" 

Selanjutnya pak carnatjuga pada hari senin, 14 rnaret 2016 rnenyatakan: 

"se1arna ini saya be1urn pemah rnernberikan sangsi atau hukurnan yang berat 
kepada staf saya, akan tetapi saya sering rnelakukan teguran kepada rnereka 
yang rne1akukan kesalahan" 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disirnpilkan bahwa Camat 

Tebing Tinggi kadang-kadang rnernberikan sanksi kepada aparat yang rnelakukan 
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pelanggaran, Apabila teijadi pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kecamatan, 

maka Camat memberikan sanksi berupa teguran atau peringatan secara lisan, yaitu 

dengan cara memanggil dan memberikan peringatan disertai araban terhadap 

pelanggaran yang dilakukan untuk tidak dilakukan atau diulangi lagi. Apabila 

tetap teijadi pelanggaran, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan 

hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Hasil wawancara dengan salah satu stafkecamatan pada hari selasa 15 maret 

20 16 menyatakan bahwa : 

"... untuk Selama ini bel urn ada tindakan pemberian reward atau 
penghargaan kepada para pegawai yang raj in" 

Selanjutnya wawancara juga dilakukan kepada staf lainnya pada hari selasa 

15 maret 2016: 

" .. ada waktu itu kami menerima hadiah dari bapak camat itupun karena ada 
program Iomba" 

Berdasarkan pernyataan dari informan dapat ditarik kesimpulan bahwa Camat 

kadang-kadang memberikan pengbargaan kepada aparat yang berprestasi. 

Penghargaan yang biasa diberikan oleh Camat Tebing Tinggi Kabupaten Empat 

Lawang kepada aparat kecamatan berupa pujian, ucapan terima kasih, terkadang 

dapat berupa tulisan, atau bahkan berupa acara syukuran makan bersama di kantor 

kecamatan. 

Dalam pelaksanaan tugasnya, aparat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten 

Empat Lawang diberikan kebebasan oleh Camat, dalam arti setiap bawahan 

diberikan kebebasan berinisiatif dan berkreasi, namnn tidak menyimpang dari 

aturan yang telah ditetapkan dan mampu bertanggungjawab apabila teijadi 

kesalahan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah disiplin pribadi yang berkaitan 
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dengan sifat dan kebiasaan yang Iangsung melekat pada diri seseorang. Dari sifat 

dan kebiasaan inilah timbul sifat dan kemauan dari dalam tingkah Iaku untuk 

mematuhi dan taat kepada suatu sistem dalam kehidupan beragama, masyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

Dari uraian-uraian di atas jelaslah bahwa disiplin pribadi, yang dimiliki oleh 

aparat pemerintahan, mempakan pangkal tolak terwujudnya disiplin kelja yang 

mewarnai kehidupan masyarakatnya. Mengenai pelaksanaan pengawasan melekat 

di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang terdapatnya 

beberapa faktor yang dapat menghambatnya. Agar pengawasan melekat dapat 

dilaksanakan dengan baik, maka semua faktor penghambat tersebut hams segera 

diatasi. Faktor-faktor yang menjadi penghambat itu adalah sebagai berikut : 

1) Kurang seimbangnya tuntutan penyelesaian tugas/ pekeljaan dalam rangka 

pencapaian tujuan organisasi dengan kesejahteraan pegawai. 

2) Kurangnya sarana dan prasarana kelja yang memadai ikut mempengamhi 

iklim atau suasana kelja. 

3) Pembahan struktur organisasi dan tata kelja yang membatasi kedudukan 

dan peran Camat, di mana Camat sudah bukan sebagai Kepala Wilayah. 

Dari uraian-uraian tentang. upaya-upaya Camat Tebing Tinggi Kabupaten 

Empat Lawang melalui pengawasan melekat untuk meningkatkan disiplin kelja 

aparat Kecamatan di atas dapat disimpukan bahwa upaya-upaya tersebut telah 

cukup berhasil dan sudah baik. Hal ini terbukti dengan kondisi kedisiplinan aparat 

Kecamatan yang dinilai baik. Namun masih perlu dikembangkan dan ditingkatkan 

Iagi demi peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, karena paradigma bam 

menyatakan bahwa aparat pemerintahan mempakan pelayanan masyarakat. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelurnnya, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara urnum pelaksanaan Pengawasan Melekat (Built in Control) yang 

telah dilaksanakan oleh Camat terhadap disiplin kerja Pegawai di 

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dapat dikategorikan 

belum begitu baik, dilihat dari pengamatan ketika pelaksanaan penelitian 

dan hasil wawancara dari aparat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten 

Empat Lawang, mengenai indikator-indikator pengawasan melekat yang 

dilakukan oleh Camat selaku pimpinan, di mana indikator-indikator 

pengawasan melekat yang dipergunakan adalah pemantauan, pemeriksaan, 

dan eva! uasi. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan melekat di 

Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupeten Empat Lawang, yaitu ; 

melalui sarana pengawasan yakni organisasi, kebijakan, prosedur kerja, 

perencanaan, pencatatan dan pelaporan, pembinaan personil. Pelaksanaan 

pengawasan melekat terdapat indikatomya yakni pemantauan, 

pemeriksaan, dan evaluasi. Tindak lanjut dari pengawasan melekat yakni 

bimbingan, pengarahan dan petunjuk, suasanan yang kondusif, pembinaan 

personil dan pemberian penghargaan dan sangsi. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran yang 

diharapkan bisa menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Kecamatan 

Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dalam pelaksanaan pengawasan melekat 

adalah sebagai berikut : 

I. Pelaksanaan Pengawasan Melekat dilakukan dengan komunikasi dua arah. 

Artinya, Camat sebagai atasan tidak hanya melakukan kewajiban 

pengawasan tetapi juga mendengar segala keluhan, kritikan, dan saran dari 

bawahan sehingga kedua belah pihak dapat saling menghargai hak dan 

kewajiban masing-masing. Apabila ada pegawai di Kecamatan Tebing 

Tinggi Kabupaten Empat Lawang yang melakukan pelanggaran dan 

penyimpangan maka perlu diberikan sanksi yang tegas sehingga dapat 

meningkatkan tanggung jawab pegawai terhadap tugas tugasnya, dan perlu 

adanya mensosialisasikan prosedur kerja secara rutin kepada pegawai 

Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang agar 

pelaksanaan pekerjaan dapat beljalan sesuai dengan target yang 

ditetapkan. 

2. Pemahaman aparat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku lebih 

ditingkatkan Iagi, sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan 

pengaplikasian dan pelaksanaannya dalam tugas keseharian. Selain itu 

dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan tersebut 

dan tingkat kedisiplinan aparat dapat lebih meningkat. 
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3. Perlunya peningkatan pengadaan prasarana dan sarana keija kantor yang 

memadai dalam menunjang kegiatan-kegiatan pemerintahan pada 

umumnya sebagai salah satu upaya dalam peningkatan budaya kerja dan 

iklim keija bagi pegawai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat 

La wang. 
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Pedoman 

(Wawancara, Observasi Dan Pengumpulan Data Sekunder) 

Pelaksanaaan Pengawasan Melekat Oleh Camat Tebing Tinggi Kabupaten Em pat Lawang 

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat : 

L Sarana Pengawasan : 
~ " a. pengorgamsasian 

b. Personil 

c. Kebijakan 

d. Perencanaan 

e. Prosed or keij a 

f. Pencatatan 

g. Pelaporan 

h. Supervisi dan Review Laporan 

2. Pelaksanaan Pengawasan : 

a. Pemantauan, 

b. Pemeriksaan 

c. Evaluasi/Penilaian 

3. Tindak Lanjut : 

a. Bimbingan, 

b. Pengarahan dan Petunjuk, 

c. Pembinaan, Suasana Yang kondusif 

d. Penghargaan dan Sanksi 

Somber : Hadari nawawi Dan Kemenpan No 46 Tahun 2004 
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Pedoman Lebih Spesifik 

(Wawancara, Observasi Dan Pengumpulan Data Sekunder) 

Gambaran Umum Lokasi Penelitian : 

1. Bagairnanakah Sejarah Kecarnatan Tebing Tinggi Kabupaten Ernpat Lawang? 

2. Bagairnanakah letak geografis Kecarnatan Tebing Tinggi Kabupaten Ern pat Lawang? 

3. Bagairnanakah Sumber Daya Manusia eli Kecarnatan Tebing Tinggi Kabupaten Ernpat 

Lawang? 

4. Bagairnanakah Struktur Organisasi di Kantor Kecarnatan Tebing Tinggi Kabupaten Ernpat 

Lawang? 

5. Bagairnanakah Tugas, Pokok Dan Fungsi pegawai di Kantor Kecamatan Tebing Tinggi 

Kabupaten Ernpat Lawang ? 

Gambaran Umum Pelaksanaan Pengawasan Melekat Oleh Camat di Kecamatan Tebing 

Tinggl Rabupaten Em pat Lawang : 

6. Apa adakah landasan hukum pelaksanaan pengawasan rnelekat Oleh carnal eli Kecarnatan 

Tebing Tinggi Kabupaten Ernpat Lawang ? 

7. Bagairnana alur atau proses pelaksanaan pengawasan rnelekat Oleh carnal eli Kecamatan 

Tebing Tinggi Kabupaten Ern pat Lawang ? 

8. Fasilitas (sarana dan prasarana) apa yang rnendukung proses Pelaksanaaan pengawasan 

rnelekat Oleh carnal eli Kecarnatan Tebing Tinggi Kabupaten Ernpat Lawang? 

9. Bagairnana waktu pelaksanaan pengawasan rnelekat Oleh carnat di Kecarnatan Tebing 

Tinggi Kabupaten Ern pat La wang ? 
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INDIKATOR PELAKSANAAN PENGA WASAN MELEKAT 

SARANA PENGAWASAN 

10. Pengorganisaslan 

a. Kurang optimalnya pengawasan atasan langsung dalam memberikan bimbingan 

kebawahan. Apakah hal ini disebabkan olehpengorganisasipegawai yang salah? Jika iya 

apa alasannya? Jika tidak apa alasannya? 

b. Masih lemahnya kinelja pegawai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya,Apakah hal ini 

disebabkan oleh pengorganisasipegawai yang salah? Jika iya apa alasannya? Jika tidak 

apa alasnnya? 

c. Kurangnya penguasaan atasan terhadap subtansi masaiah yang diawasi. Apakah hai ini 

disebabkan oleh pengorganisasipegawai yang salah? Jika iya apa alasannya? Jika tidak 

apa alasnnya? 

d. Kurangnya sanksi yang di berikan. Apakah hal 1m disebabkan oleh 

pengorganisasipegawai yang salah? Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa alasnnya? 

11. Personil 

a. Kurang optimalnya pengawasan atasan langsung dalam memberikan bimbingan 

kebawahan. Apakah hal ini disebabkan oleh personil pegawai yang salah? Jika iya apa 

alasannya? Jika tidak apa alasannya? 

b. Masih lemahnya kineija pegawai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Apakah hal ini 

disebabkan oleh personilpegawai yang salah? Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa 

alasnnya? 

c. Kurangnya penguasaan atasan terhadap subtansi masalah yang diawasi. Apakah hal ini 

disebabkan oieh personllpegawai yang saiah? Jika iya apa aiasannya? Jika tidak apa 

alasnnya? 

d. Kurangnya sanksi yang di berikan. Apakah hal ini disebabkan oleh personilpegawai yang 

salah? Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa alasnnya? 
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12. Kebijakan 

a. Kurang optimalnya pengawasan atasan langsung dalam memberikan bimbingan 

kebawahan. Apakah hal ini disebabkan olehKebijakan yang salah? Jika iya apa alasannya? 

Jika tidak apa alasannya? 

b. Masih lemahnya kineija pegawai dalam menjalankim fungsi dan tugasnya, Apakah hal ini 

disebabkan oleh Kebijakan yang salah? Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa alasnnya? 

c. Kurangnya penguasaan atasan terhadap subtansi masalah yang diawasi. Apakah hal ini 

disebabkan oleh Kebijakan yang salah? Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa alasnnya? 

d. Kurangnya sanksi yang di berikan. Apakah hal ini disebabkan olehKebijakan yang salah? 

Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa alasnnya? 

13. Perencanaan 

a. Kurang optimalnya pengawasan atasan langsung dalam memberikan bimbingan 

kebawahan. Apakah hal ini disebabkan olehPerencanaan pegawai yang salah? Jika iya 

apa alasannya? Jika tidak apa alasannya? 

b. Masih lemahnya kineija pegawai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Apakah hal ini 

disebabkan oleh perencanaanpegawai yang salah? Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa 

alasnnya? 

c. Kurangnya penguasaan atasan terhadap subtansi masalah yang diawasi. Apakah hal ini 

disebabkan oleh perencanaan pegawaiyang salah? Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa 

alasnnya? 

d. Kurangnya sanksi yang di berikan. Apakah hal ini disebabkan oleh perencanaanpegawai 

yang salah? Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa alasnnya? 

14. Prosedur Kerja 

a. Kurang optimalnya pengawasan atasan langsung dalam memberikan bimbingan 

kebawahan. Apakah hal ini disebabkan olehprosedur Kerja yang salah? Jika iya apa 

alasannya? Jika tidak apa alasannya? 

b. Masih lemahnya kinelja pegawai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Apakah hal ini 

disebabkan oleh Prosedur Kerjayang salah? Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa 

alasnnya? 
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c. Kurangnya penguasaan atasan terhadap subtansi masalah yang diawasi. Apakah hal ini 

disebabkan oleh Prosedur Kerjayang salah? Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa 

alasnnya? 

d. Kurangnya sanksi yang di berikan. Apakah hal ini disebabkan oieh Prosedur Kerjayang 

salah? Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa alasnnya? 

15. Pencatatan 

a. Kurang optimalnya pengawasan atasan langsung dalam memberikan bimbingan 

kebawahan. Apakah hal ini disebabkan oleh pencatatan yang salah? Jika iya apa 

alasannya? Jika tidak apa alasannya? 

b. Masih lemahnya kinerja pegawai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Apakah hal ini 

disebabkan oleh pencatatanyang salah? Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa alasnnya? 

c. Kurangnya penguasaan atasan terhadap subtansi masalah yang diawasi. Apakah hal ini 

disebabkan oleh pencatatanyang salah? Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa alasnnya? 

d. Kurangnya sanksi yang dl berikan. Apakah hai ini disebabkan oleh pencatatanyang salah? 

Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa alasnnya? 

16. Pelaporan 

a. Kurang optimalnya pengawasan atasan langsung dalam memberikan bimbingan 

kebawahan. Apakah hal ini disebabkan oleh pelaporan yang salah? Jika iya apa 

alasannya? Jika tidak apa alasannya? 

b. Masih lemahnya kinelja pegawai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Apakah hal ini 

disebabkan oleh pelaporanyang salah? Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa alasnnya? 

c. Kurangnya penguasaan atasan terhadap subtansi masalah yang diawasi. Apakah hal ini 

disebabkan oleh pelaporanyang salah? Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa alasnnya? 

d. Kurangnya sanksi yang di berikan. Apakah hal ini disebabkan oleh peiaporan yang salah? 

Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa alasnnya? 
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17. Supervisi dan Reviewlntern (Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan stafuya 

berfungsi secara baik, untuk mencapai keberhasilan misi organisasi) 

a. Kurang optimalnya pengawasan atasan langsung dalam memberikan bimbingan 

kebawahan. Apakah hal ini disebabkan oleh Supervisi dan Review Intern Pegawai yang 

salah? Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa alasannya? 

b. Masih lemahnya kinerja pegawai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Apakah hal ini 

disebabkan oleh Supervisi dan Review Internpegawai yang salah? Jika iya apa 

alasannya? Jika tidak apa alasnnya? 

c. Kurangnya penguasaan atasan terhadap subtansi masalah yang diawasi. Apakah hal ini 

disebabkan oleh Supervisi dan Review Internpegawai yang salah? Jika iya apa 

alasannya? Jika tidak apa alasnnya? 

d. Kurangnya sanksi yang di berikan. Apakah hal ini disebabkan oleh Supervisi dan Review 

lnternpegawai yang salah? Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa alasnnya 

PELAKSANAAN PENGA WASAN 

18. Pemantauan 
a. Kurang optimalnya pengawasan atasan langsung dalam memberikan bimbingan 

kebawahan. Apakah hal ini disebabkan oleh proses pemantauan terhadap pegawai yang 
salah? Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa alasannya? 

b. Masih lemahnya kineija pegawai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Apakah hal ini 
disebabkan oleh proses pemantauanterhadap pegawai yang salah? Jika iya apa alasannya? 
Jika tidak apa alasnnya? 

c. Kurangnya penguasaan atasan terhadap subtansi masalah yang diawasi. Apakah hal ini 
disebabkan oleh proses pemantauanterhadap pegawai yang salah? Jika iya apa alasannya? 
Jika tidak apa alasnnya? 

d. Kurangnya sanksi yang di 
pemantauanterhadap 
alasnnya? 

19. Pemeriksaan 

pegawa1 
berikan. Apakah 
yang salah? Jika 

hal ini disebabkan oleh proses 
iya apa alasannya? Jika tidak apa 

a. Kurang optimalnya pengawasan atasan langsung dalam memberikan bimbingan 

kebawahan. Apakah hal ini disebabkan olehkuranya pemeriksaan basil kerja pegawai 

yang salah? Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa alasannya? 
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b. Masih lemahnya kinerja pegawai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Apakah hal ini 

disebabkan oleh kurangya pemeriksaan kerja pegawaiyang salah? Jika iya apa 

alasannya? Jika tidak apa alasnnya? 

c. Kurangnya penguasaan atasan terhadap subtansi masalah yang diawasi. Apakah hal ini 

disebabkan oleh Kurangnya pemeriksaan kerja pegawaiyang salah? Jika iya apa 

alasannya? Jika tidak apa alasnnya? 

d. Kurangnya sanksi yang di berikan. Apakah hal ini disebabkan oleh kurangnya 

pemeriksaan kerja pegawai yang salah? Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa alasnnya? 

20. Evalusi 

a. Kurang optimalnya pengawasan atasan langsung dalam memberikan bimbingan 

kebawahan. Apakah hal ini disebabkan oleh basil Evaluasi yang salah? Jika iya apa 

alasannya? Jika tidak apa alasannya? 

h. Masih Jemahnya kineija pegawai dalam melljalankan fungsi dan tugasnya, Apakah hal ini 

disebabkan oleh basil evaluasiyang salah? Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa 

alasnnya? 

c. Kurangnya penguasaan atasan terhadap subtansi masalah yang diawasi. Apakah hal ini 

disebabkan oleh hasH evaiuasiyang salah? Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa 

alasnnya? 

d. Kurangnya sanksi yang di berikan. Apakah hal ini disebabkan oleh basil evaluasiyang 

salah? Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa alasannya? 

TINDAKLANJUT 

21. Bimbingan 

a. Kurang optimalnya pengawasan dari atasan secara langsung.Apakah hal ini disebabkan 

oleh faktor bimbingan dari atasanyang salah? Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa 

alasnnya? 

b.Masih lemahnya kineija pegawai dalam melljalankan fungsi dan tugasnya, Apakah hal ini 

disebabkan oleh faktor bimbingan dari atasanyang salah? Jika iya apa alasannya? Jika 

tidak apa alasnnya? 
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c. Kurangnya penguasaan atasan terhadap subtansi masalah yang diawasi. Apakah hal ini 

disebabkan oleh faktor bimbingan dari atasanyang salah? Jika iya apa alasannya? Jika 

tidak apa alasnnya? 

d. Kurangnya sanksi yang di berikan. Apakah hal ini disebabkan oleh faktor bimbingan dari 

atasan yang salah? Jika iya apa alasannya? Jika tidak,apa alasnnya? 

22. Peogaraban dan Petunjuk 

a. Kurang optimalnya pengawasan dari atasan langsung secara langsung. Apakah hal ini 

disebabkan oleh pemberiao pengarahan dan Petnnjuk kepada pegawai yang salah? 

Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa alasannya? 

b.Masih lemahnya kineija pegawai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Apakah hal ini 

disebabkan oleh pemberian pengarahan dan petunjuk kepada pegawaiyang salah? Jika 

iya apa alasannya? Jika tidak apa alasnnya? 

c. Kurangnya penguasaan atasan terhadap subtansi masalah yang diawasi. Apakah hal ini 

merupakanpemberian pengarahan dan petunjuk kepada pegawaiyang salah'? Jika iya 

apa alasannya? Jika tidak apa alasnnya? 

d. Kurangnya sanksi yang di berikan. Apakah hal ini merupakan pengarahao dan 

petuntukkepada pegawaiyang salah? Jika iya apa alasannya? Jika tidak apa alasnnya? 

23. Pembinaan dan suasana yang kondusif 

a. Kurang optimalnya pengawasan dari atasan langsung secara langsung. Apakah hal ini 

merupakan Pembinaan dan Suasana Yang Kondusif terhadap pegawai? Jika iya apa 

alasannya? Jika tidak apa alasannya? 

b.Masih lemahnya kineija pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Apakah hal ini 

Merupakan Pembinaan dan suasana yang kondusif terbadap pegawai? Jika iya apa 

alasannya? Jika tidak apa alasnnya? 

c. Kurangnya penguasaan atasan terhadap subtansi masalah yang diawasi. Apakah hal ini 

merupakan Pembinaan dan suasana yang kondusif terbadap pegawai? Jika iya apa 

alasannya? Jika tidak apa alasnnya'l 
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d. Kurangnya sanksi yang di berikan terhadap pegawai yang melanggar aturan. Apakah hal 

ini merupakan Pembinaan dan suasana yang kondusif terbadap pegawai? Jika iya apa 

alasannya? Jika tidak apa alasnnya? 

24. Pengbargaan dan sanksi 

a. Kurang optimalnya pengawasan dari atasan langsung secara langsung. Apakah hal ini perlu 

di berikan pengbargaan atau sanksi terbadap pegawai yang melanggar atauran? Jika iya 

apa alasannya? Jika tidak apa alasannya? 

b. Masih lemahnya kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Apakah hal ini 

akan di berikan pengbargaan atau sanksi terhadap pegawai ? Jika iya apa alasannya? Jika 

ti dak apa alasnnya? 

c. Kurangnya penguasaan atasan terhadap subtansi masalab yang diawasi. Apakah hal ini 

merupakan pengbargaan atau sanksi terbadap pegawai? Jika iya apa alasannya? Jika 

ti dak apa alasnnya? 

d. Kurangnya sanksi yang di berikan terhadap pegawai yang melanggar aturan. Apakah hal 

ini merupakan pengbargaan a tau sanksi terbadap pegawai? Jika iya apa alasannya? Jika 

tidak apa alasnnya? 
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MATRIK OPERASIONALISASI PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 

A Wawancara . 
No. Informan 

Kode Info I Data 
JadwaU Waktu Pelalcmnaan Keterangan Yang Akan Dicari 

I. Camat Tebing Tinggi 
2. Sekretaris Kecamatan Tebing Tinggi Pl sld P60 
3. Kepala Seksi Menyesuaikan Dengan Situasi Dan Kondisi 
4. Kepala Subbag 
5. StafKecamatan . . 

Catatan : pertanyaan d1 dalam matnks !ill d1sesua1kam dan d1kembangkan d1 lapangan. 

B Studi Dokumen . 
Kode info I data Lokasil obyek Jadwal waktu Pelaksanaan keterangan 

Yang alum dicari 
);> Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten 

Pl sld P24 
Em pat Lawang 

);> Perpustakaan 
);> Internet . . 

Catatan : Dokumen yang d1 can d1 dalam matnks !ill d1sesua1kan dan d1kembangkan d1 lapangan . 

C Observasi . 
Kode info I data Lolmsi I o~byek Jadwal waktu Pelaksanaan Keterangan 

Yang akan dicari 

PI sld P60 Kecamatan Tebing Tinggi .. 
Catatan: Pengamatan yang dilakukan berdasarkan d1 dalam matnks m1 d1sesumkan dan d1kembangkan d1 lapangan. 
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No. 

1. 

SARANA PENGA WASAN 
PENGORGANISASIAN 

Data Dan Informasi 
Yang Ditemukan 

Kurang optimalnya 
pengawasan atasan 
langsuqg dalam 
memberikan bimbingan 
kebawahan. Apakah hal 
ini disebabkan oleh 
pengorganisasi 
pegawai yang salah? 
J~ka iya apa alasannya? i 
J Ika tidak apa ! 
alasannya? 

Basil Penelusuran 
Dokumen-Dokumen 

ata-data Sekunder 
Basil Pengamatan 

Hasil pengamatan 
pada saat 
melakukan 
observasi, penulis 
menemukan bahwa 
kurangnya 
pengawasan dari 
atasan memang 
betul menyebabkan 
pegawai sebagai 
bawahan 
bermalasan dalam 
hal melakukan 
pekerjaan. 
Akan tetapi 
pengorganisasian 
yang kurang tepat 
juga menyebabkan 
jalannya 
pengawasan 
tersebut tidak 
berj alan lancar. 

Basil Wawancara 

Sekretaris Kecamatan 
Tebing Tinggi (wawancara 
22 Maret 2016): ' 
Dalam hal ini dapat 
dikatakan iya, karena 
dalam hal peneguran tidak 
ada ketegasan hukum yang 
Jelas. 

Kasi(wawancara, 22 Maret 
2016): 
Menurutsayaiya,terkadang 
seorang atasan lupa atau 
tidak sempat untuk 
mengontrol setiap harinya 
teledor atau tidak sama 
sekali di lakukan bentuk 
pengawasan tersebut. 

Kepala Sub bag (wawancara 
22 Maret 2016): ' 
Tidak, karena pengawasan 
yang di lakukan atasan 
dilakukan secara 
berkelan · utan.akan teta i 

Rangkuman/Analisis/Komentar 
Penulis 

Berdasarkan hasil wawancara 
dengan para informan serta dari 
pengamata penulis lakukan 
Dalam hal ini, bukan · 
menyalahkan pengorganisasian 
yang salah akan tetapi di 
kem?ali~an _lagi kepada masing
masmg mdividu ,pegawai yaitu 
yang sering disebut sebagai 
"pengendalian diri" 
~engendalain diri ini merupakan 
:Im?ul dari masing-masing 
mdivJdu apakah ingin melakukan 
hal baik atau hal sebaliknya. 
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tidak optimalnya dilakukan 
tebe~>rkadang karena adanya 
kesibukan dari atasan 
tersebut sehingga lengah 
untuk mengawasinya setiap 
hari. 

Staf I (wawancara, 22 
Maret 20 16) : 
Menurut saya tidak, karena 
tidak adanya pengawasan 
yang diberikan oleh atasan 
baik secara langsung 
maupun tak langsung tidak 
ada hubungan dengan 
pengorganisasian yang 
salah. 

Masih lemahnya k:inelj a Hasil pengamatan 
Camat Tebing Tinggi 

Bedasarkan hasil amilisis penulis 
(wawancara, 24 Maret 

pegawa1 dalam yang penulis 
2016): 

bahwa, pengorganisasian yang 
menjalankan fungsi dan temukan bahwa 

Iya, lemahnya kinerja 
salah dapat menyebabkan 

tugasnya, Apakah hal masi ada pegawai 
pegawai karena 

lemahnya kine~ja yang di lakukan 

2. 
ini disebabkan oleh yang menduduki 

penempatan pegawai tidak 
oleh seorang pegawai dalam 

pengorganisasi suatu j abatan tidak 
sesuai dengan 

menjalankan tupoksinya. Maka 
pegawai yang salah? sesuai dengan 

kompetensinya 
dari tu sebaiknya menempatkan 

Jika iya apa alasannya? latarbelakang seorang pegawai sesuai dengan 
Jika tidak apa alasnnya? pendidikan pegawai Jatar belakang pendidikan 

terse but. pegawai tersebut. 
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Sekretaris Kecamatan 
Tebing Tinggi (wawancara, 
22 Maret 2016): 
Iya, clalam hal menjalankan 
organisasi, pegwai tidak 
mempunyai sskill di bidang 
terse but. 

Kepala Subbag 
kepegawaian (wawancara, 
22 Maret 2016): 
I ya, karena keterbatasan 
pegawai sehingga untuk 
mengisi kekosongan 
pegawai tersebut di 
tunjliklah seseorang yang 
jmeliki rasa tanggungjawab 
terhadap hal tersebut. 

Kasi pemerintahan 
(wawancara, 22 Maret 
2016): 
Iyaa, Kami selaku pegawai 
seharusnya menjalankan 
tugas sesuai tupoksinya 
masing-masing bagian. 
Akan tetapi, ada pegawai 
yang tidak tahu akan 
tupoksi yang akan 
dilakukan di bida!!&..Y_ai_!K 
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iya duduki jabatan tersebut. 

Staffkecamatan Tebing 
Tinggi (wawancara, 22 
Maret 2016) 
Iya, hal ini di sebabkan 
karena penempatanpegawai 
tidak sesuai dg 
latarbelakang yang dimiliki 
masing-masing pegawa1. 

Sekretaris Kecamatan 
Tebing Tinggi (wawancara, 
22 Maret 20 16) : 
Iya, jika peorganisasiannya 

Kurangnya penguasaan salah, selanjutnya 
atasan terhadap subtansi Hasil pengamatan kebingungan terj adi Berdasarjkan hasil ami! isis yang 
masalah yang diawasi. yang penulis pemimpin tersebut apa yang dilakukan penulis: 
Apakah hal ini dapatkan yaitu: akan ia lakukan .. Agar tidak salah untuk 
disebabkan oleh Masih kurangnya penguasaan atasan terhadap 

3. pengorgan:isasi penguasaan atasan Kepala Subbag (wawancara, subtansi masalah pengawasan 
pegawa1 yang salah? terhadap subtansi 242 Maret 20 16) : yang diawasi maka dari itu perlu 
J ika iya apa alasannya? yang diawasi Iya, jika seorang pimpinan diberikan adanya pelatihan yang 
Jika tidak apa alasnnya? tidak mengerti tentang kepada pemimpin tersebut . 

subtansi apa yng perlu 
diawasi, bagaimana ia mau 
mengawasi bawahannya 
secara bauk. 
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Kasi(wawancara, 22 Maret 
2016): 
Iya dapatjuga dikatakan 
seperti itu. Karena seorang 
pimpinan haru bisa 
mengetahui subtansi mana 
yang perlu diwasi. 

Staf 1 (wawancara, 22 
Maret2016): 
iya, karena seorang 
pemimpin harus dapat 
menguasai subtansi mana 
yang akansdi awasi 
terlebihdahul u. 

Camat (wawancara 22 
maret 2016) 

Kurangnya sanksi yang Ia, saya sudah memberikan Hasil anilisis penulis adalah 
di berikan. Apakah hal Hasil pengamatan sanksi kepada pegawai yang Kurangnya sanksi yang di 
ini disebabkan oleh yang penulis melanggar aturam. Serta berikan pemimpin ~erhadap 
pengorganisasi temukan adalah sudah mensosialisasikan pegawai yang melanggar atauran. 

4. pegawa1 yang salah? kurang tegasnya hal-hal apa saya yang Akan tetapi pemimpin sebaiknya 
J ika iya apa alasannya? sanksi yang melanggar aturan. juga memberikan reward kepada 
J ika tidak apa alasnnya? diberikan pimpinan pegawai yang teladan serta 

kepada bawahan. Sekcam (wawancara 22 berdisiplin tinggi di kantor 
maret 2016) tersebut. 
iya sudah diberikan sanksi 
oleh atasan. Akan tetapi 
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tidak ada terkadangtidak 
ada kelanjutan dari sanksi 
yang biberikan tersebut. 

Kasi kecamatan (wawancara 
22 maret 2016) 
Kurang tegasnya sanksi 
yang diberikan. 

Kasubag kecamatan 
(wawawncara 22 maret 
2016) 
Ketidak jelasan pemberian 
sanksi yg diberikan kepada 
pegawa1 

Staff kecamatan 
(wawancara 22 maret 2016) 
Memang ada sanksi yang 
diber·ikan kepada pegawai 
yang melanggar aturan. 
Akan tetapi terkadang tidak 
dilakukan secara 
berkelanjutan. 
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PERSONIL 

Data Dan Informasi 
No. Yang Ditemukan 

5. 

Kurang optimalnya 
pengawasan atasan 
langsung dalam 
memberikan 
bimbingan 
kebawahan. Apakah 
hal 1m disebabkan 
oleh personil pegawai 
yang salah? Jika iya 
apa alasannya? J ika 
tidak apa alasannya? 

Hasil Penelusuran Dokumen
Dokumen 

ata-data Sekunder 

Hasil 
Pengamatan 

Hasil Wawancara 

Sekretaris Kecamatan 
Tebing Tinggi 
(wawancara, 24 Maret 
2016): 
Y a, Kurangnya 
pengawasan dari atasan 
memang membarikan 
dampak kepada bawahan, 
tapi dalam hal ini 
sebaiknya masing-masing 
personil pegawai haris 
dapat menempatkan diri 
masing-masing. 

Kepala Sub bag 
(wawancara, 24 Maret 
2016): 
Ya, keadaan seperti itu 
terjadi. Tetapi itu hanya 
oknum pegawai saja yang 
melangggar aturan, masih 
ada pegawai yang tekun 
tanpa adanya pengawasan 
dari atasan langsung. 

Rangkuman/Analisis/Komentar 
Penulis 

Kesimpulan penulis bahwa 
pelanggaran atauran jam kerja 
yang di lakukan personil pegawai 
kecamatan tebing tinggi 
dilakukan hanya oleh beberapa 
oknum saja. Tidak seluruh 
pegawai seperti itu. Masih ada 
personil pegawai yang menaati 
aturan. 
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Kasi(wawancara, 24 Maret 
201<6): 
y a, Pegawai disini rata-
rata misalkan tidak ada 
pimpinan mereka juga ikut 
bermalas-malasan. 

Staf 1 (wawancara, 24 
Maret 2016): 
y a, apalagi misalkan 
banyak kegiatan diluar, 
pak camatnya sibuk. 
Pegawainya jugacepat-
cepat meninggalkan 
kant or. 

Camat Tebing Tinggi 
(wawancara, 24 Maret 

Masih lemahnya 2016): 
y a , kemampuan pegawa1 

yang dapat disimpulan oleh 
kinerja pegawai dalam 

di kantor camat tebing 
penulis bahwa, masih lemahnya 

menjalankan fungsi 
tinggi masih tergolong 

kinerja pegawai di kantor c.arnat 
dan tugasnya, Apakah 

rendah. 
tebing tinggi dalam memah1 6. 

hal ini ·disebabkan 

fungsi dan tugasnya selaku 
oleh personil pegawai 

Sek!retaris Kecamatan 
pegawai di kantor kecamatan 

yang salah? Jika iya 
Tebing Tinggi 

Maret 2016) 
tebing tinggi. 

apa alasannya? Jika 
( wawancara, tidak apa alasnnya? 

~a, dalam hal melakukan 
oekeriaan, Pegawai di 
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kantor kecaml!tan tebing 
tinggi masih tergolong 
kurang memahami 
pekerjaanya 

Kasi(wawancara, Maret 
20 [.6) : 
Ya, kami selaku bawahan 
harus loyal terhadap atasan 
kemampuan kami hanya 
segitu. 

Kepala Subbag 
(wawancara, 24 Maret 
20lr6) : 
Tidak juga, penenwatan 
pekerjaan kami sudah 
sesuai dengan kemampuan 
kami serta Semangat 
dalam melaukan 
pekerjaan 

Staf (wawancara, Maret 
201<6): 
Y a, kami sebagai bawahan 
harus berdisiplin tinggi, 
berdedikasi dan loyal 
terhadap atasan. 
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7. 

Kurangnya 
penguasaan atasan 
terhadap subtansi 
masalah yang diawasi. 
Apakah hal m1 
disebabkan oleh 
personil pegawai 
yang salah? Jika iya 
apa alasannya? Jika 
tidak apa alasnnya? 

Carnat Tebing Tinggi 
(wawancara, Maret 2016): 
Tidak, Hasil kerja pegawai 
di kantor kecamatan tebing 
tinggi sudah baik 
didukung dengan 
keterampialan pegawai di 
kantor kecamatan tebing 
tinggi 

Sekretari s Kecamatan 
Tebing Tinggi 
(wawancara, 24 Maret 
201<6): 
Produktivitas kerja yang di 
hasilkan rata -rata baik . 
untuk tingkat keterampilan 
kerj a masing-masing 
pegawai berbeda-beda. 
Maka perlu di adakan 
pelatihan bagi masing
masing pegawai 

Kasi(wawancara, 24 Maret 
201<6): 
Kami bekerja berdasarkan 
tupoksi kami kasing
masmg 
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l Kepala Subbag 

I (wawancara, 24 Maret 
2016): 
Tidak, masing -masing 
pegawai berbeda-beda ' 
maka perlu di Jakukan 
pelatihan terhadap masing-
masing pegawai. 
pengaruhnya bagi kami 
saat di perintahkan 
melakukan tugas-tugas 
baru. 

Staf 1 (wawancara, 24 
Maret 2016): 

Camat Tebing Tinggi 

Kurangnya sanksi 
(wawancara, 24 Maret 

yang di berikan. 
2016): 

Apakah hal ini 
Tidak, kami sering 

disebabkan oleh 
memberikan hukuman 

8. 
personil pegawai 

sanksi/reward kepada 
Berdasarkan basil wawancara 

yang salah? Jika iya 
pegawai sebagai motivasi 

dengan para informan serta dari 

apa alasannya? Jika 
kerja. 

pengamata penulis lakukan. 
Dalam hal ini, bukan 

tidak apa alasnnya? Sekretaris Kecamatan 
Tebing Tinggi 
(wawancara, 24 Maret 
2016): 
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Ya, kurangnya pemberian 
sanksi disiplin pegawai 
kecamatan tebing tinggi 
dalam melaksanaakan 
pembinaan. 

Kasi(wawancara, 24 Maret 
20 1'6) : 
Iy, kami sering tidak ada 
sanksi yang tegas bagi 
pegawai yang melanggar 
aturan 

Kepla1a Subbag 
(wawancara, 24 Maret 
2016): 
Iya, tak ada sanksi yang 
siberikan serta tindak 
lam jut dari hasil sanksi 
tersebut. 

Staf 1 (wawancara, 24 
Maret 2016) 
Iya, tak ada tindak 1anjut 
dari sanksi tersebut. 
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KEBIJAKAN 

Data dan Informasi 
Basil Penelusuran 

Rangkuman Analisis 
NO Dokumen-Dokumen (Data- Basil Pengamatan Basil Wawancara 

yang·ditemukan Data Sekunder) Komentar Penulis 

9. Kurang optimalnya Carnal (wawancara, 24 maret 
pengawasan atasan 2016) Berdasarkan hasil 
Iangsung dalam wawancara dengan para 
memberikan bimbingan Sekretaris carnal (wawancara, informan serta dari 
kebawahan. Apakah hal 24 maret 2016) pengamata penulis lakukan. 
' ' disebabkan oleh Tidak, kebijakan itu sudah di Dalam hal ini, Atasan In! 

Kebijakan yang salah? tentukan sejak awal dan bertangggungjawab untuk 
J ika iya apa alasannya? disepakati bersama. mengawasi 
Jika tidak apa tugasnyabawahannya. Seta 
alasannya? Kasi pemerrintahan mengawasi dan 

(wawancara, 24:maret 2016) mengajarkan.stafnya dan 
Tidak, kebijakan sudah bel urn bisa optimal untuk 
dijadikan sebagai pedoman mebimbing stafnya 
serta dapat dijadikan upaya 
pencapaian tujuan organisasi. 

Kasubag kepegawaian 
(wawancara, 24 maret 20 16) 
Tidak, kebijakan mempunyai 
sifat yang legas sudah 
tertuang dam bentuk tertulis. 
Shingga seluruh pegawai 
dapat memahaminya. 
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Staff kecamatan tebing tinggi 
(wawancara 24 maret 2016) 
ya, biasanya bilamana suda 
hada kebij akan tertulis masi 
hada pegawai yang melanggar 
aturan karena tidak ada 
pengawasan dari atasan. 

10. Masih lemahnya kinerja Memang masih Camat tebing tinggi Berdasarkan hasil 
pegawai dalam lemah kinerja ( wawancara, 24 maret 20 16) wawancara dengan para 
menjalan:kan fungsi dan pegawai. Tidak, lemahnya kinerja informan serta dari 
tugasnya, Apakah hal im pegawai di kantor kecarnatan pengamata penulis lakukan. 
disebabkan oleh tebingg tinggi bukan Dalam hal ini, bukan 
Kebijakan yang salah? disebabkan olek kebijakan 
Jika iya a,pa alasannya? yang salah. Akan tetapi itu 
Jika tidak apa alasnnya? disebabkan oleh dari individu 

tersebut. Serta setiap jabatan 
yang diembannya telah ada 
fungsi dan tugasnya masing-
masing yang ditetapkan. 

Sekretaris camat (wawancara, 
24 maret 2016) 
iya, karena sepe1ti kebijakan 
bikan dalam pemempatan 
pegawai yang tidak sesuai 
dengan kemampuan atau Jatar 
belakng pendidikan seorang 
pegawai tersebut membuat si 
pegawai tidak begitu 
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memahami apa sebenarnya 
tupoksi yang j abatannya 
mereka duduki. 
Kasi ( wawancara, 24 maret 
20!6) 
Bukan, Kebujakan itu tidak 
salah akan tetapi kesalahan 
tersebut timbul darri pegawai 
yang kurang memahami. 

Kasubbag (wawacara, 24 
maret 2016) 
Tidak, kebijakan tidak sa1ah, 
tetapi pegawai yang kurang 
memahami tupoksinya msing-
masing 

Staf kecamatan 
(wawawancara 24 maret 
2016) 
Tisak, kebijakan tidak salah. 

11. Kurangnya penguasaan Camat (wawancara, 24 maret Berdasarkan hasil 
atasan terhadap subtansi 2016) wawancara dengan para 
masalah yang diawasi. informan serta dari 
Apakah hal ini pengamata penulis lakukan. 
disebabkan oleh Dalam hal ini, bukan 
Kebijakan yang salah? 
Jika iya apa alasannya? 
Jika tidak apa alasnnya? 
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12. Kurangnya sanksi yang Camat (wawancara, 24 Berdasarkan hasil 
di berikan. Apakah hal maret 2016) wawancara dengan para 
ini disebabkan oleh Tidak, kebijannya tidak salah infonnan serta dari 
Kebijakan yang salah? tapi orang yang menjalankan pengamata penulis lakukan. 
Jika iya apa alasannya? aturan tersebut yang salah Dalam hal ini, bukan 
Jika tidak apa alasnnya? serta tidak mau menaati 

aturan. 

Sekretaris camat (wawancara, 
24 maret 20 16) 
Iya, karena terkadang 
kebijakan yang diberikan 
tidak memberikan solusi. 

Kasi kecamatan (wawancara, 
24 maret 2016) 
Disaaat kebij akan diadakan 
namun sering berbeda dengan 
yang dijalankan, sehingga 
bawahan dissat melakukan 
kesalahan tidak diberi sanksi 
.maka bawahan akan semakin 
sering melakukan kesalahan 
terse but. 
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PERENCANAAN 

Data Dan Informasi 
Hasil Penelusuran 

No. Dokumen-Dokumen 
Yang Ditemukan 

(Data-data Sekunder) 
Kurang optimalnya 
pengawasan atasan 

13. 
Iangsung dalam 
memberikan bimbingan 
kebawahan. Apakah hal 
101 disebabkan oleh 

Hasil Pengamatan 

Dikerenakan 
perencanaan yang 
telah di rencanakan 
biasanya tidak sesuai 
dengan 
porsi/keadaan 

Kasubbag kecamatan 
(wawancara, 24maret 2016) 
Tidak, kebikajan yang di 
keluarkan itu biasanya sudah 
di telaah beaik mungkin. 
Akan tetapi orang yang 
memberikan hukuman 
tersebut yang harus 
bertanggungj awab. 

Stafkecamatan (wawancara 
24 maret 20 16) 
Tidak menyalahkan kebikan 
yang salah. Tapi yang 
memberikan sariksi haruslah 
Konsekuen. 

Hasil Wawancara 

Camat Tebing Tinggi 
(wawancara, 24 Maret 2016): 
Tingkat kehadiran di kantor 
camat tebing tinggi cukup 
baik.tetapi masih ada pegawai 
yang mengaiukan izin 

Rangku man/ Analisis/Ko 
men tar Penulis 

Berdasarkan hasil 
wawancara dengan para 
informan serta dari 
pengamata penulis 
lakukan. Dalam hal ini, 
bukan 
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Perencanaan pegawai pegawai yang ada melebihi batas akhirnya. 
yang salah? Jika tya 
apa alasannya? Jika Sekretaris Kecamatan Tebing 
tidak apa alasannya? Tinggi (wawancara, 24 Maret 

2016): 
Tingkat kehadiran di kantor 
camat tebing tinggi baik. 

Kasi(wawancara, 24 Maret 
2016): 
Tingkat kehadiran di kantor 
camat tebing tinggi baik. 

Kepala Subbag (wawancara, 
24 Maret 2016): 
Tingkat kehadiran dikantor 
camat tebing tinggi baik. 

Stafl (wawancara, 24 Maret 
2016): 
Tingkat kehadiran pegawai di 
kantor camat tebing tinggi baik 

Masih lemahnya Perencanaaan yang Camat Tebing Tinggi 
Berdasarkan basil kinerj a pegawai dalam telah direncanakan (wawancara, 24 Maret 2016): 
wawancara dengan para menjalankan fungsi dan biasanya kurang Tidak, kurangnya tingkat 

14. tugasnya, Apakah hal tepat pada fungsi kehadiran pegawai bukan infonnan serta dari 

ini disebabkan oleh dan tugas pegawai dikarnakan kurangnya pengamata penulis 

perencanaan pegawat sehingga masih koordinasi antar pegawai akan lakukan. Dalam hal ini, 

yang salah? Jika iya lemahnya pegawai tet~ masalah tersebut terletak bukan 
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apa alasannya? Jika dalam di diri pega wai itu sendiri. 
tidak apa alasnnya? menjalankannya. Apakah ingin menjadi baik 

atau buruk. 

Sekretaris Kecamatan Tebing 
Tinggi (wawancara, 24 Maret 
2016): 
Tidak, berkurangnnya tingkat 
kehadiran bukan kama faktor 
kurangnya koordinasi ekternal 
dan internal akan tetapi 
pegawai dikarenakan rasa 
malas itu sulit di hindari oleh 
pegawai itu masing-masing. 

Kasi(wawancara, 24 Maret 
2016): 
Tidak. Kurangnya tingkat 
kehadiran oleh pegawai di 
kantor kecamatan tebing tinggi 
terkadang dikarenakan adanya 
urusan pribadi o1eh pegawai 
terse but. 

Kepala Subbag (wawancara, 
24 Maret 2016): 
Bukan karena itu, kurangnya 
tinggkat kehadiran pegawai di 
kantor kecamatan tebing 
tinggi, 
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15. 

Kurangnya penguasaan 
atasan terhadap 
subtansi masalah yan~ 
diawasi. Apakah hal m1 
disebabkan oleh 
perencanaan pegawai 
yang salah? Jika iya 
apa alasannya? J ika 
tidak apa alasnnya? 

Biasanya kurangnya 
penguasaan masalah 
yang diawasi 
bisebabkan oleh 
perencanaan yang 
kurang matang. 
Serta memahaiDi 
masalah yang ada 

Stafl (wawancara, 24 Maret 
2016) : 
Tidak. 

Camat Tebing Tinggi 
(wawancara, 24 Maret 2016): 
Iya, seringnya penunda_an_ 
pekerjaan oleh pegawm d1_ . 
kantor kecamatan tebing tmgg1 
sehingga merambat atau 
dengan kurangnya tingkat 
kehadiran pegawa1. 

Sekretaris Kecamatan Tebing 
Tinggi (wawancara, 24 Maret 
20 16) : 
Iya, saya sering memantau 
pegawai apabila ada kegiat~n 
dan pekerjaanya belum optimal 
maka kurang pula ting~at 
kehadiran para pegawa1. 

Kasi(wawancara, 24 Maret 
2016): . 
Tidak,tingkat kehad1ran 
pegawai di kantor kecaiDatan 
tebing tinggi bukan kama 

e awai tersebut senn 

Berdasarkan hasil 
wawancara dengan para 
informan serta dari 
pengamata penulis . . 
lakukan. Dalam hal m1, 
bukan 
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menunda pekerjaan 

Kepala Subbag (wawancara, 
24 Maret 2016): 
Tidak, penudaan pekerjaan 
tidak ada hubungannya dengan 
kurannya tingkat kehadiran 
pegawa1 

Staf 1 (wawancara, 24 Maret 
20 16) : 
Tidak, berkurangnya tingkat 
kehadiran bukan disebabkan 
tejadi penunda pekerjaan 
Camat Tebing T:inggi 
(wawancara, 24 Maret 2016): 
Tidak, karena suatu 

Berdasarkan hasil 
perencanaan sudah sesuai 

wawancara dengan para 
dengan tujuan . 

informan serta dari 
Kurangnya sanksi yang 

Sekretaris Kecamatan Tebing 
pengamatan penulis 

Terkdang.apa sanksi Jakukan. Dalam hal ini, di berikan. Apakah hal 
yang diberikan tidak Tinggi (wawancara, 24 Maret 

bahwa perencanaaan lUI disebabkan oleh 
sesuai dengan apa 2016): 

didalamnya sudah 
16. perencanaan pegawa1 

yang dialami. Tidak, katena perencanaan 
mempunyai standar yang yang salah? Jika iya 

menjadi dasar dalam 
harus dipatuhi dalam apa alasannya? Jika 

pelaksanaaan kegitan. pelaksana n {)]eh seluruh tidak apa alasnnya? 

Kasi(wawancara, 24 Maret 
jajaran pimpinan pelaksana 

2016): 
Tidak, kerena _Qerencanaan 
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PROSEDUR KERJA 

Data Dan Informasi 
No. Yang D'itemukan 

Kurang optimalnya 
pengawasan atasan 
Iangsung dalam 

17. 
memberikam. bimbingan 
kebawaban. Apakab hal 
lUI disebabkan oleb 
prosedur Kerja yang 
salab? Jika iya apa 

Hasil Penelusuran Dokumen-
Dokumen Hasil Pengamatan 

(Data-data Sekunder) 

baruslab dikomunikasikan 
serta barus realistis. 

Kepala Subbag (wawancara, 
24 Maret 2016) .: 
Tidak, karena dalam pembutan 
Perencanaan tersebut 
melibatkan semua pibak yang 
terkait. 

Staf 1 (wawancara, 24 Maret 
2016): 
Tidak, karena perencanaan 
sudab mempunyai ketetapan 
yang berlaku. 

Hasil Wawancara 

Sekretaris Kecamatan Tebing 
Tinggi (wawancara, 24 Maret 
2016): 
Tidak, prosedur kerja yang 
slab, akan tetapi itu menjadi 
pengendalian diri masing-
masing individu. 

Raugkuman/ Analisis/Ko 
mentar Penulis 

Berdasarkan basil 
wawancara dengan para 
informan serta dari 
pengamata penulis 
1akukan. Da!lam hal ini, 
bukan 
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18. 

alasannya? Jika tidak 
apa alasannya? 

Masih lemahnya kinerja 
pegawa1 dalam 
menjalankan fungsi dan 
tugasnya, Apakah hal 
ini disebabkan oleh 
Prosedur lKerja yang 
salah? Jika iva apa 

Kasi(wawancara, 24 Maret 
2016): 
Tidak, prosedur tidak salah 
aakn tetapi terkadang pegawai 
tidak mengerti arahan atau 
perintah dari aatasan. 

Kepala Subbag (wawancara, 
24 Maret 20 16) .: 
Tidak,kurangnya pengawasan 
dari atasan bukru1 karena 
prosedur kerja yang salah akan 
tetapi pengendalian diri dari 
pegawai tersebut yang salah. 

Staf 1 (wawancara, 24 Maret 
2016): 
Tidak, kurangnya pengawasan 
dari atasan buka11 karena 
prosedur kerja yang slah akan 
tetapi kesalahan tersebut 
timbul dari pegawai itu sendiri. 

Camat (wawancara, 28 maret 
2016) 
Tidak, lemahnya kinerja 
pegawai bukan disebabkan 
oleh prosedur kerja yang salah. 
Akan tetapi pengendalian dari 
diri pegawai tersebut vang 

Berdasarkan hasil 
wawancara dengan para 
informan serta dari 
pengamata penulis 
lakukan. Dalam hal ini, 
bukan 
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alasannya? Jika tidak kurang. 
apa alasnnya? 

Sekretaris camat (wawancara, 
28 maret 20 16) 
Tidak, bukan prosedur kerja 
yang salah. Tetan:>i pegawai 
tersebut harus berkreatif dalam 
menjalanjan tugas dan 
fungsinya. 

Kasi pemerintahan 
(wawancara, 28nnaret 2016) 
Tidak, bukan prosedur eija 
yang slah terhadap Iemahnya 
kineija pegawai .dalam 
menjalankan tugas dan 
fMgsinya. 

Kasubbag kecamatan 
(wawancara, 28nnaret 2016) 
Tidak, lemahnya kinerj a 
pegawai dalam menjalankan 
tigas dan fungsinya bukan 
bukan imbul dard prosedur 
kerja pegawai yang salahn 
tetapi karena tetapi kurangnya 
kemampuan dari pegawai itu 
sendiri. 
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S.tafkecamatan (wawawncara, 
28 rna ret 20 16) 
Tidak. Lemahnya kinerja 
pegawai Bukan disebabkan 
oleh prosedur kt;ja yang salah. 
Karena prosedur kerja sudah 
memiliki tujuanyangjelas. 

S.ekretaris carnal (wawancara, 
28 maret 20 16) 
iya, kurangnya penguasaan 
atasan terhadap substansi 
masalah yang diawasi 
menyebabkan terjadinya 

Kurangnya penguasaan prosedur kerja dalam 

atasan terhadap memberikan arahan kepada 

subtansi masalah yang bawahan menjadli salah. Berdasarkan basil 

diawasi. Apakah hal ini wawancara dengan para 

19. 
disebabkan oleh Kasi kecamatan{wawancara, informan serta dari 

Prosedur JKerja yang 28 maret 20 16) pengamata penulis 

sa1ah? Jika iya apa Tidak, prosedur:kelja itu sudaj lakukan. Dalam hal ini, 

a1asannya? Jika tidak ada kejelasannya. Kurangnya bukan 

apa alasnnya? penguasaan pimpinan terhadap 
susbtansi masalah yang 
diawasi karena kurangnya 
pengetahuan dam keterampian 
dari atasan tersebut. 

Kasubbag kecamatan 
(wawancara, 28maret 20 16) 

132 

42994.pdf 



Tidak, karena kmrangnya 
penguasaan substansi masalah 
yang diawasai akibat 
kurangnya pengetahuan bukan 
dari prosedur keija. 

Camat tebing tinggi 
(wawancara, 28;maret 2016) 
Tidak, kurangny.a sanksi yang 
diberikan bukan disebabkan 
o!eh prosedur kerja yang salah. 
sanksi sudah di berikan sesuai 
dengan aturan yang berlaku 

Kurangnya sanksi yang Sekretaris camat ( wawancara, 
di berikan. Apakah hal 28 maret 2016) Berdasarkan hasil .. 

disebabkan oleh Tjdak, kurangny.a sanksi yang wawancara dengan para !Til 

20. 
Prosedur IKerja yang diberikanbukan rlisebabkan informan serta dari 
salah? Jika lya apa oleh prosedur keija yang slah. pengamata penulis 
alasannya? Jika tidak Akan tetapi prosedur keijan lakukan. Dalam hal iru, 
apa alasnnya? sudah di berikan sesuai dengan bukan 

sangat jelas. 

Kasi kecamatan<(wawancara 
28 maret 2016) 
Tidak, kurangny.a sanksi yang 
diberikan bukan disebabkan 
oleh prosedur kerja yang slah. 
Karena prosedur kerj a sudah di 
buat secara tertmlis dan ielas. 
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No. 
Data Dan Informasi 

Yang Ditemukan 

Kurang 
pengawasan atasan 
langsung dalam 
memberikan bimbingan 

21. kebawahan. Apakah hal 
1m disebabkan oleh 
pencatatan yang 
sa1ah? Jika iya 

Jika 

Hasil Penelusuran Dokumen-
Dokumen Hasil Pengamatan 

Kasubbag kecamatan 
(wawancara, 28 maret 2016) 
Tdak, kurangnya sanksi yang 
diberikan bukan disebabkan 
oleh prosedur kerja yang slah. 
sanksi di berikan sesuai 
dengan aturan yang berlaku 

Staff kecamatan ( wawancara, 
28 maret 20 16) 
Tidak, kurangnya samksi yang 
diberikanbukan disebabkan 
oleh prosedur keija yang salah. 

Hasil Wawancara 

Camat Tebing 
(wawancara, 28 Maret 2016): 
tidak, ikurang optimalnya 
pengawasan dari atatasan 
langsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bukan 
karena pencatatan yang salah. 
Akan tetapi pencatatan sudah 
sesua1 

Rangkuman/ Analisis/Kome 
ntar Penulis 

Berdasarkan hasil 
wawancara dengan para 
imforman serta dari 
pengamata penulis lakukan. 
Dalam hal ini, bukan 
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apa alasannya? kondisi organisasi. 

Sekretaris Kecamatan Tebing 
Tinggi (wawancara, 28 Maret 
2016): 
Tidak, kurang optimalnya 
pengawasan dari atatasan 
langsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bukan 
karena pencatatan yang salah. 
T.etapi proses proses klarifikasi 
data yang di lakuakan pegawai 
yang sering terjadi kekeliruan. 

Kasi(wawancara, 24 Maret 
2016): 
tidak, kurang optimalnya .. 

penga was an dati atatasan 
langsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahanbkan 
karena pencatatan yang salah. 
Karena, 

Kepala Subbag (wawancara, 24 
Maret 2016): 
tidak, kurang optimalnya 
pengawasan dati atatasan 
langsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bkan 
karena pencatatan yang salah 

135 

42994.pdf 



karena kurang nya koordinasi 
antara atasan dan bawahan 

Staf I ( wawancara, 24 Maret 
20 16) : tidak, kurang 
optimalnya pengawasan dati 
atatasan langsung dalam 
mernberikan araban kepada 
bawahan bukan karena 
pencatatan yang salah 

Carnal tebign tinggi (wwancara, 
28 rnaret 2016? 
Tidak, lernahnya kinerja 
pegawai bukan disebabkan oleh 

lemahnya 
proses pencatatan data yang 

Masih salah. Akan tetapi efektivitas 
kinerja pegawai dalarn Kurangnya pengendalianyamg rnernadai di 
menjalankan fungsi dan mernaharni bidang pencatatanlah akan Berdasarkan hasil 
tugasnya, Apakah hal tupoksinya rnasing2 

rnenjarnin terbebasnya dari wawancara dengan para 
lnl disebabkan oleh sehingga dalarn 

kekeliruan dan kesalahan. informan serta dari 22. pencatatan yang prosens pengarnata IPenulis lakukan. 
salah? Jika 1ya apa pengkerjaan pun 

Sekretaris carnal (wawancara, Dalarn hal ini, bukan 
alasannya? Jika tidak rnenjadi 

28 maret 2016) 
apa alasnnya? terbengkalai. 

Tidak, lernahnya kinerja 
pegawai bukan disebabkan oleh 
pencatatan yang salah. Akan 
tetapi pengendalian di dari 
masing-masing pegawai yang 
menentukan keberhasilannya. 
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Kasi kecamatan{wawancara, 28 
naaret 2016) 
Tidak, lemahnya kineij a 
pegawai bukan disebabkan olell 
prose pencatatan yang salah. 
Akan tetapi kuarangnya 
pemahaman tupoksi masing
masing pegawaidalam 
melakukan pekerjaan. 

Kasubbag kepegawaian 
kecamatan (wawancara, 28 
maret 20 16) 
Tidak, lemahnya kinerj a 
pegawai bukan <!lisebabkan oleh 
prosedur kerja yang salah. Akan 
tetapi pengendalian yang di 
utamakan. 

Staff kecamatan ( wawancara, 
28 maret 20 J 6) 
Tidak, lemahnya kinerja 
pegawai bukan disebabkan oleh 
prosedur kerj a yang salah. 
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S:ekretaris camat ( wawancara, 
28 maret 2016) 
Tidak, kurangnya penguasaan 
atasan terhadap substansi 
masalah yang diawasi bukan 
disebabkan oleh proses 
pencatatan yang salah. Karena 
Kurangnya penguasaan atasan 

Dari hasil 
tersebut di akibatkan kurangnya 

pengamaltan 
kemampuan dalam melihat 

Kurangnya penguasaan masalah. 
atasan terhadap 

dilapangan, 

subtansi masalah yang 
kurangnya 

K.asi kecamatan(wawancara, 28 
diawasi. Apakah hal ini 

penguasaan atasan maret 2016) Berdasarkan hasil 
23. disebabkan oleh 

terhadap substansi Tidak, kurangnya penguasaan wawancara dengan para 
masalah yang 

pencatatan yang diawasi karena 
atasan terhadap substansi infonnan serta dari 

salah? Jika !ya apa 
kurang nya 

masalah yang diawasi bukan pengamata jpenulis lakukan. 
alasannya? Jika tidak koordinasi antara 

disebabkan oleh proses Dalam hal ini, bukan 
apa alasnnya? bawahan dan atasan 

pencatatan yang salah. Karena 
Kurangnya penguasaan atasan 
tersebut dalam memahami 
masalah. 

Kasubbag kecamatan 
(wawancara, 28maret 2016) 
Tidak, kurangnya penguasaan 
atasan terhadap substansi 
masalah yang diawasi bukan 
disebabkan oleh proses 
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pencatatan yang salah. Karena 
Kurangnya penguasaan atasan 
tersebut dalam 
menyelesaikannya. 

Staffkecamatan (wawancara, 
26 maret 20 16) 
Tidak, kurangnya penguasaan 
atasan terhadap substansi 
masalah yang diawasi bukan 
disebabkan oleh proses 
pencatatan yang salah. 

Camat tebing ringgi 
(wawawncara 28 maret 2016) 
Tidak, kurangnya sanksi yang 
diberikan bukan disebabkan 

Kurangnya sanksi yang oleh proses pencatatan yang 
di berikan. Apakah hal Dari hasil salah. sanksi di berikan jika ada 
In! disebabkan oleh pengamatan bahwa pegawai yang melanggar aturam Berdasarkan hasil 
pencatatan yang masih lemahnya sesuai dengan aturan yang wawancara dengan para 

24. salah? Jika 1ya apa proses tindaklanjut berlaku. infonnan serta dari 
alasannya? Jika tidak dari hasil pengamata IPenulis Jakukan. 
apa alasnnya? pencatatan hasil Sekretaris camat (28 maret Dalam hal ini, bukan 

kerj a terse but 2016) 
Tidak,kurangnyasanksiyang 
diberikan bukan disebabkan 
oleh pencatatan yang salah. 
sanksi di berikaB sesuai dengan 
ketentuan yang ada. 
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Kasi kecamatan{ wawancara 28 
maret 20 16) 
Tidak,kurangnyasanksiyang 
diberikan bukan disebabkan 
oleh proses pencatatn yang 
salah. Sanksi di iberikanjika ad 
pegawai yang rnelanggar 
aturan. 

Kasubbag kecamatan 
(wawancara, 28anaret 2016) 
Tidak, kurangnya sanksi yang 
diberikan bukan disebabkan 
oleh prosedur kerja yang salah. 
sanksi di berika11 sesuai dengan 
aturan yang berlaku 

S1afkecamatan (wawancara 28 
maret 2016) 
Tidak, kurangny.a sanksi yang 
diberikan bukan disebabkan 
oleh proses pencatatn yang 
salah. 
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PELAPORAN 

No. 
Data Dan Informasi 

Basil Penelusuran Dokumen-

Yang Ditemukan 
Dokumen Basil Pengamatan Basil Wawancara 

Rangkuman/Analisis/Kom 

(Data-data Sekunder) 
en tar Penulis 

Camat Tebing Trlnggi 
( wawancara, 24 Maret 20 16) : 
tidak, kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bukan 
karena pelaporan yang salah. 

Kurang optimalnya 
Akan tetapi kegiatan pelaporan 

pengawasan atasan 
harus dilakukan-dengan jelas 

langsung dalam 
dan akurat dalam kondisi 

memberikan bimbingan 
organisasi. Berdasarkan hasil 

kebawahan. Apakah hal 
25. Ill! disebabkan oleh 

Sekretaris Kecamatan Tebing 
wawancara dengan para 

pelaporan yang salah? 
Tinggi (wawancara, 24 Maret 

informan serta dari 

Jika iya apa alasannya? 
2016): 

pengamata IPenulis lakukan. 

Jika tidak apa 
tidak, kurang optimalnya 

Dalam hal ini, bukan 

alasannya? 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
bimbingan kepada bawahan 
bukan karena p61aporan yang 
salah. Akan tetapi kegiatan 
pelaporan harus .di!akukan 
secara konkrit. 
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Kasi(wawancara, 24 Maret 
2016) : 
tidak, kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
Iangsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bukan 
karena pelaporan yang salah. 
Akan tetapi kegiatan pelaporan 
harus dilakukan tepat waktu 
daam penyampaiian pelaporan 
terse but. 

Kepala Subbag (wawancara, 24 
Maret 20 I 6) : 
tidak, kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bukan 
Iauena pelaporan yang salah. 
Akan tetapi kegiatan pelaporan 
harus dilakukan.denganjujur 
serta langsung mengernai 
sasaran. 

- ! Staf 1 (wawancara, 24 Maret 

I 2016) : 
tidak, kurang op:timalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bukan 
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karena pelaporart yang salah. 
Akan tetapi kegiatan pelaporan 
harus dilakukan .dengan 
lengkap. 

Camat Tebing Tinggi 
(wawancara, 24 Maret 2016): 
Iya, barang inventaris di kantor 
camat tebing tinggi masih layak 
pakai. 
Tidak, lemahnya kinerja 
pegawai bukan disebabkan oleh 

Masih lemahnya 
proses pelaporar:1 yang salah. 

kinerja pegawai dalam 
Akan tetapi pengendalian diri 

menjalankan fungsi dan 
di bidang pelaporan akan 

tugasnya, J\pakah hal 
ntenjamin terbebasnya dari Berdasarkan hasil 

26. 
1111 disebabkan oleh 

kekeliruan dan kesalahan. wawancara dengan para 

pelaporan yang salah? 
informan serta dari 

Jika iya apa alasannya? 
Sekretaris Kecamatan Tebing pengamata jpenulis lakukan. 

Jika tidak apa 
Tinggi ( wawancara, 24 Maret Dalam hal ini, bukan 

alasnnya? 
2016): 
Tidak, lemahnya kinerja 
pegawai bukan disebabkan oleh 
proses pelaporam yang salah. 
Akan tetapi pela;poran 
merupakan kegiatan melapor 
sl uruh kegiatan kepada unit 
yang lebih tinggi. 
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Kasi(wawancara, 24 Maret 
2016) : 
Tidak, lemahnya kinerja 
pegawai bukan disebabkan oleh 
proses pelaporam yang salah. 
Akan tetapi pengendalian yang 
paling utama. 

Kepala Subbag (wawancara, 24 
Maret 20 16) : 
Tidak, lemahnya kinerja 
pegawai bukan disebabkan oleh 
proses pelaporam yang salah. 
Akan tetapi pegawainya harus 
di berikan diklat terlebih 
dahulu. 

Staf 1 (wawancara, 24 Maret 
2016): 
Tidak, lemahnya kinerja 
pegawai bukan disebabkan oleh 
proses pelaporan yang salah .. 

Kurangnya penguasaan Camat tebing tinggi 
atasan terhadap (wawancara, 28Jlllaret 2016) Berdasarkan hasil 
subtansi masalah yang Tidak, kurangnya penguasaan wawancara dengan para 

27. diawasi. Apakah hal ini atasan terhadap substansi informan serta dari 
disebabkan oleh masalah yang diawasi bukan pengamata \Penulis lakukan. 
pelaporan yang salah? disebabkan oleh proses Dalam hal ini, bukan 
Jika iya apa alasannya? pelaporan vang salah. Kegiatan 
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Jika tklak apa pelaporan dalam organisasi ini 
alasnnya? dapat dilakuakan secara lisan 

atau tulisan 

Sekretaris camat (wawancara, 
28 maret 2016) 
Tidak, kurangnya penguasaan 
atasan terhadap substansi 
rnasalah yang diawasi bukan 
disebabkan oleh proses 
pelaporan yang salah. Kegiatan 
pelaporan dalam organisasi 
dilakukan dengan penyampaian 
yang baik. 

Kasi kecamatan{ 28 maret 
2016) 
Tidak, kurangnya penguasaan 
atasan terhadap substansi 
masalah yang diawasi bukan 
disebabkan oleh proses 
pelaporan yang salah. Akan 
tetapi kegiatan pelaoran perlu 
dilakuan saling memberitahu. 

Kasubbag kecamatan (28 mare! 
2016) 
Tidak, kurangnya penguasaan 
atasan terhadap substansi 
masalah yang diawasi bukan 
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28. 

Kurangnya sanksi yang 
di berikan. Apakah hal 
1m disebabkan oleh 
pelaporan yang salah? 
Jika iya apa alasannya? 
Jika tidak apa 
alasnnya? 

disebabkan oleh proses 
pelaporan yang salah. Kegiatan 
pelaporan dalam organisasi 

Staffkecamatan (wawancara, 
28 maret 200 1.6) 
Tidak, kurangnya penguasaan 
atasan terhadap substansi 
masalah yang diawasi bukan 
disebabkan oleh proses 
pelaporan yang salah. 

Camat tebing tinggi (wawan 
cara 28 maret 2016) 
Tidak, kurangnya sanksi yang 
diberikan bukan disebabkan 
oleh proses pelaporan yang 
salah. Sanksi di berikan jika ada 
·pegawai yang melanggar aturan 
dan serta dilalmikannya 
pelaporan. 

Sekretaris camat (wawancara 28 
maret2016) 
Tidak,kurangnyasanksiyang 
diberikan bukan disebabkan 
oleh proses pelaporan yang 
salah. Sanksi di berikan kepada 
pegawai yang melanggar aturan 
serta di kenkan sanksi sesuai 

Berdasarkan hasil 
wawancara dengan para 
informan ,gerta dari 
pengarnata penulis lakukan. 
Dalam ha1 ini, bukan 
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aturan. 

Kasi kecamatan{wawancara 28 
maret 2016) 
Tidak, kurangnya sanksi yang 
diberikan bukan disebabkan 
oleh proses pelaporan yang 
salah. Sanksi di berikan kepada 
pegawai yang melanggar 
aturan. 

Kasubbag kecamatan (28 maret 
2016) 
Tidak,kurangnyasanksiyang 
diberikan bukan disebabkan 
o1eh proses pelaporan yang 
salah. Karena Sanksi di berikan 
untuk pegawai yang melanggar 
aturan di kenakan sanksis yang 
tegas, serta di buatlah 
pelaporannya. 

Staff kecamatan (wawancara, 
28 maret 20 16) 
Tidak, kurangnya sanksi yang 
diberikan bukan disebabkan 
oleh proses pelaporan yang 
salah .. 
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.--------------------------------------

SUPERVISI DAN INTERVIEW INTERN 

Data Dan Informasi 
Basil Penelusuran Dokumen-

Rangkuman/ Analisis/Ko 
Dokumen Basil Pengamatan Basil Wawancara 

No. 
Yang Ditemukan (Data-data Sekunder) 

mentar Penulis 

Camat Tebing 'finggi 
( wawancara, 29 Maret 20 16) : 
tidak, kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
araban kepada bawahan bukan 
karena supervisi dan review 

Kurang optimalnya intern yang salah. Akan tetapi 
pengawasan atasan kegiatan supervisi dan review 
langsung dalam intern harus dilakukan dengan 
memberikan bimbingan jelas sifat pembinaan bagi Berdasarkan basil 
kebawahan. Apakah hal person it wawancara dengan para 

29. 
In! disebabkan oleh informan serta dari 
Supervisi dan Review Sekretaris Kecamatan Tebing pengamata penulis 
Intern Pegawai yang 1finggi ( wawancara, 29 Maret lakukan. Dalam hal ini, 
salah? Jika Jya apa 2016): bukan 
alasannya? Jika tidak tidak, kurang optimalnya 
apa alasannya? pengawasan dari atasan 

- langsung dalam memberikan 
araban kepada bawahan bukan 
karena supervisi dan review 
intern yang salah. Akan tetapi 
kegiatansupervisi dan review 
intern harus dapat 
meningkatkan kinerja pegawai. 
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I 
I Kasi(wawancara, 29 Maret 
' 

I 
2016): 
tidak, kurang optimalnya I 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bukan 
karena supervisi dan review 
intern yang salah. Akan tetapi 
kegiatan supervisi dan review 
intern harus dengab metode 
yang tepat 

Kepala Subbag (wawancara, 29 
Maret2016): 
tidak, kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bukan 
karena supervisi dan review 
intern yang salah. Akan tetapi 
kegiatan supervisi dan review 
intern harus dapat di lakukan 
secara realistis. 

Staf l (wawancara, 29 Maret 
2016): 

! ti dak, kurang optimalnya 
i pengawasan dari atasan 
I 
i langsung dalam memberikan 
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,--------------------~---

30. 

Masih Iemahnya 
kinerja pegawai dalam 
menjalankan fungsi dan 
tugasnya, Apakah hal 
m1 diseiDabkan oleh 
Supervisi dan Review 
Intern pegawa1 yang 
salah? Jika 1ya apa 
alasannyao/ Jika tidak 
apa alasnnya? 

arahan kepada bawahan bukan 
karena supervisi dan review 
intern yang salah. Akan tetapi 
kegiatan supervisi dan review 
intern harus jelas. 

Camat Tebing Iinggi 
(wawancara, 29 Maret 2016): 
ya, Iemahnya kinerja pegawai 
disebabkan oleh super yang 
salah. Akan tetapi pengendalian 
dari diri pegawai tersebut yang 
kurang. Sehingga perlu adanya 
pengawasan dan tindak Ianjut 
yangjelas. 

Sekretaris Kecamatan Tebing 
1finggi (wawancara, 29 Maret 
2016): 
1I"idak, Iemahnya kinerj a 
pegawai bukan disebabkan oleh 
supervisi dan review intern 
yang salah. Akan tetapi 
memang perlu adanya evaluasi 
dari akhir kegiatan yang 
dilakukan supaya menjadi 
pandangan untuk selanjutnya. 

Kasi(wawancara, 29 Maret 
2016): 

Berdasarkan hasil 
wawancara dengan para 
inforrnan serta dari 
pengamata penulis 
Iakukan. Dalam hal ini, 
bukan 
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ya, lemahnya kine~ja pegawai 
dapat juga di sebabkan 
disebabkan oleh supervisi dan 
review intern salah. Maka clari 
itu perlu adanya kegiatan 
eva! uasi intern. 

Kepala Subbag (wawancara, 29 
Maret 2016): 
Tidak, lemahnya kinerja 
pegawai bukan disebabkan oleh 
supervisi dan review intern 
yang salah. Akan tetapi perlu 
adanya kegiatan evaluasi. 

Staf 1 (wawancara, 29 Maret 
2016): 
Tidak, Iemahnya kinerja 
pegawai bukan disebabkan oleh 
supervisi dan review intern 
yang salah. 
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31. 

Kurangnya sanksi yang 
di berikan kepada 
pegawai. Apakah hal 
mt disebabkan oleh 
Supervisi dan Review 
Intern pegawai yang 
salah? Jika iya apa 
alasannya? Jika tidak 
apa alasnnya? 

Camat T'ebing Tinggi 
(wawancara, 24 Maret 2016) : 
Iya,Kurangnya sanksi yang di 
berikan kepada pegawai yang 
melanggar aturan dapat juga 
disebah'kan oleh Supervisi dan 
Review Intern pegawai yang 
salah. Apabila hasil evaluasinya 
salah maka pegawai yang 
melaksanakan kegiatam dapat 
melakukan penyelewengan. 

Sekretaris Kecamatan Tebing 
Tinggi (wawancara, 24 Maret 
2016) : 
Tidak, Kurangnya sanksi yang 
di berikan kepada pegawai yang 
melanggar aturan bukan 
disebab:kan oleh Supervisi dan 
Review Intern pegawai yang 
salah. Akan tetapi pengendal ian 
diri masing-masing pegawaillah 
yang dapat menentukan untuk 
melakukan hal baik atau buruk. 

Kasi(wawancara, 24 Maret 
2016) : 
Iya Kurangnya sanksi yang di 
berikan kepada pegawai dapat 
·u a disebabkan oleh Su ervisi 

Berdasarkan hasil 
wawancara dengan para 
informan serta dari 
pengamata penulis 
lakukan. Dalam hal ini, 
bukan 
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dan Review Intern pegawai 
yang salah. Maka dari itu dapat 
melakukan review intern harus 
tepat. 

Kepala Subbag (wawancara, 24 
Maret 20 16) : 
Iya ada, a, Kurangnya sanksi 
yang di berikan pegawai yang 
melanggar aturan dapatjuga 
disebabkan oleh Supervisi dan 
Review Intern pegawai yang 
salah. Maka dari itu hasil 
melakukan supervise dan 
review intern harus;ah ada 
tindak lanjut 

Staf I (wawancara, 24 Maret 
2016): 
Iya ada, 
Iya, Kurangnya sanksi yang di 
berikan kepada pegawai yang 
melanggar aturan dapat 
disebabkan oleh Supervisi dan 
Review Intern pegawai yang 
salah. Maka harus dilakukan 
dengan sungguh-sungguh. 
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No 

33. 

PELAKSANAAN PENGAWASAN 
PEMANTAUAN 
Data Dan lnformasi 
Yang Ditemukan 

Kurang optimalnya 
pengawasan atasan 
langsun;g dalam 
memberikan bimbingan 
kebawaban. Apakab hal 
1m disebabkan oleh 
proses pemantauan 
terhadap pegawai yang 
salah? Jika iya apa 
alasann.ya? Jika tidak 
apa alasannya 7 

Basil Penelusuran Dolmmen
Dokumen 

Data-data Sekunder 

Tersedia, pemantauan pegawai 
dalam menjalankan tupiDksi 
sesuai perbup 42 tahun 2012 ttg 
struktur organisasi di kecamatan 
kabupaten empat lawang 

Basil Pengamatan 

Tersedia, 
pemantauan 
pegawai dalam 
menjalankan tupoksi 
sesuai perbup 4 2 
tahun 2012 ttg 
struktur organisasi di 
kecamatan 
kabupaten em pat 
lawang 

Hasil Wawancara 

Camat tebing tinggi 
( wawancara, 29 maret 20U 6) 
tidak, kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
Iangsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bukan 
karena proses pemantauan 
yang salah. Akan tetapi 
kegiatan pemantauan harus 
dilakukan dengan 
berkelanjutan akurat dalam 
kondisi organisasi. Serta proses 
pemantauan sebaiknya 
dilakukan oleh seluruh pegawai. 

Sekretaris camat (wawancara, 
29 maret 2016) 
tidak, kurang optimalnya 
penga was an dari atasan 
langsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bukan 
karena proses pemantauan 
yang salah. Akan tetapi 
pemantauan harus ditanamkan 
ke ada diri setia e awa1 

Keterangan 

Berdasarkan hasil 
wawancara dengan para 
informan serta dari 
pengamata penulis 
lakukan. Dalam hal ini, 
proses pemantauan 
kegiatan yang ada 
dikecamatan tebing tinggi 
jangan di bebankan kepada 
camat selaku atasan akan 
tetapi harus dpat dilakukan 
oleh seluruh pegawai agar 
teciptanya lingkungan yang 
kondusif 
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bukan banya kepada pimpinan 
saJa 
kasi trantib ( wawancara, 29 
maret 2016) 
tidak, kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
araban kepada bawaban bukan 
karena proses pemantauan 
yang salab. Akan tetapi yang 
melakukan pemantauan barus 
dilakukan kepada selurub 
pegawat 

kasubbag kepegawaian 
(wawancara, 29 maret 2016) 
tidak, kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
araban kepada bawaban bukan 
karena proses pemantauan 
yang salab. Akan tetapi 
pemantauan dilakukan oleb 
selurub pegawai. 

Stafkecamatan (wawancara, 29 
maret 2016) 
tidak, kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
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araban kepada bawahan bukan 
karena proses pemantauan 
yang salah. 

34. Masih lemahnya Masih banya Camat Tebing Tinggi Berdasarkan hasil 
kinerja pegav•ai dalam pegawai yang befikir (wawancara, 29 Maret 2016): wawancara dengan para 
menjalankan fungsi dan melakukan lridak, lemahnya kinerj a informan serta dari 
tugasnya, Apakah hal pekerjaan harus pegawai bukan disebabkan oleh pengamatan penulis 
ini disebabkan oleh diawasi ]llimpinan. proses pemantauan yang salah lakukan. Dalam hal ini, 
kurangnya proses atau kurang merasa di awasi. lemahnya kinerja pegawai 
pemantauan terhadap Akan tetapi sebaiknya setiap bukan bukan disebabkan 
pegawai? Jika iya apa pegawai melakukan oleh kurangnya 
alasannya? Jika tidak pengendalian diri agar dapat pengawasan dari atasan. 
apa alasnnya? terciptanya kegiatan sebaik Akan tetapi lemahnya 

mungkin. kinerja pegawai 
disebabkan oleh adanya 

Sekretaris Kecamatan Tebing budaya/rasa harus diawas·i 
[inggi (wawancara, 29 Maret dalam melakukan 
2016): pekeijaan. Jika atasan 
[idak, lemahnya kinerja kurang mengawasi maka 

I pegawai bukan disebabkan oleh pegawainyapun ikut 
I harus dilakukan pemantauan bermalas-malsan. 

kepada pegawaii itu setian saat. 
Memang benar kita selaku 
atasan melakukan 
pemantauan/mengecek 
pegawai. Akan ietapi adanya 

I kesadaran bagi :setiap pegawai 
untuk melaksanakan 
tupokksinya. 
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Kasi(wawancara, 29 Maret 
2016): 
iya, lemahnya kinerja pegawai 
terkadang disebabkan oleh 
kurangnya proses pemantauan 
dari atasan, Akan tetapi 
sebaiknya tanpa adanya 
pengawasan pegawai harus 
profesional menjalankan 
tupoksinya serta harus ada 
pengendalian diri dari masing-
masing pegawai. 

Kepala Subbag (wawancara, 29 
Maret 2016): 
1I'idak, Iemahnya kinerja 
pegawai bukan disebabkan oleh 
proses pemantauan salah. Akan 

. tetapi setiap pegawai harus 
mempunyai pelilgendalian diri 
masing-masing. 

Staf I (wawancara, 29 Maret 
2016): 
iya, lemahnya kinerja pegawai 
disebabkan oleh kurangnya 
pemantauan yang dilakukan 
atasan. Akan tetapi 
untukmenjadi pegawai yang 
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36. Kurangnya sanksi yang 
di berikan. Apakah hal 
ini disebabkan oleh 
proses pemantauan 
terhadap pegawai yang 
salah? Ji!ka 1ya apa 
alasannya? Jika tidak 
apa alasnnya? 

yang handal sebaiknya 
malakukan pekerjaan atau 
bekerja tanpa perlu adanya 
pengawasan dari atasan .. 

Camat Tebing Tinggi 
(wawancara, 29 Maret 2016): 
1fidak, Kurangnya sanksi yang 
di berikan kepada pegawai yamg 
melanggar aturan. Bukan 
disebabkan oleh kurangnya 
pemantauan terhadap pegawai 
yang salah. Akan tetapi 
pemberian sanksi sudah sesuai 
dengan aturan yang ada. 

Sekretaris Kecamatan Tebing 
][inggi (wawancara, 29 Maret 
2016): 
][idak,Kurangnyasanksiyang 
di berikan kepada pegawai yang 
melanggar aturan. Bukan 
disebabkan oleh kurangnya 
pemantauan terlhadap pegawai 
yang salah. Akan tetapi 
pemberian sanksi sudah sesuai 
dengan aturan yang berlaku. 
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Kasi(wawancara, 29 Maret 
2016) : 
lfidak, Kurangnya sanksi yang 
di berikan kepada pegawai yang 
melanggar aturan. Bukan 
disebabkan oleh kurangnya 
pemantauan tenhadap pegawai 
yang salah. Akan tetapi perlu 
adanya pem berian sanksi yang 
tegas. 

Kepala Subbag (wawancara, 29 
Maret 2016) : 
lfidak, Kurangnya sanksi yang 
di berikan kepada pegawai yang 
melanggar aturan. Bukan 
disebabkan oleh kurangnya 
pemantauan te!ihadap pegawai 
yang salah. Akan tetapi 
pemberian sanksi sesuai dengan 
kesalahan yang dilakukan. 

Staf 1 (wawancara, 29 Maret 
2016): 
lfidak, Kurangnya sanksi yang 
di berikan kepada pegawai yaag 
melanggar aturan. Bukan 
disebabkan oleh kurangnya 
pemantauan terihadap pegawai 
yang salah. Akan tetapi 
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pemberian sanksi sudah sesuai 
dengan aturan yang ada. 

PEMERIKSAAN 

No Data Dan lnformasi Hasil Penelusuran Dokumen- Hasil Pengamatan Hasil Wawancara Keterangan 
Yang Ditemukan Dokumen 

(Data-data Sekunder) 
37. Kurang optimalnya Camat Tebing Tinggi Berdasarkan hasil 

pengawasan atasan (wawancara, 29 Maret 2016): wawancara dengan para 
langsung dalam tidak, kurang optimalnya infonnan serta dari 
memberikan bimbingan pengawasan dari atasan pengamata penulis 
kebawahan. Apakah hal langsung dalam memberikan lakukan. Dalam hal ini, 
IDI diselDabkan oleh araban kepada bawahan bukan bukan 
kuranya !Pemeriksaan karena kurangnya pemeriksaan 
basil kerja pegawai hasil kerja pegawai. Akan tetapi 
yang salah? Jika IYa kegiatan pemerikasaan hasil 
apa alasannya? Jika kerja pegawai hams dilakukan 
tidak apa alasannya? dengan bertahap, jelas dan 

akurat dalam kondisi organisasi 

Sekretaris Kecamatan Tebing 

- 'ii'inggi (wawancara, 29 Maret 
2016): 
tidak, kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bukan 
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karena kurangnya pemeriksaan 
hasil kerja pegawai. Akan tetapi 
kegiatan pemeriksaan hasil 
kerja pegawai barus dilakukan 
dengan secaramenyeluruh dan 
hati-hati. 

Kasi(wawancara, 29 Maret 
- 2016) : 

tidak, kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bukan 
karena kurangeya pemeriksaan 
hasil kerja pegawai yang salah. 
Akan tetapi kegiatan 
pemeriksaan hasil kerja 
pegawai harus dilakukan secara 
berj en jan g. 

Kepala Sub bag (wawancara, 29 
Maret 20 16) : 
tidak, kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bukan 
karena kuranya pemeriksaan 
hasil kerja pegawai yang salah. 
Akan tetapi kegiatan 
pemeriksaan hasil keria 
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pegawai barus dilakukan 
dengan jelas. 

Staf I (wawancara, 29 Maret 
20 16) : 
tidak, kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
araban kepada bawaban bukan 
karena kurangnya pemeriksaan 
basil kerja pegawai yang salah. 
Akan tetapi kegiatan 
pemeriksaan basil kerja 
pegawai harus dilakukan oleh 
pimpinan. 

38. Masih lemabnya Camat Tebing Iinggi Berdasarkan basil 

kinerja pegawai dalam (wawancara, 29 Maret 2016): wawancara dengan para 

menjalankan fungsi dan '['idak, lemahnya kinerja informan serta dari 

tugasnya, Apakah hal pegawai bukan disebabkan oleb pengamata penulis 

Ill! disebabkan oleh kurangnya pemeriksaaan basil lakukan. Dalam hal ini, 

kurangya kerja pegawai. Akan tetapi bukan 

pemeriksaan basil bendaklab pegawai memiliki 

kerja pegawai yang rasa tanggungjawab masing-

salab? Jika iya apa masing pribadi . 

alasannya? Jika tidak 
apa alasnnya? Sekretaris Kecamatan Tebing 

'ifinggi (wawancara, 29 Maret 
2016) : 
Tidak, lemabnva kinerja 
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pegawai bukan disebabkan oleh 
kurangnya pemeriksaan hasil 
kerja pegawai. Akan tetapi 
setiap pegawai Jharus dapat 
mengerjakan t(\gasnya secar 
tepat waktu. 

Kasi(wawancata, 29 Maret 
2016): 
1f'idak, lemahnya kinerj a 
pegawai bukan disebabkan oleh 
kurangnya pemeriksaan hasil 
kerja pegawai. Akan tetapi 
Peharus mempunyai tanggung 
j a wah masing-masing 

Kepala Subbag (wawancara, 29 
Maret 2016): 
'['idak, lemahnya kinerja 
pegawai bukan disebabkan oleh 
kurangnya pemeriksaan hasil 
kerja pegawai. ·Akan tetapi 
pewai hendaklah mempunyai 
kesadaran untuk mengerjakan 
tugas dan fungsinya. 

Staf 1 (wawancara, 29 Maret 
2016): 
'['idak, lemahnya kinerja 

i pegawai bukan disebabkan oleh 
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kurangnya pemeriksaan basil 
kelja pegawai. Akan tetapi 
pegawai harus dapat 
menyelesaikan rtw:ras-tuf!asnva. 

40. Kurangnya sanksi yang Camat Tebing Tinggi Berdasarkan basil 
di berikan. Apakah hal (wawancara, 29 Maret 2016): wawancara dengan para 
Ill! diselDabkan oleh 1fidak, Kurangnya sanksi yang informan serta dari 
kurangnya diberikan bukan disebabkan pengamata penulis 
pemeriksaan basil oleh kurangya pemeriksaan lakukan. Dalam hal ini, 
kerja pegawai yang basil kerja pegawai, akan tetapi bukan 
salah? Ji!ka IYa apa Sanksi yang di berikan sesuai 
alasannya9 Jika tidak dengan aturan yang 
apa alasnnya? dilanggamya, dan sesuai 

dengan aturan yang berlaku. 

Sekretaris Kecamatan Tebing 
1finggi (wawancara, 29 Maret 
2016): 
1ridak, Kurangnya sanksi yang 
diberikan bukan disebabkan 
oleh kurangya pemeriksaan 
basil kerja pegawai, akan tetapi 
sanksi yang diberikan harus 
melihat terlebih dahulu 
pelnaggaran apa yang telah 
dilakukan. 

Kasi(wawancara, 29 Maret 
2016): 
fidak, Kurangnva sanksi vang 
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diberikan bukan disebabkan 
oleh kurangya pemeriksaan 
hasil kerja pegawai, akan tetapi 
Kesalahan yang dilakukan hams 
mendapatkan sanksi sesuai 
aturan yang ditetapkan 

Kepala Subbag (wawancara, 29 
Maret 2016): 
Iya, Kurangnya sanksi yang 
diberikan dapat disebabkan oleh 
kmangya pemeriksaan hasil 
kerja pegawai, sehingga 
menyebabkan tidak tercapainya 
tujuan dari organisasi tersebut 

Staf 1 (wawancara, 29 Maret 
2016): 
Iya, Kurangnya sanksi yang 
diberikan disebabkan oleh 
kurangya pemeriksaan hasil 
kerja pegawai, sehingga banyak 
pegawai yang melakukan 
pelanggaran. 
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EVALUA!SI 
No Data Dan Informasi Basil Penelll!luran Dokumen- Basil Pengamatan Hasil Wawancara Keterangan 

Yang Ditemukan Dokumen 
(Data-data Sekunder) 

41. Kurang optimalnya Camat Tebing 'finggi Berdasarkan basil 

pengawasan atasan (wawancara, 29 Maret 2016): wawancara dengan para 

langsung dalam tidak, kurang optimalnya informan serta dari 

memberikan bimbingan pengawasan dari atasan pengamata penulis 

kebawahan. Apakah hal langsung dalam memberikan lakukan. Dalam hal ini, 

ini dise!Dabkan oleh araban kepada bawahan bukan Proses penilaian kinerja 

basil Ev.aluasi yang karena basil eva! uasi yang serta tanggungjawab unttik 

salah? Jifka Jya apa salah. Akan tetapi kegiatan basil menilai kinerja bawahan 

alasannya? Jika tidak evaluasi barus dilakukan barus dapat menjamin 

apa alasannya? dengan mempersiapkan data- konsstensi penilaian, serta 
data yang dibutubkan, j elas dan mengamati secara langsung 
akurat dalam kondisi organisasi secara rutin. 

Sekretaris Kecamatan Tebing 
[inggi (wawancara, 29 Maret 
2016): 
tidak, kurang optimalnya 
penga was an dari atasan 
langsung dalam memberikan 
araban kepada bawaban bukan 
karena basil evaluasi yang 
salab. Akan tetapi kegiatan 
eva! uasi barus dilakukan 
dengan tepat sasaran 
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Kasi(wawancara, 29 Maret 
2016) : 
tidak, kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bukan 
karena hasil evaluasi yang 
salah. Akan tetapi kegiatan 
evaluasi harus dilakukan 
dengan jelas dan akurat dalallil 
kondisi organisasi 

Kepala Subbag (wawancara, 29 
Maret 2016): 
tidak, kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bukan 
karena hasil evaluasi yang 
salah. Akan tetapi kegiatan 
evaluasi harus dilakukan 
dengan membuat kriteria yang 
telah ditentukam 

Staf 1 (wawancara, 29 Maret 
2016): 
tidak, kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bukan 
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karena haasil evaluasi yang 
salah. Akan tetapi kegiatan 
evaluasi harus .dilakukan 
dengan adanya gerakan 
tindaklanjut dari basil evaluasi 
tersebut. 

42. Masih lemahnya Ketika basil tugas Camat Tebing Iinggi Berdasarkan basil 
kinerja pegawai dalam individu sulit untuk (wawancara, 29 Maret 2016): wawancara dengan para 
menjalankan fungsi dan di tentukan , 'ifidak, lemahnya kinerja infonnan serta dari 
tugasnya, Apakah hal organisasi dapat pegawai bukan disebabkan oleh pengamata penulis 
lnl disebabkan oleh mengevaluasi basil evaluasi yang salah. Akan lakukan. Dalam hal ini, 
basil evaluasi yang perilaku seseorang tetapi j ika pegawai memahami Proses penilaian kineija 
salah? Jlka 1ya apa yang terkait dengan tujuan dan kriteria Mempersiapkan data-data 
alasannya9 Jika tidak tugas atau untuk eva! uasi, mereka yang dibutuhkan, buat 
apa alasnnya? kompetensi memiliki posisi yang baik untak penilaian, selenggrakan 

menilai kinerja mereka sendiri. pertemuan,serahkan basil 
penilaian, bahas basil 

Sekretaris Kecamatan Tebing penilaian,informasikan 
iinggi (wawancara, 29 Maret rencana pengembangan 
2016): serta tanggungjawab dalam 
1fidak, lemahnya kineija melaksanakan pekeijaan. 
pegawai bukan disebabkan oleh 
hasil evaluasi yang salah. Akan 
tetapi evaluasi kinerja dilakukan 
secara berkala. 

Kasi(wawancat:a, 29 Maret 
2016): 
Tidak, lemahllY_a kinerja 

168 

42994.pdf 



pegawai bukan disebabkan oleh 
basil evaluasi yang salah. Akan 
tetapi evaluasi penilaian dapat 
dilakukan secara rutin. 

Kepala Subbag (wawancara, 29 
Maret 2016): 
'!ridak, lemahnya kinerja 
pegawai bukan disebabkan oleh 
basil evaluasi yang salah. Akan 
tetapi penilaian kinerja pegawai 
hams berkaitan dengan 
pekerjaan yang dilakukan. 

Staf I (wawancara, 29 Maret 
2016) : 
lridak, lemahnya kinerja 
pegawai bukan disebabkan oleh 
basil evaluasi yang salah. Akan 
tetapi basil evaluasi tersebut 
dapat mendukung tujuan dari 
orgamsas1. 

44. Kurangnya sanksi yang ketika kurangnya Camat Tebing Iinggi Berdasarkan basil 
di berikan. Apakah hal sanksi yang (wawancara, 29 Maret 2016): wawancara dengan para 
In! disebabkan oleh diberikan. Para 1l'idak, Kurangnya sanksi yang informan serta dari 
basil evaluasi yang elevator mencatat diberikan bukan disebabkan pengamata penulis 
salah? Jilka tya apa tindakan!prilaku oleh hasil evaluasi kelja lakukan. Dalam hal 
alasannya? Jika tidak kerja pegawai baik pegawai yang salah, akan tetapi ini,hasil dari evaluasi yan_g 
apa alasannya? yang sebaiknva kita bersama-sama di dapat serta pemberian 
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positif/negative. menjadi elevat0r untuk sanksi yang di berikan 
mengawasi satu sama lainnya. kepada pegawai menjadi 
Jangan hanya beranggapan pembelajan bagi pegawai 
bahwa tugas yang mengawasi yang melanggar aturan. 
hanya menjdi tugas pemimpin 
organisasi saja. Tapi 
biasakanlah mempunyai rasa 
menjadi tanggungjawab 
bersama. 

Sekretaris Kecamatan Tebing 
'['inggi (wawancara, 29 Maret 
2016): 
Kurangnya sanksi yang 
diberikan bukan disebabkan 
oleh basil evaluasi kerja 
pegawai yang salah, akan tetapi 
penilaian menempatkan seluruh 
pegawai secara keseluruhan. 

Kasi(wawancata, 29 Maret 
2016): 
Kurangnya sanksi yang 
diberikan bukan disebabkan 
oleh basil evaluasi kerja 
pegawai yang salah, akan tetapi 
penilaian kinerja diharapkan 
menjadi motivasi bagi pegawai. 
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Kepala Subbag (wawancara, 29 
Maret 2016): 
Kurangnya sanksi yang 
diberikan bukan disebabkan 
oleh hasil evaluasi keija 
pegawai yang salah, akan tetapi 
diharapka dapat meningkatkan 
kualitas dari pegawai tersebut 

Staf I (wawancara, 29 Maret 
2016): 
Kurangnya sanksi yang 
diberikan bukan disebabkan 
oleh hasil evaluasi keija 
pegawai yang salah, akan tetapi 
Hasil evaluasi llllenjadi motivasi 

; bagi pegawai. 
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No 

45. 

TINDAKLANJUT 
BIMBINGAN 

Data Dan Informasi 
Yang Ditemukan 

Kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
secara langsung. 
Apakah hal 

.. 
In! 

disebabkan oleh faktor 
bimbingan dari 
atasan yang salah? 
Jika iya aJ!la alasannya? 
Jika tidak apa 
alasnnya? 
tidak apaalasannya? 

Hasil Penelusuran Dokumen-
Dokumen 

I (Data-data Sekunder) 

Hasil Pengamatan Hasil Wawancara Keterangan 

Bimbingan/pembinaan Camat TebingTinggi Berdasarkan hasil 
dilakukan dengan (wawancara, 29 Maret 2016) ~ wawancara dengan para 
maksud agar kegiatan tidak, kurang optimalnya informan serta dari 
program dilaksanakan pengawasan dari atasan pengamata penulis 
sesuai demgan rencana langsung dalam memberikan lakukan. Dalam hal ini, 
sehingga tidak arahan kepada bawahan buka:n bukan 
menyimpang dari hal- karena bimbingan dari atasan 
hal yang telah yang salah. Akan tetapi 
direncanakan. bimbingan darn atasan 

dilakukan dalam bentuk 
pembinaan personil secara 
menyeluruh dengan 
menciptakan kesadaran kepada 
masing-masing individu 
pegawa1 

Sekretaris Kecamatan Tebing 
Tinggi (wawancara, 29 Maret 
2016) : 
tidak, kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bukan 
karena faktor bimbingan dari 
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atasan yang salah. Akan tetapi 
kegiatan berupa bimbingan dari 
atasan penting di lakukan 
berupa pembinaan kepada 
bawahan dengan cara 
menberikan dorongan motivasi. 

Kasi(wawancara, 29 Maret 
2016): 
tidak, kurang 0ptimalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bukan 
faktor bimbingan dari atasan 
:Yang salah. Akan tetapi 
kegiatan pembinaan dari atasan 
harus dilakukan dengan je1as 
dan akurat dalam kondisi 
orgamsas1 

Kepala Sub bag (wawancara, 29 
Maret 2016): 
tidak, kurang 0ptimalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bukan 
karena faktor bimbingan dari 
atasan yang salah. Akan tetapi 
kegiatan pembinaan harus 
dilakukan dengan dengan 
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menyusllll strategi secara 
bersama-sama. 

Staf I (wawancara, 29 Maret 
2016): 
tidak, kurang optima1nya 
pengawasan dari atasan 
1angsung da1am memberikan 
araban kepada bawahan bukan 
karena faktor bimbingan dari 
atasan yang salah. Akan tetapi 
kegiatan pembinaan hams 
dilakukan. 

46. Masih lemahnya Dalam ramgka usaha Camat Tebing'Tinggi Berdasarkan hasil 
kinerja p~gawai dalam untuk lebih menjamin (wawancara, 29 Maret 2016):: wawancara dengan para 
menjalankan fungsi objektivitas dalam Tidak, 1emahnya kinerja inform an serta dari 
dan tugasnya, Apakah pembinaan pegawai pegawai bukan disebabkan oleh pengamatan penulis 
hal ini disebabkan oleh negeri sipil faktor bimbingan dari atasan lakukan. Dalam hal ini, 
faktor bimbingan berdasarkan sistem :Yang salah. Akan tetapi tujuan diadakannya 
dari atasan yang karir dan prestasi bimbingan dan pembinaan penilaian kinerja 
salah? Jika 1ya apa kerja, mak:a perlu perlu dilakukan agar dapat pegawawa1 secara umum : 
alasannya? Jika tidak diadakan peni1aian melihat serta menilai kondisi Agar dapat dijadikan 
apa alasnnya? pelaksanaan pekeijaan pelaksanaan pekerj aan meninjau ulang kinerja 

pegawai negeri sipil pegawa1. masa lalu, agar dapat 
memperoleh data yang 

Sekretaris Kecamatan Tebing pasti, dapat memeriksa 
Tinggi (wawancara, 29 Maret kemampuan organisasi dan 
2016): individu (pegawai), dapat 
Tidak, 1emahn¥a kineria me1ihat or<:stesi keria 
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pegawai bukan disebabkan oleh pegawa1. 
faktor bimbingan yang salah. 
Akan tetapi pembinaan dapat di 
berikan kepada pegawai berupa 
pelatihan diri, pengembangan 
keterampilan, dan wawawsan 
dalam berorganisasi. 

Kasi(wawancara, 29 Maret 
2016) : 
Tidak, lemahnya kinerja 
pegawai bukan disebabkan oleh 
faktor bimbingan dari atasan 
yang salah. Akan tetapi 
pembinaan dilakukan agar 
menjaga atau memperbaiki 
keadaan sebagaimana mestinya 

Kepala Subbag (wawancara, 29 
Maret 2016): 
Tidak, lemahnya kinerja 
pegawai bukan disebabkan oleh 
faktor bimbingan dari atasan 
-yang salah. Akan tetapi 
pembinaan dilakasanakan 
untuk meningkatkan efektifitas 
dan efisiensi kerja pegawai. 
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Staf I (wawancara, 29 Maret 
2016): 
Tidak, lemahn:ya kinerja 
pegawai bukan disebabkan ol.eh 
faktor bimbingan dari atasan 
yang salah. Akan tetapi tujuna 
dari pembinaan untuk 
tercapainya tujuan dalam 
orgamsas1 

48. Kurangnya sanksi yang Bimbingan dan Camat Tebing'Tinggi Berdasarkan hasil 
di berikan. Apakah hal pembinaan yang (wawancara, 29 Maret 2016): wawancara dengan para 
m1 disebabkan oleh dilakukan oleh atasan Tidak, Kurangnya sanksi yang informan serta dari 
faktor bimbingan dengan tuij uan diberikan bukan disebabkan pengamata penulis 
dari atasan yang mengarahkan pegawai oleh kurangya·pemeriksaan lakukan. Dalam hal ini, 
salah? Ji'ka iya apa untuk menjamin hasil kerja pegawai, akan tetlljpi bukan 
alasannya? Jika tidak, penyelenggaraan pembinaan dilakukan dengan 
apa alasnnya? tugas-tugas tujuan untuk naeningkatkan Karena tanpa atau 

pemerinta:han dan mutu dan keterampilan. kurangnya perhatian dan 
pembanguman secara pembinaan terhadap 
berdaya guna dan Sekretaris Kecamatan Tebing pegawai dalam suatu 
hasil guna. Tinggi (wawancara, 29 Maret pemerintahan akan 

20 16) : menimbulikan berbagai 
Tidak, Kurangnya sanksi yang efek yang .dapat 
diberikan bukan disebabkan mengancam organisasi 
oleh kurangya pemeriksaan kecamatan. 
hasil kerja pegawai, akan teta,pi 
pembinaan dilakuakn pegawai 
_yanng cermat dan aparatur 
yang bersih serta berwibawa. 
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Kasi(wawancara, 29 Maret 
2016): 
Tidak, Kurangnya sanksi yang 
diberikan bukan disebabkan 
oleh faktor bimbingan dari 
atasan, akan tetapi 
dilakukannya pembinaan untlllk 
ilkim kerja ya!lg serasi dan 
menjamin kesejahteraan 
jasmani maupl!ln rohani. 

Kepala Subbag (wawancara, 29 
Maret 20 16) : 
Tidak, Kurangnya sanksi yang 
diberikan bukan disebabkan 
o1eh faktor bimbingan dari 
atasan yang salah, akan tetapi 
diadakannya pembinaan 
bertujuan menyebarkan 
manfaat bagi pegawai secara 
terpadu. 

Staf 1 (wawancara, 29 Maret 
2016): 
Tidak, Kurangnya sanksi yang 
diberikan bukan disebabkan 
oleh faktor pembinaan dari 

- atasan yang salah, akan tetapi 
dilakukannya pembinaan untuk 
memberikan manfaat. 
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PENGARAHANDANPETUNJUK 
No Data Dan Informasi Basil Penelusuran Dokumen- Basil Pengamatan Basil Wawancara Keterangan 

Yang Ditemukan Dokumen 
(Data-data Sekunder) 

49. Kurang optimalnya Pemberian Camat Tebing Tinggi Berdasarkan hasil 
pengawasan dari atasan pengarahan dan (wawancara, 29 Maret 2016): wawancara dengan para 
secara langsung. petunjuk kepada tidak, kurang optimalnya informan serta dari 
Apakah hal ini pegawai merupakan pengawasan dari atasan pengamata penulis 
disebabkan oleh sebuah sarana langsung dalarn memberikan lakukan . .Dalarn hal ini, 
pemberian pembinaan bagi araban kepada bawahan bukan untu mengopyimalkan 
pengarahan dan pegawai lllegeri sipil karena pemberian pengarahan pengawasan secar langsung 
Petunjuk kepada dan petunjuk yang salah. Akan dapat dilakukan dengan 
pegawai yang salah? tetapi kegiatan IPemberian cara Peningkatan peran 
Jika iya apa alasannya? pengarahan dan petunjuk apatarur dalam 
Jika tidak apa kepada pegawai harus penyelenggaraan 
alasannya9 dilakukan dengan jelas dan pembangunan dan tentu 

akurat dalam kondisi organisasi. tidak terlepas dari masing-
masing tupoksinya. 

Sekretaris Kecamatan Tebing 
lfinggi (wawancara, 29 Maret 
20 16) : 
tidak, kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
araban kepada bawahan bukan 
karena pemberian pengarahan 
dan petunjuk kepada pegawai 
yang salah. Akan tetapi dalam 
pemberian_p_engarahan dan 
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petunjuk kepada pegawai hams 
memiliki dasarkonkrit dalam 
penyampa~annya. 

Kasi(wawancar.a, 29 Maret 
2016): 
tidak, kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bukan 
karena pemberian pengarahan 
dan petunjuk kepada pegawai 
yang salah. Akan tetapi 
kegiatan pemberian pengarahan 
dan petunjuk harus dilakukan 
dengan tepat sasarannya. 

Kepala Subbag (wawancara, 29 
Maret 20 16) : 
tidak, kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bukan 
karena pemberian pengarahan 
dan petunjuk kepada pegawai 
yang salah. Akan tetapi 
kegiatan pemberian pengarahan 
dan petunjuk harus dilakukan 
dengan jelas dan akurat dalam 
kondisi organisasi. 
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Staf I (wawancara, 29 Maret 
2016) : 
tidak, kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bukan 
karena pemberian pengarahan 
dan petunjuk kepada apegawai 
yang salah. Akan tetapi 
kegiatan pemberian pengarahan 
dan petunjuk harus dilakukan 
kare termasuk dalam proses 
pembinaan. 

50. Masih lemahnya dari basil Camat Tebing Tinggi Berdasarkan basil 
kinerj a pegawai dalam pengamatan (wawancara, 29 Maret 2016): wawancara dengan para 
menjalankan fungsi dan pemberian 1ridak, lemahnya kinerja infom1an serta dari 
tugasnya, Apakah hal pengarahan dan pegawai bukan disebabkan oleh pengamata penulis 
ini dise'babkan oleh petunjuk kepada pemberian pengarahan dan lakukan. Dalam hal ini, 
pemberian pegawai dilakukan petunjuk yang salah. Akan pengarahan bertujuan 
pengarahan dan oleh pemimpin tetapi lemahnya kinerja pegawai sebagai fungsi manajemen 
petunjuk kepada untuk menggerakan, karena kurangnya memiliki rasa yang berhubungan dengan 
pegawai yang salah? membimbing, dan tanggungjawab masing-masing kegiatan rnengarahkan agar 
Jika iya apa alasannya? mengatur segala pribadi pegawai mau bekeijjasama dan 
Jika tidak apa kegiatan. bekerj a efektif secara 
alasnnya? Sekretaris Kecamatan Tebing efisien. 

'['inggi ( wa wancara, 2 9 Maret 
2016) : 
'!ridak, lemahnya kinerja 
pegawai bukan disebabkan oleh 
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pemberian pengarahan dan 
petunjuk yang salah. Akan 
tetapi pengendalian dari diri 
pegawai tersebut yang kurang. 

Kasi(wawancara, 29 Maret 
2016) : 
ll'idak, lemahnya kinerja 
pegawai bukan disebabkan oleh 
pemberian pengarahan dan 
petunjuk yang salah. Akan 
tetapi sebainya :setiap pegawai 
memiliki rasa tanggungjawab 
terhadap pekel}aannya. 

Kepala Subbag (wawancara, 29 
Maret 2016): 
ll'idak, lemahnya kinerja 
pegawai bukan disebabkan oleh 
pemberian pengarahan dan 
petunjuk yang salah. Akan 
tetapi Hendaknya setiap 
pegawai sadar akan tupoksinya. 

Staf 1 (wawancara, 29 Maret 
2016) : 
1ridak, lemahnya kinerja 
pegawai bukan disebabkan oleh 
pemberian pengarahan dan 
petunjuk yal_!g_ salah. Akan 
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tetapi sebaiknya masing-masimg 
mempunyai sikap dan 
tanggungjawab terhadap 
pekerjaannya. 

52. Kurangnya sanksi yang fungsi pelaksanaan Camat Tebing Tinggi Berdasarkan hasil 
di berikan. Apakah hal pengarahan dapat (wawancara, 2«!1 Maret 2016): wawancara dengan para 
ini merupakan diartikan sebagai 1fidak, Kurangnya sanksi yang informan serta dari 
disebabkan pelaksana pekeijaan di berikan bukan disebabkan pengamata penulis 
pengarahan dan agar terlaksana oleh pengarahan dan petuntuk lakukan. Dalam hal ini, 
petuntuk kepada sebagaimana kepada pegawai yang salah. pengarahan yang diberikan 
pegawai yang salah? mestinya Pengarahan dilakukan sebagai penggerak 
Jika iya apa alasannya? merupakan petunjuk untuk keseluruhan prsoses 
Jika tidak apa melaksankan kegiatan. disertai pemberian 
alasnnya? motivasi bekeija kepada 

Sekretaris Kecamatan Tebing bawahan sedemikian rupa, 
1finggi (wawancara, 29 Maret sehingga mereka mau 
2016): bekerja dengan ikhlas demi 
Tidak, Kurangnya sanksi yang tercapainya tujuan 
diberikan bukan disebabkan organisasi .dengan efisien 
oleh pemberian pengarahan dan dan ekonomis. 
petunjuk kepada pegawai yang 
salah, akan teta;pi tindakan 
pengarahan dimulai dari saat 
melakukan kegiatan. 

Kasi(wawancam, 29 Maret 
2016): 
Tidak, Kurangnya sanksi yang 
di berikan bukan disebabkan 

182 

42994.pdf 



PEMBINAAN DAN SUASANA YANG KONDUSIF 

oleh pengarahan dan petuntuk 
kepada pegawaii yang salah, 
akan tetapi pengarahan 
dilakukan untuk mencapi 
tujuan. 

Kepala Subbag kecamatan 
(wawancara, 29 Maret 2016): 
1fidak, Kuran1,TJJya sanksi yang 
di berikan bukan disebabkan 
olehemberian pengarahan dan 
petuntuk kepada pegawai yang 
salah, akan tetapi pemberian 
araban berkeinginan untuk 
mencapai sasaran organisasi. 

Staf I (wawancara, 29 Maret 
2016): 
1fidak, Kurangnya sanksi yang 
di berikan bukan disebabkan 
oleh pengarahan dan petuntuk 
kepada pegawaii pemberian 
dilakukan maksudnya untuk 
mengarahkan p.egawai untuk 
lebih baik Jagi. 

I No I Data Dan lnformasi I Hasil Penelusuran Dokumen- I Hasil Pengamatan I Hasil Wawancara I Keterangan 
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Yang Ditemukan Dokumen 
(Data-data Sekunder) 

53. Kurang optimalnya Camat Tebing Tinggi Berdasarkan hasil 
pengawasan dari atasan (wawancara, 29 Maret 2016): wawancara dengan para 
langsung secara tidak, kurang optimalnya infonnan serta dari 
langsung. Apakah hal pengawasan dari atasan pengamata penulis 
.. 

merupakan langsung dalam memberikan lakukan. Dalam hal ini, !Til 

Pembinaan dan arahan kepada bawahan bukan bukan 
Suasana Yang karena Pembinaan dan Suasana 
Kondusif terhadap Yang Kondusifyang salah. 
pegawai? Jika iya apa Akan tetapi kegiatan pelaporan 
alasannya? Jika tidak harus dilakukat1 dengan jelas 
apa alasannya? dan akurat dalam kondisi 

orgamsas1 

Sekretaris Kecamatan Tebing 
Jfinggi (wawancara, 29 Maret 
2016): 
tidak, , kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bukan 
karena Pembinaan dan Suasana 
Yang Kondusifyang salah. 
Akan tetapi kegiatan pelaporan 
harus dilakukam dengan jelas 
dan akurat dalam kondisi 
orgamsas1 

Kasi(wawancara, 29 Maret 
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2016): 
tidak, , kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bukan 
karena Pembinaan dan Suasana 
Yang Kondusifyang salah. 
Akan tetapi i kegiatan 
pelaporan harus dilakukan 
dengan jelas dan akurat dalam 
kondisi organisasi 

Kepala Subbag (wawancara, 29 
Maret 2016): 
tidak, , kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bukan 
karena Pembinaan dan Suasana 
Yang Kondusif yang sa1ah. 
Akan tetapi kegiatan pelaporan 
harus dilakukam dengan jelas 
dan akurat dalarn kondisi 
orgamsas1 

Staf 1 (wawancara, 29 Maret 
2016) : 
tidak, , kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
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arahan kepada bawahan bukan 
karena Pembinaan dan Suasana 
Yang Kondusif yang salah. 
Akan tetapi kegiatan pelaporan 
harus dilakukaa dengan jelas 
dan akurat dalam kondisi 
organisasi 

54. Masih lemahnya Camat Tebing Tinggi Berdasarkan hasil 
kinerja pegawai dalam (wawancara, 29 Maret 2016): wawancara dengan para 
menjalankan tugas dan Tidak, lemahnya kinerj a informan serta dari 
fungsinya, Apakah hal pegawai bukan disebabkan oleh pengamata penulis .. 

Merupakan prosedur kerja yang salah. Akan lakukan. Dalam hal ini, In! 

Pembinaan dan tetapi pengendalian dari diri bukan 
suasana yang pegawai tersebut yang kurang. 
kondusif terhadap 
pegawai? Jika iya apa Sekretaris Kecamatan Tebing 
alasannya? Jika tidak lfinggi (wawancara, 29 Maret 
apa alasnnya? 2016) : 

"ff'idak, lemalmya kinerja 
pegawai bukan disebabkan oleh 
prosedur kerja yang salah. Akan 
tetapi pengendalian dari diri 
pegawai tersebut yang kurang. 

Kasi(wawancata, 29 Maret 
2016): 
Tidak, lemahnya kinerja 
pegawai bukan disebabkan oleh 
prosedur keria vang salah. Akan 
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tetapi pengendalian dari diri 
pegawai tersebut yang kurang. 

Kepala Subbag (wawancara, 29 
Maret 2016): 
lfidak, lemahnya kinerja 
pegawai bukan disebabkan oleh 
prosedur keija yang salah. Akan 
tetapi pengendalian dari diri 
pegawai tersebut yang kurang. 

Staf 1 (wawancara, 29 Maret 
2016): 
1I'idak, lemahnya kinerja 
pegawai bukan disebabkan oleh 
prosedur kerja 11ang salah. Akan 
tetapi pengendalian dari diri 
pegawai tersebut yang kurang. 

55. Kurangnya penguasaan Camat Tebing Tinggi Berdasarkan hasil 
atasan terhadap (wawancara, 29 Maret 2016): wawancara dengan para 
subtansi lillasalah yang informan serta dari 
diawasi. Apakah hal ini Sekretaris Kecamatan Tebing pengamata penulis 
merupakan Pembinaan 'iringgi (wawancara, 29 Maret lakukan. Dalam hal ini, 
dan suasana yang 2016): bukan 
kondusif terhadap 
pegawai? Jika iya apa Kasi(wawancara, 29 Maret 
alasannya? Jika tidak 2016): 
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apa alasnnya? 

Kepala Subbag (wawancara, 29 
Maret 2016): 

Staf 1 (wawancara, 29 Maret 
2016) : 

56. Kurangnya sanksi yang Camat Tebing Tinggi Berdasarkan hasil 
di berikan terhadap (wawancara, 29 Maret 2016): wawancara dengan para 
pegawa1 yang informan serta dari 
melanggar aturan. Sekretaris Kecamatan Tebing pengamata penulis 
Apakah hal 

.. 
lfinggi (wawancara, 29 Maret lakukan. Dalam hal ini, Illl 

merupakan Pembinaan 2016): bukan 
dan suasana yang 
kondusif terhadap Kasi(wawancara, 29 Maret 
pegawai? Jika iya apa 2016): 
alasannya? Jika tidak 
apa alasnnya? 

Kepala Sub bag (wawancara, 29 
Maret 2016): 

Stafl (wawancara, 29 Maret 
20 16) : 

PENGHARGAAN DAN SANKS! 
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No Data Dan Informasi Hasil Penelusuran Dokumen- Hasil Pengamatan Hasil Wawancara Keterangan 
Yang Ditemukan Dokumen 

I (Data-data Sekunder) 
57. Kurang optimalnya Camat Tebing Tinggi Berdasarkan hasil 

pengawasan dari atasan (wawancara, 29 Maret 2016): wawancara dengan para 
langsung secara tidak, kurang optimalnya informan serta dari 
Iangsung. Apakah hal pengawasan dari atasan pengamata penulis 
lUI perlu di berikan Iangsung dalam memberikan Iakukan. Dalam hal ini, 
penghargaan a tau arahan kepada bawahan bukan bukan 
sanksi terhadap karena pelaporan yang salah. 
pegawai yang Akan tetapi kegiatan pelaporan 
melanggar atauran? harus dilakukrua dengan j elas 
Jika iya apa alasannya? dan akurat dalam kondisi 
Jika tidak apa orgamsast 
alasannya? 

Sekretaris Kecamatan Tebing 
'['inggi ( wawancara, 29 Maret 
:2016): 
tidak, kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
Iangsung dalam memberikan 
araban kepada bawahan bukan 
karena pelaporan yang salah. 
Akan tetapi kegiatan pelaporan 
harus dilakukara dengan jelas 
dan akurat dalam kondisi 
orgamsast 

Kasi(wawanca~a, 29 Maret 
2016): 
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tidak, kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bukan 
karena pelaporan yang salah. 
A.kan tetapi kegiatan pelaporan 
hams dilakukan dengan jelas 
dan akurat dalam kondisi 
orgamsas1 

Kepala Subbag (wawancara, 29 
Maret 2016) : 
tidak, kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bukan 
karena pelaporan yang salah. 
A.kan tetapi kegiatan pelaporan 
hams dilakukan dengan jelas 
dan akurat dalam kondisi 
orgamsas1 

Staf I (wawancara, 29 Maret 
2016): 
tidak, kurang optimalnya 
pengawasan dari atasan 
langsung dalam memberikan 
arahan kepada bawahan bukan 
karena pelaporan yang salah. 
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58. Masih lemahnya 
kinerja pegawai dalam 
menjalankan tugas dan 
fungsinya, Apakah hal 
ini akan di berikan 
penghargaan atau 
sanksi terhadap 
pegawai ? Jika iya apa 
alasannya? Jika tidak 
apa alasnnya? 

59. Kurangnya penguasaan 
atasan terhadap 
subtansi llllasalah yang 
diawasi. Apakah hal ini 
merupakan 
pengharg-aan atau 
sanksi terhadap 
pegawai? Jika iya apa 

Akan tetapi kegiatan pelaporan 
harus dilakukam dengan jelas 
dan akurat dalam kondisi 
orgamsas1 

Camat Tebing '['inggi 
(wawancara, 29 Maret 2016): 

Sekretaris Kecamatan Tebing 
lfinggi (wawancara, 29 Maret 
2016): 

Kasi(wawancata, 29 Maret 
2016): 

Kepala Subbag (wawancara, 29 
Maret 20 16) : 

Staf 1 (wawancara, 29 Maret 
2016): 

Camat Tebing Tinggi 
(wawancara, 29 Maret 2016) : 

Sekretaris Kecamatan Tebing 
'['inggi (wawancara, 29 Maret 
2016): 

Kasi(wawancara, 29 Maret 

Berdasarkan basil 
wawancara dengan para 
informan serta dari 
pengamata penulis 
lakukan. Dalam hal ini, 
bukan 

Berdasarkan basil 
wawancara dengan para 
informan serta dari 
pengamata penulis 
lakukan. Dalam hal ini, 
bukan 
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alasannya? Jika tidak 2016): 
apa alasnnya? 

Kepala Subbag (wawancara, 29 
Maret 2016): 

Staf 1 (wawancara, 29 Maret 
2016) : 

60. Kurangnya sanksi yang Camat Tebing 'finggi Berdasarkan basil 
di berikan terhadap (wawancara, 2<:l Maret 2016): wawancara dengan para 
pegawa1 yang informan serta dari 
melanggar aturan. Sekretaris Kecamatan Tebing pengamata penulis 
Apakah hal lUI [inggi (wawancara, 29 Maret lakukan. Dalam hal ini, 
merupakan 20 16) : bukan 
penghargaan a tau 
sanksi terhadap Kasi(wawancara, 29 Maret 
pegawai? Jika iya apa 2016): 
alasannya? Jika tidak 
apa alasnn ya? 

Kepala Subbag (wawancara, 29 
Maret 2016): 

Staf 1 (wawancara, 29 Maret 
2016): 
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Menimbang 

Mengingat 

MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

' KEPUTUSAN MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
NOMOR: KEP/46/M.PAN/4/2004 

TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT 

DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, 

a. bahwa dalarn rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih 
dan bebas dari KKN menuju tercapainya kepemerintahan yang baik (good 
governance) perlu pen ala an kembali pelaksanaan pengawasan melekat; 

b. bahwa dalam konsepsi pengawasan melekat yang berkembang pada saat 
ini, pengawasan melekat tidak semata-mata berupa pengawasan yang 
dilakukan oleh pimpinan/atasan masing-masing satuan organisasi/satuan 
kerja terhadap bawahannya, tetapi lebih menekankan pada sistem 
pengendalian intern; 

c. bahwa sejalan dengan hal tersebut pada bulir a dan b agar pelaksanaen 
pengawasan melekat dapat mencapai sasaran serta hasil guna yang nyata, 
dipandang perlu untuk menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan 
Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai pengganti 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
93/MENPAN/1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat 
sebagaimana Ieiah diubah dengan Keputusan Menteri Pendaagunaan 
Aparatur Negara No. 30 Tahun 1994; 

1 . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok
Pokok Kepegawaiar. (Lembaran Negara Rl Tahun 1974 Nomor 55 dan 
Tambahan Lembaran Negara Rl Nom or 3041) sebagaimana Ieiah diubah 
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 ahun 1999 
(Lembar'an Negara Rl Tahun 1999 Nomor 169 dan Tambahan Lembaran 
Negara Rl Nomor 3890); · 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 75 dan Tarnbahan 
Lembaran Negara Rl Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 
Nomor 140, dan Tarnbahan Lembaran Negara Rl Nomor 3874) 
sebagaimana Ieiah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Rl tahun 2001 Nomor 134 dan 
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor4150); 
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Menetapkan 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (le.mbaran Negara Rl Tahun 1980 
Nom or 50 dan Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3176); 

5. lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan; 

6. lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG 
PETUNJUK PELAt<SANAAN PENGAWASAN MELEKAT DALAM 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. 

Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. 

Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dipergunakan 
sebagai acuan untuk melaksanakan Pengawasan Melekat pada masing-masing 
inslansi pemerintah. 

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara 
Pendayagunaar. Aparatur Negara Nomor 93/MENPAN/1989 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pengawasan Melekat sebagaimana Ielah diubah dengan Keputusan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 1994 
dinyatakan tidak berlaku. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada Tanggal : 26 April 2004 

Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 

ltd 
Feisal Tamin 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN 
MENTERJ PENDA Y AGUNAAN APARA TUR NEGARA 
Nom or : KEP/46/M.P AN/2004 
Tanggal : 26 April2004 

PETUNJUK PELAKSANAAN 
PENGA WASAN MELEKA T DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

I. UMUM 

A. Latar Belakang 

Pengawasan melekat merupakan salah satu bemuk pengendalian aparat pemerintah di setiap 
instansi dan satuan organisasi dalam meningkalkan mutu kineija di dalam lingkungan tugasnya 
masing-masing agar tujuan instansilorganisasi dapat tercapai secara cfektif dan efisien. 

Pelaksanaan .Instrnksi Presiden Nomor 15 Talnm 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengawasan dm1 Instrnksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengawasan Melekat yang kemudian diikuti dengan Keputusan Menteri PAN Nomor 30 Ta.l,un 
!994 tentang Petunjuk Pelaksanaan l'engawasan Melekat, sampai saar ini belUill menunjukkan 
hasil yang memadai. Di lapangan masih terlihat betapa disiplin dan prestasi keija aparatur 
pemerintah masih rendah, penyalal1gunaan wewenang, kebocoran, pemborosan kenangru1 
negara serta ptmgutan liar masih bm1yak teijadi. Di sam ping ih1, pelayanan masyarakat belum 
cukup memuaskan serta pengurnsan kepegawaian belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan 
pernndang-undangan yang berlaku. 

Hasil pemeriksaan pada instansi pemerintah oleh bcrbagai aparat pengawasan fungsional, baik 
internal maupun ekstemal, selama ini mengidentiflkasikan bahwa penyin1pmigan, pelanggaran 
dan pemborosan di hampir semua instm1si pemerintah teijadi bernlang-ulang tanpa adanya 
perbaikau yang signifikan. 

Setelah melalui kajian optimalisasi peJaksanaau pengawasru1 melekat disimpulkan bahwa perlu 
penyempumaan terhadap pengertian, remahaman serta penyempumaan petunjuk pelaksanaan 
pengawasan melekat di selumh instansi/unit keija agar dapat diterapkm1 lebi11 optimal. 

Bila pengawasan melekat bisa beijalm1 sebagaimana mestinya, dapat dipastikm1 bahwa 
kelemaliau-kelemahan sebagaimm1a ditmgkapkan di atas dapat diminimalkan, sehingga disiplin 
dan prestasi keija akan meningkat, penyalahgunam1 wewenang berkurang, efisiensi dan 
efektifitas penggunam1 dana dan sumber daya lainnya akan meningkat, kualitas pelayanan dan 
kepuasan publik akan meningklit, suasana kelja akan lebih tertib dan terahJr sesuai dengan 
prinsip-prinsip penyelenggaram1 pemerintahan yang baik (good governance). 

B. Pengertian 

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan: 
I. l'engawasan melekat yang mernpakan padanan istilah pengendalian manajemen atau 

pengendalian intern, dan selru1jutnya disebut W ASKA T adalah segala upaya yang dilakukau 
dalam suatn organisasi untuk mengarahkan selnruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat 
dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis, segala sumber daya dimanfaatkan dan 
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dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secam w'\iar, serta ditaatinya 
segala ketentuan yang berlaku. 

2. Unsur-m1sur WASKAT adalah serm1gkaian kegiatm1 yang secara bersama-sama 
dilaksanakan dalarn mencapai tujuan W ASK.A T meliputi pengorganisasim1, personil, 
kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, supervisi dan review intern. 

3. Pemantauan adalab rangkaian tindakan yang mengikuti pelaksanaan suatu kegiatan serta 
faktor-faktor yang mempengarnbinya untuk mengetahui sedini mungkin kemungkinan 
terjadinya penyimpangan peluksanaan pekeljaan dilibat dari kebijaksanaan maup1m 
program yang telah ditetapkan. 

4. Evaluasi adalab rangkaian kegiatan yang membandingkan antara hasil/prestasi suatu 
kegiatm1 dengan standar, rencana atau norma yang Ielah ditentukan/disepakati serta 
menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu rene ana. 

5. Aparat Pengawasan bl!ern Pemerintah (APIP) adalah lembaga/unit pengawasan yang 
berada di Fngkungan intern pemerintah yang bertugas nntuk melakukan pengawasan 
fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahm1. 

C. Maksud dan Tujuan 

Pedoman Pelaksanaan WASK.A T ini din1aksudkan sebagai acuan bagi setiap pimpinan instansi 
pemerintab pusat, pemerintah provinsi, pemerinta kabupaten, dan pemerintah kota dalam 
melaksanakan lugas pokok dan fungsinya serta melakukan evaluasi dan penilaian terbadap 
keandalm1 WASK.AT dirnaksud. Melalui pedornan w.i diharapkan setiap pimpinan instansi dapat 
oertrulggmig jawab dan memiliki alot kendali yang dapat liiemberi peringalliii dini apabila di 
dalam instansinya teljadi praktik yang tidak sehat, kekeliruan, kelemahan sistem administrasi, 
dan kesalahan y;mg dapat membuka teljadinya penyimpangan, serta melakukan evaluasi untuk 
menguji keandalan penerapan WASKA T dilingkungmmya. 

Sedangkan tujuaP. pedoman ini adalah mewujudkm1 arab dan tindakm1 yang sarna dalmn 
pelaksruJaan WASK.AT, sehli1gga pimpuiaJI instansi pemerintah dapat menciptakan kondisi 
ym1g mendorong tercapali1ya tujuan organisasi secara efektif dan efisein. 

D. Arab Kebijakan Pengawasan Melekat 

Waskat diarallkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada 
masyarakat yang bersih, trm1sparan, profesional, dan memilik.i budaya kelja yang baik. 
Pemerintahan yang bersib dapat diartikan sebagai pemerintaban yang bebas dari praktek yang 
berpotensi memgikan masyarakat dan i>angsa Indonesia. Transparansi dalam pernerintahan 
mcrupakan wujud akwltabilitas puhlik yang diperlukan agar anggota masyarakat dapat 
berpartisipa£i secara aktif dalam mengawasi jalarmyn pemerintaban, menciptakan kelancaran 
informasi dmt komunikasi yang diperlukan bagi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelayanm1 kepada masyarakat. 

Untuk itu diperlukan pemeruitahan yang profesional pada tataran aparatumya, karena aparatur 
menempati garis depm1 dalmn penyelenggaraan pemerultahan dan pelayanan kepada 
masyarakat. Profesionalisme aparatur tersebut akan tercennin pada tingkat kineija aparatur 
dalrun penyelenggaraan pemerintahan dm1 pelaym1an kepada masyarakat. Kinelja yang 
terpantau, terukur, dan selalu diperbaiki, lambat !ann akm1 menyatu dalam pelaksanaan tugas 
dan sikap perilaku aparatur, sebagai pencerminan dari terbentuknya kelja yang baik. 

E. Syarat-Syarat keberltasilan Pengawasan Melekat. 

1. Lingkungan Pengendalian Manajemen Yang Kondusif 
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Lingkungan pengendalian manajemen adalah uusur-unsur yang terlibat secara langsung 
terhadap terlaksananya suatu organisasi, yang meliputi antara lain: integritas para pejabat 
negara dan pemerintah, nilai-nilai etika yang berlaku, kompetensi, filosofi manajemen 
instansi, gaya operasi, cara pimpinan instansi mengatur/membagi wewenang dan tanggung 
jawabnya. 
Seluruh jajaran pimpinan dan pegawai pemerintah harus mewujudkan dan menjaga 
lingkungan organisasi dengan memberikan sikap positif dan dukungan ke arab berfungsinya 
WASKAT. 

2. Kemampuan Memprediksi dm1 mengnntisipasi risiko 
Setiap unit organisasi/sa(uan ke!ja senantiasa menghadapi risiko yang bersumber dari 
ekstemal dan internal ya~g hams dinilai. Oleh karenanya menajamen diharapkan mampu 
membual pe,nilaim1 atas resiko yang akm1 dihadapi, yakni dengau mengidentifikasi dan 
menganalisls'risiko-risiko yang relevm1 untuk pencapaian tujuan suatu organisasi. Misalnya 
menaksir risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan h1gas dan pencapaian tujuan instansi 
karena kondisi perekomonian, pcraturan, strukrur industri, dan operasi pada skala nasional, 
regional, maupun global yang terns tumbuh dan bembah. Untuk itu harus dibangun suatu 
mekanisme guna mengindentifikasi dan mcngantisipasi timbulnya risiko-risiko tertentu. 

3. Aktivitas Pengendalian yang Mcmadai. 
Aktivit"s pengendalim1 d.ilakukan sesuai dengan kondisi lingkungan pengendalian yang ada 
dalam suatu organisasi. Semakin lemah kondisi lingkungan pengendalian maka semakin 
besar aktivitas pengendalian yang harus diJakukan. Aktivitas pengendalian dapat berbenhik 
kebijakan dan prosed1Ir yang mengakomodasi keputusan manajemen yang Jebih tinggi gun a 
menghadapi risiko yang mungkin dihadapi dalrun mencapai sasaran, hijuan, misi dan visi 
organ1sas1. 

4. hlformasi dan Komunikasi yang Efeklif 
Informasi dan komunjkasi merupaknn kowponen sistem pengendalian karena kelancaran 
informasi dan komunikasi berkorelasi dengan transparansi/keterbukaan dan kemudahan 
mendapatkan akscs terhadap operasi instansi, dan lancarnya sosialisasi kebijakan 
manajemen. Komunikasi tidak saja dibutuhkmJ di lingkungan pegawai dan pimpinan, tetapi 
juga antara pejabat suatu instansi clengan pejabat instansi Jain serta masyarakat. Pengawasan 
masyarakat mernpakan · salah satu bentuk komunikasi mas-yarakat dengan 
pemerintah/instansi. 

5. Adanya PemruJtauruJ, Evaluasi, dan Tindak Lanjnt 
Pemantauan terhadap efektivitas pengendalian dilakukan secara terns menerns atan melalui 
evaluasi secara period.ik. Pemantauml secara rems menerus diJakukan meJalui aktivitas 
manajemen dan supervisi. Cakupan dan frekuensi pemantauan meJalni evaluasi secara 
periodik sangat tergantung pada efektivitas prosedur pemantauan melalni supertisi dan 
aktivitas manajemen serta basil pcnilaian atas risiko yang dihadapi. Semakin signifikan 
kemungkinan penyimpangan yang ditemukm1 semakin linggi pula jenjang pin1pinan yang 
hams terlibat dan diJapori, bila perlu kepada pimpinan tertinggi. 

6. Fal.ior Manusia dan Budaya. 
Manusia dan budaya memegang peranan yang sangat penting terhadap keberhasilan 
WASKAT. Komitmen pucuk pimpinan serta selurnh jenjang pimpinm1 lainnya terhadap 
WAS KAT dan pembentukan Hngktmgan budaya ym1g konduslf mempakan prasyarat bagi 
terselenggaran_y(l W ASKA T secara konsisten. 
Pelaksanaan WASKAT yang menyangkut aspek manusia dan budaya meliputi usa!Ja-usaba 
lUltuk meningkatkan: 
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a. Kemampuan kepeminipinan, keteladanan, disiplin, dedibsi pimpinan dengan 
berpedqman pada Peratnran Pemerintah Nomor 30 Tahun '1980 dan alan Peraturan 
Perundang-undanganlaiiUlya yang relevan. 

b. Preslasi pegawai, dengan mengadakan kegiatan pemberian bimbingan, penilaian kinelja 
pegawai, koreksi, pendelegasian wewenang, pemberian tanggung jawab dan melalui 
program-program pendidikan dan pelatihan. 

c. Partisipasi pegawai dengan memberikan kesempatan dalam proses perumusan 
kebijaksanaan dan pengambilan keputnsan melalui proses pembudayaan kelja . 

. d. Kejujuran dan keteladanan setiap pimpinan untnk dapat bertindak tegas dan lugas serta 
tidak merusak terselenggaranya WASKA T melalui tindakan-tindakan yang kontra 
produktif. 

e. Kemampuan pin1pinan dabn menciptakan perilaku pribadi dan perilaku organisasi 
aparatur pemerintah yang mempunyai kemampuan pengendalian diri (self contra[) 
melalui Program Budaya Kelja (PBK) dan pembentukan Kelompok-Kelompok Budaya 
Ketja (KBK) di setiap instansi/satnan ketja. 

II. PELAKSANAAN PENGA WASAN MELEKA T 

A. Unsur Pengawasan Melekal 

Untuk menciptakan pengendalian manajemen yang memadai, digunakan delapan unsur 
Pengawasan Melekat (W ASKA T) dalam rangka mencapai tnjuan dru1 sasaran 
organisasi/instansi. Delapru1 1m sur WASKA T tersebut adalah pengorganisasian, personil, 
kebijakru1, perencanaru1, prosedur, pencatatan, pelaporan, supervisi dan review intern. Pimpinan 
organisasi wajib melakukan evaluasi secara terns menems terhadap pelaksanaan un$ur 
WASKAT dengan menggunakan beberapa metode seperti Jembar periksa (checklist), jajak 
pendapat, bagan arus (flowchart) dan wawancara, yang akan dijelaskan dalrun Bab III. 

1. Pengorganisasian 

Organisasi adalal1 setiap bentuk persekutnan antara dna orang atau Jebih yang bekerja 
bersruna-sama dan secara formal terikat unh1k mencapai ttuuan yang Ielah ditentukan 

Organisasi membutnhkan adanya struktnr orgru1isasi dan uraian tngas yang jelas. Struk!trr 
organisasi dibuat Jllltnk memberikan kejelasan tentang kedudukan, fungsi, kewenangan, dan 
tala ke:ja yang berlaku di dalamnya. Uraian tngas yangjelas dibutnhkan untuk memastikan 
adanya pendelegasian wewenang, batas langgung jawab, tugas, dan fungsi. Seluruh tngas 
hams terbagi habis. Perangkapan jabatan dan konflik kepentingan pribadi dalrun organisasi 
hams dihindarkru1, karena akan memperlemal1 pengendalian manajemen. 

Pengorganisasian merupakan proses pembentnkan organisasi sehingga cakuparmya lebih 
luas dan lebih dinrunis daripada istilah organisasi. Melalui pengorganisasian, bentnk suatn 
organisasi pemerintah dapat didesain sesuai dengan kebuh1han dru1 tnntntan perkembangru1. 
Kemampuan menyesuaikan diri dan tanggap terhadap perubahan cepat yang teljadi 
merupakan salah satu ciri dari good governance. Di dalamnya tennasuk fungsi manajerial 
atau pengelolaan sumber daya yang dimiliki berupa mrumsia, unsur dan praunsur fisik, 
teknologi, dan dana, guna memanfaatkan peluang yang diperoleh dan menghadapi 
tantangan pembangunan. 

Suatu peitgorgooisasiart yang baik ltarus rueruenuhi kriteria, anrata laiu: 
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a. Proses pembentukan organisasi harus mengacu pada n;:>aya menciptakan organisasi 
yang efektif dan efisien; 

b. Penynsunan struktur organisasi harus mengacu pada misi dan tujuan organisasi; 
c. Pendefmisian wewenang tauggung jawab untuk masing-masing jabatan harus seimbang 

dengan tugas dan fungsinya; 
d. Penetapan pejabat harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (kompetensi) untuk 

masing-masing j abatan; 
e. Pendelegasian wewenang harus diikuti dengan tanggnng jawab yang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
::valuasi terhadap suatu peng<>rganisasian yang baik dapat dilakukan menggunakan 
checklist I terlampir. 

2. Personil 

Pembinaan personil merupakan upaya menjaga agar faktor sumber daya mamusia yang 
menjalankan sistem dan proscdur instansi pemerintah memiliki kemampuan secara 
profesional dan moral sesuai dengan kebutuhan tugas dan tanggungjawabnya. 

Keseimbangan hubungan antara kemampuan dengan beban tugas dan tanggungjawabnya 
hams dijaga karena kcmampuan yang terlalu dominan terhadap tugas dan tm1ggung jawab 
akan mengeliminasi kepuasan kCJja, semmJgat, motivasi, dan kreativitas. Sebaliknya jika 
beban tugas dan tanggung jawab melebi.hi batas kemampuan akan ·menghasilkan kineija di 
bawah stm1dar yang pada akhirnya dapat menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas, 
mengurmtgi keandalan laporan, atau secara tidak disadari keluar dari kebijakan dan 
peraturan. Untuk itu pembinaan personil hams dilakukan secara sistematis dan terencana 
dengan baik. 

Kegiatan pembinaan personil dJ!akukan mulai dari proses rekmitmen smnpm dengan 
pemberhenti~, antara lain: 
a. Formasi pegawai harus ditentukan secara tepat; 
b. Penerimaan dan penempatan pegawai harus didasarkan pada formasi yang Iowong dan 

seleksi yang obyektif; 
G. Pendidikan dan pelatihan ·untuk meningkatkan kemampuan, keahlian, dan ketermnpilan 

serta pengembaugan karier pegawai; 
d. Perencanaan dam pengembangan karier yangjelas; 
e. Sistem penghargam1 yang dapat memotivasi pegawai; 
f. Pemberhentian pegawai dilaksanakan sesuai dcngan ketentuan yang berlaku. 
Evaluasi terhadap suatu pem binaan personil yang baik dapat dilakukan menggun akan 
checklist2 terlaJJJpi.r. 

3. Kebij akan 

Kebijakan merupakm1 pedoman yang ditetnpkm1 oleh manaJemen untuk mendorong 
tercapainya tujuan instm1si pemerintah 

Perumusan kebijakan mempakm1 proses yang dapat menghasilkm1 kebijakan yru1g 
memayungi dan mendasari kebij akan yang Iebih rendah, menghasilkan kebijakan yang 
mempererat, merenggangkan, dan membatasi hubungan tala keija bagian organisasi, serta 
menghasilkan kebijakmt yang merupakan penjabaran yang Iebih operasional terhadap 
kebijakan yang Jebih tinggi. Penunusan kebijakan melipnti kebijaknn perencanaam sampai 
pelaksanaan dan pelaporan. 
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Suatu kebijakan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria berikut: 
a. Jelas dan tertulis; 
b. Dapat secara efektif dikomunikasikan kepada selumh personil dalaru organisasi; 
c. Dapat memberikan motivasi pencapaian tujuan, program atau target; 
d. Tidak boleh tumpang tindih Jan harus ditinjau kembali secara berkala; 
e. Transparan dan memberi unsur komunikasi timbal balik antara staf dengan pimpinan; 
f. Dapat meningkatkan disiplin kerj a para karyawan; 
g. Konsisten dengan tujuan orgnnisasi; 
h. Konsisten dengan pola pemecahan masalah yang baku yang berlaku dalam organisasi; 
2valuasi terhadap suatu kebijakan yang baik dapat dilakukan menggunakan checklist 3 
terlarupir. 

Perencanaan 

Perencanaan mempakan suatu proses penetapan tujuan serta Jangkah-Jangkah kegiatan yang 
akan dilakukan pada masa datang dengan sumber daya yang diperlukan dalam rangka 
me,mjudkan pencapaian tujuan organisasi. 

Pengawasan.J?elekat sebagian diwujudkan di dnlam perencanaan karena di dalamnya sudah 
memuat standar dan rambu-rarubu yang l1arus dipatul1i dalam pelaksanaan oleh selumh 
jajaran pimpinan dan pelaksana. 

Suatu perencanaan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria berikut: 
a. mempakan jabaran dari tujuan; 
b. melibatkan semua pihak terkait; 
c. realistis; 
d. mempertimbangkan prinsip ekonomi; 
e. dikomunikasikan; 
f. dapat diukur; 
g. menjadi dasar pelaksanaan kegiatan; 
h. fleksibel; 
1. dapat digunakan sebagai unsur pengendalian; 
j. memperhitungkan risiko yang akan dihadapi. 
Evaluasi terhadap suatu perencanaan yang baik dapat dilakukan menggm1akan checklist 4 
terlarupir. 

5. Prosedur 

Prosedur mempakan rangkaian tindakan mltuk melaksanakan aktivitas tertentu yang harus 
dilakukan tmtuk mencapai tujuan yang diharapkan. Prosedur yang baik mampu memberi 
kejelasan bagi personi! yang melaksanakan. Dengan demikian, prosedur hams dibuat secara 
terhliis, sederhana, mudah dimengcrti, disosialisasikan kepada pil!ak yang berkepentingan, 
dan memberikan pelayanan prima kepada pemakai jasa (users). Suatu prosedur yang 
memenuhi kriteria tersebut di atas dan dipatuhi pelaksanaannya, dengan sendirinya akan 
membentukjaringan WASKAT yang andal. 

Pelaksanaan suatu prosedur yang baik hams memperhatikm1 beberapa hal an tara Jain: 
a. dapat Il1enggrunbarkan kebijakan secara eksplisit; 
b. prosedur harus memiliki tujuan yang dapat diidentiflkasi secarajelas; 
c. pengorganisasim1 prosedur haruH dapat menunjang tercapainya tujucn prosedur; 
d. penyusunan prosedur hams didukung dengan kebijakan yang memadai; 
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e. peraturan perundang-undangan yang terka.it hams dipertimbangkan di dalam 
penynsunan prosedur; 

f. penempatan personil dalam pelaksanaan prosedur hams memadai, baik kuantitas 
maupun kualitasnya; 

g. prosedur tidak terlalu rinci sehingga kaku, kecuali untuk kegiatan yang bersifat 
mekanis; 

h. sederhana, efisien, dan am an; 
1. kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah di dalam prosedur hams terkoordinasi dan 

terdapatl~engecekan internal di dalamnya; 
J. dituangkan secara tertulis dan mudah dimengerti; 
k. dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait; 
1. hasil pelaksanaan prosedur hams dibuatkan laporannya; 
m. di review secara berkala. 
Evaluasi terhadap suatu prosedur yang baik dapat dilakukan menggunakan cl:xklisl j 

terlampir. 

6. Pencatatan 

Pencatatan merupakan pro~es pendokumentasian transaksi/kejadian secara sistematis ym1g 
relevan dengan kepentingan organisasi instansi. Pencatatan juga mencakup proses 
pengolal1au data yang diperoleh menjadi informasi dalam bentuk keluaran olal~an data atau 
laporan. 

Dalam proses pengolal!ml data dilaknkan klasi:flkasi data transaksi/kejadian ym1g 
melibatkan faktor manusia, sistem yang bersifat mmmal ataupun terotomatisasi, serta tujuan 
pcngola!Jan. Di lingkungan instansi pemerintah, pencatatan meliputi kegiatan rata 
persuratan, pembukuan/akuntansi, administrasi kepegawaian, administrasi barang dan jasa, 
dan dokumentasi kegiatan la.innya. 

Efektivitas pengendalian yang memadai di bidang pencatatan akan menjamin keandalan 
proses pengola!Jan data menj adi keluaran yang be bas dari kekelirum1 dan kesalahan yang 
signiflkan. 

Suatu pencatatan yang baik hams memenuhi beberapa kriteria berikut: 
a. dirancang sesuai dengan ·kebutuhan dan kondisi organisasi; 
b. prosedur pencatatan dan manualnya hams disusun dengan baik dan cermat; 
c. sistem pencatatan hams didukung dengan kebijakm1 yangjelas dan memadai; 
d. pencatatau hams menggunakan dokumen sumber, formulir, tabulasi, daftar-daftar 

statistik, dan buku-buku yang dirancang secara memadai; 
e. lengkap dart nuoruuitif; 
f. mentaati sis tern don prosed11T kcJja ym1g telah ditetapkan; 
g. diselenggarakan secara akurat dan tepa! waktu; 
h. diselenggarakan secara sederhana, konsisten, runtut, dan terintegrasi; 
i. dipisahkan dari fungsi penguasaan dan fungsi penyimpanru1; 

di review secara berkala. J. 
Evaluasi terhad~p 
terlampir 

7. Pelaporan 

suatu pencatatan yang baik dapat dilakukru1 menggunakm1 checklist 6 

Pelaporan merupakan bentuk penymnpaian informasi tertulis kepada unit keJja yang lebi11 
tinggi (pemberi tugas) atau kepada instansi lain yang mempunyai garis kepentingan 
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interaktif dengan instansi pembnat laporan. Pelaporan merupakan konsekum1si Iogis dari 
adanya pendelegasian wewenang. Secara fisik, laporan dapat berbentuk surat atau media 
laiimya. 

Pelaporan yang baik hams n•enwnuhi beberapa kriteria berikut: 
a. mengandung kebenaran, objektif, dan dapat dibuktikan; 
b. jelas dan akurat; 
c. langsung mengenai sasaran; 
d. lengkap; 
e. tegas dan konsisten; 
f. tepa! waktu; 
g. tepa! penerimanya; 
h. mempetimbangkan faktor mwuaat dan biaya. 
Evaluasi terhadap suatu pelapora•J yang baik dapat dilak11kan menggunakan checklist 7 
terlampir 

8. Supervisi dan Review Intern 

Supervisi mempakan pengawasan unsur ·pimpinan terhadap pelaksanaan h1gas yang 
dilaksanakan stafnya. Review intem adalah suah1 aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan 
kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh pimpinan atau 
pejabat yang berwenang bersama-sama dengan staf pimpinan atau dilakukan oleh APIP, 
terhadap pelaksana:m tugas yang diberikan. Dengan kala lain review intcm adalah 
memeriksa apakah seluruh sistem pengendalian Ielah berfungsi secara baik, untuk 
memastikan keberhasilan mencapai misi organisasi. 

Supervisi yang baik harus memenuhi beberapa kriteria berikut: 
a. bersifat pembinaan personil; 
b. tidak mengganggu jalannya kegiatan organisasi; 
c. dilaksanakan oleh orang atau orang-orang yang memahami kegiatan yang disupervisi; 
d. mampu meningkatkan kinelja yang berada dibawah standar; 
e. menggunakan metode atau instrumen yang tepa!. 

Review intern yang baik barns memenuhi beberapa kriteria berikut: 
a. dilakukan oleh pimpinan/pejabat yang berwenang, dan sebaiknya dilak··ukan secara 

bersama-sama dengan staf; 
b. ruang lingkup yang direview dapat bersifnt menyelumh atau masalah-masalah klmsus, 

tetapi hams dirumuskan ruang lingkupnya secara jelas; 
c. dilak-ukan secara periodik atau waktu tertentu sesuai kebutuhan; 
d. didul.:-ung oleh datalinfotiilasi yang tepat, relevan dan akurat; 
e. sebagai unsur untuk mengetahui tentang perkambangan, hambatan, masalal1-masalah 

yang dihadapi dan mencari solusinya; 
f. keputusan-keputusan yang diambil dipal1arui menjadi tanggung jawab bersama untuk 

dilaksanakan dalan1 rangka perbaikan, oleh karena it11 harus bersifat objektif, realistis 
dan aplikatif. 

Evaluasi ltahatlap sualu supervisi dan review inlern yang baik dapat dilakukan 
menggnnakan checklist 8 terlampir 

B. HUBUNGAN ANT AR UN SUR PENGA WASAN MELEKA T 
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Keberhasilan pelaksanaan melekat WASKAT ditentukan oleh seberapa kuatnya hubungan antar 
unsur WASKAT tersebut dalam membentuk jaringan, sehingga tidak ada suatu kegiatan yang 
Input dari salah satu unsur WASKA T tersebut. 

Sebagai contoh,jika ada suatu kegiatan yang telah disepakati untuk dilaksanakan sesuai dengan 
kebijakan pimpinan tetapi kebijakan tersebut tidak tertulis, kegiatan tidak diorganisir dengan 
baik, tidak ditetapkan persyaratan personil yang akan melakukan, tidak dilaJ.atkan pencatatan 
alas aktivitas kegiatan dan tidak dilaporkan pclaksanaannya, tidak jelas proscdnr kcrja yang 
hams diiknti dalam melakukan kegiatan, serta tidak ada review alas pelaksanaan kegiatan 
terse but, maka dapat dipastikan bahwa basil pelaksanaan kegiatan tersebut jauh dari sempurna 
dan sulit dipertanggungjawabkan. Hubungan an tar unsur WASKAT dalam jaringan WASKAT 
dapat dilihat pada gam bar beriknt: 

Hubungan an tar unsur WASKA T 

C. Langkah-langkalt Pelaksanaan Pengawasan Melekat 

Langkah-langkalt pelaksanaan WASKAT meliputi sosialisasi WASKAT kepada selumh 
instansi pemerintah, penyiapan unsur WASKA T pada masing-masing instansi, evaluasi 
terhadap pelaksanaan WASKAT, dan tindak lanjut atau basil evaluasi pelaksanaan WASKAT. 

I. Sosialisasi W ASKA T 
Sosialisasi WASKAT bertnjnan tmtnk memberikan pemaltaman yang tepa! tcntang 
pengertian dan cara pelaksanaan W ASKA T tanpa mengurangi pemaltaman pentingnya 
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pengawasan pimp in an kepada staf karen a WASKA T merupakan si"tem pengendalian yang 
melekat pada selnruh kegiatan organisasi. Sosialisasi dilaknkan secara beJjeqjang dan 
bertalwp kepada seluruh Pimpinan dan Pegawai di lingkungan instansi pemerintal1. 

2. Penyiapan dan Pelaksa!l3an Unsur W ASKA T 
Sebellllll WASKA T dilaksanakan, Pimpinan Instansi/unit keJja perlu menyiapkan unsur 
WASKAT yang meliputi pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, 
pencatatan, pelaporan, superv:isi dan review intern. 

Yang perlu dilakukan dalam tahap penyiapan dan pelaksanaan WASKA T ini adalah: 
a. melakukan identiflkasi secara Jengkap dan rinci terhadap dokumentasi masing-masing 

unsur W ASKA T; 
b. memperoleh pemahaman yang cukup terhadap masi.ng-masing unsur W ASKA T; 
c. merubuat ·catata11 resume untuk me11enntknn dugaan titik rawan kelemahan yung 

membutuhkan perbai.kan alan pcrhatian Iebih mendalam. 

3. Pcmantauan Pelaksanaan WASKAT 

Pemantauan merupakan rangkaian tindakan mengi.kuti pelaksanaan suatu kegiatan serta 
faktor-faktoryang mempengamhinya untuk mengetahui secara di.ni kemungkinan terjadinya 
penyimpangan terhadap kebi.jakan maupun program yang telah ditetapkan. 

Untuk menjamin keandalan WASKAT, maka perlu adanya pemantauan WASKAT 
berkesinambungan yang terjadi pada saat operasi. Pemantauan tersebut mencakup aktivitas 
rutin manajemen, aktivitas pengawnsan, perbandingan an tara satu kegiatan dengan kegiatan 
lai1mya, rekonsiliasi, konsolidasi dan tindakan-tindakan personillainnya yang dapat diambil 
dalam menjalaukan tugas mereka. 

' 
4. Evaluasi Pelaksanaan WASKAT 

Proses evaluasi pelaksanaan WASKAT dapat menggunakan beragam teknik evaluasi. Yang 
perlu diperl1atikan oleh evaluator dalant melaksanakan evaluasi adalalt: 
a. memahami aktivitas organisasi dan unsur WASKA T yang ada; 
b. mengetahui apakalt WASKAT tclah berfungsi; 
c. mengetahui desain sistem pengendalian yang berlaku; -. 
d. mengetahui cara keija sistem tersebut; 
e. uiengkomunikasikan pelaksruiaan WASKA T terhadap pihak-pihak terkait; 
f. menganalisis desai.n sistem yang berlaku Juttuk mengetahui apakalt si.stem tersebut 

dapat memberikmt keyakinan yang tinggi bagi pencapaiml sasaran dan nuuan 
orgamsas1. 

g. Menggunakan checklist (i.nstmmen evaluasi) WASKAT untuk ruengetaltui apakah 
pengawasan melekat telah dilakzanakan d~ngan baik. 

5. Tindak Lmtjut 
Tindak Ian jut dari hasil evaluasi pelaksanaan WASKA T bempa tindakan perbaikan dmt 
penyernpumaan sistem dan prosedur operasi, dan pendalaman titik rawan penyimpangan 
melalui audit operasional atau investigasi. 

D. lndikator Keberltasilan Pengawasmt Melekat 

Keberhasilan W ASJS<I. T dapat ditunjukmt dari: 
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a. Meningkatnya disiplin, prestasi dan perkembangan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas 
antara lain adalab: 
I). tertib pengelolaan keuangan; 
2). tertib pen.gelolaan perlengkapan; 
3). tertib pengelolaan kepegawaian; 
4). tercapainya sasaran pelaksanaan tugas. 

b. Terciptanya keteraturan, keterbukaan, dan kelancaran pelaksanaan tugas 
c. Meningkatnya kepatultan terhadap peraturan penmdang-undangan 
d. Menunmnya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme 
e. Berkurangnya penyalahgunaan wewenang anlara lain diukur dari menurunnya kasus 

penyalabgunaan wewenang yang teljadi pada inslansi yang bersangkulan, serta 
meningkatnya penyelesaian tindak lanjut. Hal lersebul nntara lain dapal diperoleh dari 
laporan hasil pengawasnn. 

f. Berkurangnya. kebocoran, pemborosan dan pungulan 1;ar, an lara lain diukur dari 
menurunnya kasus penyimpangan yang lerjadi serla meningkatnya penyelesaian lindak 
lanjut serta leijadinya peningkatan kehemalan, efisiensi dan efcktifilas. 

g. Cepatnya penyelesaian perijinan, diukur dari leriib 1idaknya pelayanan yang diberiknn 
kepada masyarakat an tara lain melalui: 
l ). penatausahaan 
2). ketepatan waktu 
3). tanggapan masyarakal 
Indikator lersebut dapat diperoleh dari laporan pelaksanaan tugas dan laporan hasil 
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakal 

h. Cepatnya pengurusan kepegawaian, diukur dari lertib tidaknya pelayanan yang diberikim 
kepada pegawai melalui: 
1). penalausabaan; 
2). ketepatan waktu; 
3). ada tidaknya pengaduan dari pegawai dan masyarakat. 
Untuk tercapainya tujuan meningkatkan aparatur pomerintah yang berkualilas, bersih dan 
bertanggungjawab, WASKAT perlu dilaksanakan melalui suatu proses yang lerinlegrasi, 
meliputi kesiapan pelaksanaan, pelaksanaan, dan lindak lanjut. 

lJI. EVALUASI PELAKSANAAN PENGA WASAN MELEKA T 

Pimpinan pada semua jenjang organisasi bertanggmtg jawab alas berfungsinya WASKAT. Oleh 
karen a ilu pimpinan w'!iib melakukan evaluasi terhadap efe!<tivilas WASKA T secara terns meuerus 
agar mtsur WASKA T dapat menjadi alat pcngendali dalaru mencapai (ujuan dan sasaran yang in gin 
dicapai. 

A. Metode Evaluasi 

Metode untuk ruelakukan evaluasi ada beberapa cara: lembar periksa (checklisl),j'!iak pendapat, 
hagan arus (jlowcharl) ataupun cara wawancara. 

L Lembar periksa alau check/is/ 
Checklist adalah suatu metodc penggalian data dan informasi lentang WASKAT suatu 
organisasi melalui suatu daftar pertanyaan yang lolok ukumya berasal dari suatu indikator 
keberhasilan orgaillsasilinstansi. Jawaban atas pertanyaan lersebul adalab 'Ya' alan 'lidak', 
di manajawaban 'Tidak' menunjnkkrut lemahnya WASKAT. 
Pe!tutjuk teknis pelaksrutaan WASKAT ini Ielah dilampiri dengan checklist untuk masing
masing unsur WASKAT sesuai dengan yang telab diuraikan di dalam Bab II. 

2. J aj ak Pendapat. 

42994.pdf 



\ 
' 

. ' 

Jajak pendapat dilaknkan terhaclap pihak yang terkait dalam pengclolaan suatu organisasi, 
baik pihak intern maupun ekstern, untuk mengetahui secara qbyektif beljalannya suatu 
sistem, an tara Jain dengan cara menggunakan kuesioner. 
Misalnya, unl!!k pengumsan Sura! Ijin Mengemudi (SIM), pihak independen dapat 
menggali informasi dari mas'yarakat yang telah mengums SJM. Apakah dalam pengurusan 
SJM masyarakat mengalami kesulitan ataukah telah sesuai dengan prosednr dan sebagainya. 
Secara umum informasi yang diperoleh dari pihak ekstern akan Jebih obyektif dibandingkan 
dengan informasi yang diperoleh dari pihak intem. 

3. Bagan Arus atau Flowchart (FC) 
FC ini sudah cukup banyak dilakukan untuk mengevaluasi suatu masalah. FC berisi suatu 
bag an yang komprehensif ten tang tahapan-tahapan suatu proses pelaksanaan WASKA T. 
Bila proses tersebut beljalan lancar, maka proses berikutuya dapat dilanjt;tkan. Namun 
apabila proses tersebut gaga!, maka harus kembali ke proses awal atau sebelumnya untuk 
diperbaiki, <ehingga proses tersebnt dapat beljalan kembali sesuai dengan prosedur yang 
telah ditetapkan. 
Misalnya dalam pengurusan KTP masyarakat hams melalui loket A s.d C khusus untuk 
yang berusia 50 tahun ke atas tidak hams melalui loket A s.d C, tetapi dapat meminta 
bantu an petugas kelnrahan. Maka dalom FC proses A sd C dapat dilewati. 

4. Wawancara 
Wawancara dilakukan untuk mcnggali informasi yang diperlukan bagi perbaikan dan 
peningkatan pelaksanaan W A SKAT dalam sua1!1 organisasi atau instansi. Wawancara juga 
bermanfaat untuk memvalidasijawaban/informasi dengan langkah sebelumnya. 

B. PELAKSANAAN EV ALUASI 

Mengevaluasi pelaksanaan WASKA T merupakau suatu proses, sedangkan teknik yang 
digunakan akan beragam. 

Dalam proses evaluasi, evaluator hams: 
1. Memahami setiap aktivitas organisasi dan setiap unsur W ASKA T 

Evaluator hartis memahami tugas pokok dan fungsi suatu instansi/satuan kerja tempat ia 
bekelj a, serta dipal1aminya unsur W ASKA T dan keterkaitan an tar unsur W ASKA T. 

2. Mengetalmi apakah W ASKA T telah berfungsi 
WASKAT dikatakan telah berfungsi bilamana tujuan organisasi secara umum telah tercapai 
dengan efisien dan efektif, sumber daya yang ada tdah dimanfaatkan dan dilindungi, serta 
peraturan/kebijakan yang berlaku telah d!patuhi. 

3. Mengetalmi bagaimana desain siste;nnya 
Desain sisteru WASKAT adalah struktur atau tahapan-tal1apan beljalannya unsur WASKAT 
sesuai dengan kompleksitas suatu organisasi. Semakin Juas dan komplek lingkup sua111 
organlsasi, maka tahapan-tahapan yang disusun juga semakin panjang. 

4. Mengetahui bagaimana sistem itu bm-fungsi 
Sistem WASKAT dikatakan telah berfungsi bi:amana kinelja !nstansi meningkat, tidak 
teljadi praktik yang tidak sehat dalam penyelenggaraan tugas-tugas kepemerintal1an serta 
terlaksananya pelayanan yang prima kepada masyarakat. 

5. Menganalisis desain sistem yang be1jalan 
Analisis diperlukan untuk meyakinkan apakah sistem tersebut dapat membe1ikan keyakinan 
yang tinggi bagi pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. 

C. Pelaporan Hasil Evaluasi 

Evaluasi pelaksanaan W ASKA T pada suatu instansi/satuan kelj a hams mempakan suatu 
kegiatan yang terpadu dengan kegiatan operasional yang dilakukan oleh setiap unsur pimpinan 
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organisasi. Selain itu evaluasi pelaksanaan WASKAT juga dilakukan oleh APJP dalam rangka 
pelaksanaan tugas pemeriksanaan. Dengan demikian,jika teljadi penyimpangan akan terdeteksi 
sejak dini tmtuk segera diperbaiki. Hasil evaluasi oleh pimpinim terltadap pelaksanaan 
'WASKAT dituangkan dalam laporan evaluasi, sedangkan evaluasi oleh APJP wajib 
dicantumkan dalam Laporan Hasi] Pemeriksaaan. 

Materi yang dilaporkan meliputi setiap hal yang berkaitan dengan kondisi unsur WASKAT 
serta implikasi dari setiap kelemahan/penyimpangan yang terjadi. Misalnya, dalam masalah 
"pengorganisasian, dinilai apakah selama ini teljadi tum pang tindilt antara suatu unit dengan unit 
lainnya. Dalam pelaporan evaluasi WASKA T, adru1ya tumpang tindih tersebut dan 
ketidakefisienan dalmn pelaksanaan tugasnya harus disebutkan. Laporan hasil pemeriksam1 
APJP yang memuat hasil evaluasi kondisi unsur WASKAT wajib dilaporkan kcpada pimpinan 
organisasi. 

MenPAN melakukan evaluasi pelaksanaan pengawasan melekat di tingkat nasional secara 
berkala berdasarkan hasil pemantauan Jangsung di !apangan dan laporm1 evaluasi pcngawasan 
melekat yang dibuat oleh pimpinan instansi pemerintah maupun hasil pemeriksaan APIP. 

D. Tindak Lanjut 

Hasil evaluasi merupakruJ umpan bagi penyempumaan unsur WASKA T dan akan menjadi 
pertimbangan uiituk penentuan tindak lanjul yang tepat. Tindakan perbaikan dan 
penyempumaan unsur WASKA T diperlukan jika hasil evaluasi terl1adap sistem pengendalian 
menemuican titik-titik kelemahafi yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Tindakan 
perbaikan sistem dan prosedur <(apat mencakup penyempurnaan kelembagaan, ketatalaksanaan, 
dan sistem kepegawaian. 

IV.PENUTUP 

Pedoman ini dimaksudkan agar setiap pimpinm1 instansi mcmiliki alat kendali yang d3pat 
memberikan periagatan dini terhadap kemungkinan te~jadinya praktik yang t.idak sehat, kekeliman 
dan kelemahan sistem administrasi ytmg dapa~ mempengamhi efek:ivitas, efisiensi dan 
keekonomisan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan dikeluarkannya Keputusan Men. PAN ini, 
Departemenllnstansi/Satuan Kelj a segera melaksanakan W ASKA T seperti yang telah diatur dalam 
Pedoman Pelaksanaan ini. APIP juga hams memjuk pada metodologi evalnasi WASKAT antara 
lain pengujian keandalan WASKAT dengan menggunakan checklist sebagaimana terlampir. 
Selanjutnya Kementerian PAN melakukan pemaataum1 sewaktu-wak!u dan evaluasi secara berkala 
dengan menggnnakan basil pemeriksaan APJP. 

Untuk mensosialisasikaa pemalJanJan WASKA T, kernenterian PAN menetapkan Tim Asistensi 
W ASKA T yang terdiri dari unsur-unsur Kementerian PAN, LAN, BPKP, BKN serta ins! ansi terkait 
lainnya. Jika pemahaman tentang pelaksanaan WASKAT pada snatu lnstansi/Satuan Kelja masih 
belurn memadai, maka Jnstansi/Satuan Kerja yang bcrsangkutan dapat mengajukan pennohonan 
kepada Tim Asistensi WASKAT untuk rncmherikrut panduan secara praktis tentang pelaksanaan 
WASKA T, ym1g dapat berupa pelatihan, seminar, !okakaJya a tau kegiatan lainnya yang lebih 
rnudalt diaplikasikan dalam melaksanakan WASKAT. 

Dengrut berlakunya Pedoman Pengawasan 1!elekat ini, diharapkan agar pengawasan melekat benar
benar dapat berfungsi sebagai alat kendali yang bermanfaat bagi pimpinan instansi dalam 
melaksanakan tugasnya. 
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CHECKLIST 1: PENGORGANISASIAN 

Untuk mengevaluasi pengorganisasian dapat dilakukan dengan lembai- periksa (checklist) yang 
berisi pertanyaan-pertanyaan yang menjadi indikator keberhasilan pengendalian pengorganisasian. 
Pertanyaan-pertanyaan dikelompokkan mennmt kelompok syarat pengorganisasian yang memenuhi 
1msur pengendalian yang baik. Beri tanda '"V" pada kolom "Y" unh1k jawaban "Ya" dan beri tanda '"V" 
pada kolom ''T" unh1k jawaban "Tidak". Setiap jawaban ''Tidak" menunjukkan kelemahan 
pengendalian yang perlu peitielasrui. 

Syarat I: Proses pembenhikan orgamsas1 httrus mengacu pada upaya menciptakan organisasi yang 
efektif dru1 efisien. 

No Pertanyaan y T Pcnjelasan 

1.1 Tug as pokok dan fnngsi orgamsas1 hams 
diidentifikasikan secara ielas 

1.1.1 Apakah misi dan tujuan organisasi telah digariskan secara 
jelas? 

1.1.2 Apakah t11gas pokokdan fungsi orgamsas1 telah 
diidentifikasikan? 

1.1.3 Apakah sasaran dan target yru1g akan dicapai telah 
1.1.4 diidentifikasikan? 

Apakah potensi dru1 kendala-kendala yang mungkin 
1.1.5 dihadapi pad a sa at pelaksanaannya telah 

diidentifikasikan? 
1.1.6 Apakah sa saran dan target dalmn gans besar yang 

disesuaikru1 dengan hasi!-!Jasil yang diinginkan telah 
ditentukan? 
Apakah prioritas pencapaian sasaran dan target telah 
ditentukan? 

1.2 Stmktur organisasi harus mencerminkan suatu sistem hubungan kerja yang 
mengintegrasikan unit-unit keria vang terpisah telapi memiliki satu tujuan 

1.2.1 Apakah sumber daya manusia dan sumber daya lainnya 
Ielah dialokasikan ke dalam masing-masing tugas? 

1.2.2 Apakah uraimJ'~ugas untuk masing-masingjabatan dalam 
strukturlbagan orgru1isasi te!ah disusun secarajelas? 

1.2.3 Apakah standar kineija untuk mengendalikan 
pelaksanaan kegiatru1 para anggota organisasi agar tetap 
sesuai dengan yang diinginkan -Ielah ditetapkan? 

1.3 Togas, fungsi dan tauggung jaw:ob setiap unit kerja dalam organisasi barus dijabarl<an 
sccara jelas 

1.3.1 Apakah struktur organisasi yang disusun telah sesuai/menggambark311 
Tugas dru1 fungsi organisasi itu send iri? 

1.4 Uutuk dapat mencipt:okan su3tu bentuk S!ruklur organisasi yang memadai, efektif dan 
clisien, maka perlu dilakukan analisis beban kcrja dan aualisis jabatail 

1.4.1 Apakah Ielah dilaksanakmt analisis beban keJja? 
1.4.2 Apakah Ielah dilaksanakan analisis jabatan? 
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......................................................................................................................... ······· .. 

Syarat 2: Penyusunan struktur organisasi hnrus mengacu pada misi dan tujuan organisasi 

No Pertanyaan y T Pcnjelasan 

2.1 Setiap organisasiharus menyusun strul<tur organisasi yang kemudian dalam bentuk bagan 
organisasi 

2.1.1 Apakah telah dibuat hagan organisasi? 
:.1.2 Apakah setiap unit keJja yang digambarkan dalam hagan 

organisasi telah menunjukan Jems pekeJjaanya masmg-
2.1.3 masing? 

Apakah bagan organisasi telah menggambarkan suatu hirarki 
dalam manaiemen organisasi? 

2.1.4 Apakah dalam hagan organisasi terlihat juga adanya garis 
kewenangan dan jalur komunikasi/komanda dalam stmktur 
organisasinya? 

2.2 Struktur organisasi harus sesuai denoan ketcntuan perundang-undangan yangberlaku 
2.2.1 Apakah struktur orgartisasi yang dihuat telah sesuai dengan 

dasar hukum P.~mbentukannya? 
2.2.2 Apakah dasaf'liukum pembentukan struktur organisasi yang 

hersangkutan Ielah sesuru dengan peraturan penmdang-
undangan yang lebih tinggi? 

2.3 Struktur organisasi Villi!! disusun barns sesuai dengan rnisi dan tu juan oroanisasi 
2.3.1 Apakah struktur organisasi yang disusun Ielah 

sesuaifmenggambarkan tugas dan fungsi orgamsas1 itu 
sendiri? ' 

2.4 Struktur organisasi disusun samuai struktur/iabatan yang terendah 
2.4.1 Apakah struktur organisasi yang ada Ielah dibuat sampm 

' stmktur yang terendah? 
2.4.2 Apakah selumh pekerjaan telah dibagi hahis secara 

proporsional ke dalam tugas-tugas yang berbeda untuk 
masing~masing pej a bat? 

2.5 Struktur oroanisasi vang dibuat barns mampu menampun seluruh ke ·atan or2anisasi 

2.5.1 Apakah struktur orgamsas1 yang ada telah mampu 
menampung/melaksanakan kegiatan-kegiatan utama 

2.5.2 
organisasi yang bersangkutm1 secara wajar? 
Apakah pada pelaksanaannya tidak terdapat unit organisasi 
yang 1emyata mengeJjakan kegiatan yang sama (tmnpang 
tindih)? 

2.6 Struktur organisasi barns l<enyal dalam mcnghadapi pcngarub baik internal maupun 
eksternal 

2.6.1 Apakah struktur organisasi telah disusun cukup Jleksibel agar 
mudah dilakukannya perubahan stmktur yang disebabkan 
oleh pengamh lingkungan, misi/tqjuan organisasi, kebijakan 
(baik internal maupun ekstemal), adanya perubahan 
teknologi bam, dan lain sebagainya? 
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2.7 Struktur organisasi hams menggambarkau adanya pemisahan fungsi (fungsi 
_penyimpanan, pencatatan, dan pengurusan) 

2.7.1 Apakah struktur orgamsas1 Ielah menggambarkan ad any a 
pemisahan fungsi? (fungsi penyun pan an, pencatatan, dan 
pengurusan) 

2.8 Struktur organisasi hams memperhatikan volume pekerjaan unit kerja yang 
bersanl!kutan dan tcrsedianya SDM yang sesuai dengan kebutuhan 

2.8.1 Apakah semua jabatan dalam struktur organisasi telah diisi 
oleh pejabat yang bersangkutan? 

Simpulan Synrat 2 
•••••••••••••• 0 •••• 0 ••••••• 0 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••• ••••••••••••• 0 • ••••••••••••••••• 0. 0 0 •••••••••••••••••••••••• 

• • • •• • •• •• • • • • • • • • • • •• • •• • 0. 0 •••••••• 0 ••• •••••••••••• 0 ••••• 0 •• •••••••••••••• 0 ••••••••• •••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Syarat 3: Pendefmisian \~ewenang dan tangglUig jawab nntuk masing-masing jabatan harus seimbang 
dengan tugas dan fungsinya. 

3.1 Untuk meuctapkan uraian jabatan masing-masiug jabatan, sebelumnya barns 
dilakukan analisis beban kerja dan analisis jabatan terlebih dabulu 

3.l.J Apakah organisasi yang bersangkutan telah melakukan a tau 
membuat analisis jab alan? 

3.1.2 Apakah Ielah dibuat analisis beban kelja untuk setiap jabatan yang 
ada? 

3.2 Uraian .iabatan harus dibuat secara tertulis 
3.2.1 Apakah Ielah dibual uraian tugas (iob description) tertulis untuk 

masing-masing j abalan 
3.3 Uraian .iabatan barns dikomunikasikan kepada pejabat-pe_jabat ang bersangkutan 

3.3.1 Apakah uraian tug as ters~but tc)ah dikoillunik~sikan kepada 
masing-masing pejabal yang bersangkulan? 

3.4 Uraian jabatan hams dimutakhirkan sejalan adanya perubahan atau perkembangan 
dalam struktur OT!!anisasi 

3.4.1 Apakah uraian tugas yang ada telah dimutakhirkan sejalan dengan 
adanya perubahanlpenyesnaian dalam slruk1ur oq;lanisasi? 

3.5 Untuk kegiatan-kegiatan yang dominan barns dibuatkan prosednr pelaksanaan 
kegiatannya (standard operating procedure-SOP) 

3.5.1 Apakah Ielah dibuat prosedur pelaksanaan kegialan, khususnya 
untuk kegialan-kegialan 
bersangkutan 

yang dominan dari organisasi yang 

3.6 Pendefinisian tani!!1UDI!: iawab dalmn setiap .iabatan barns .ielas 
3.6.1 Apakah tanggung jawab masing-masing jabatan telah diuraikan 

secara jelas?. Hal ini unhtk ,·menghindari pelampauan langgung 
jawab alau sebaliknya, saling lempar tanggungjawab. 

Simp ulan syarat 3: .......................•...........•.................................................................. 
• • •• • •• • •• • •• • • • • • • • • • • •• •• • • •• •• •• • • • •• • • • • • • • • • • •• • •• • •• • • • ••• •• • • • • • •• • • • • •• • • • • ••• • •• • • 0 0 •• •••••••• 0 • ••••••••••• 0. 0 ••••••••• 

Syaral 4: Penelapan pejabat harus sesuai dengan kriteria yang ditelapkmt untuk masing-masing 
jabalmt 
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4.1 Jabatan-jabatan yang ada ditctapkan dan diisi dengan pejabat yang mampu dan 
berkarakter baik 

4.1 .1 Apakah dari struktur organisasi yang ada telah diisi seluruhnya oleh 
pejabat-pejab~t yang dittmjuk untuk jabatan tersebut (tidak terdapat 
jabatan yang kosong)? 

4.1.2 Apakah dim1tara pejabat terscbut tidak terdapat hubungan 
kekerabatan (nepotisme )yang dapat mengganggu kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan dan atau bertentangan dengan kriteria yang 
ditetapkm1 

4.2 Jika terdapat pernngkapnn jabatan, perlu dihindari perangkapan yang dapat 
mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan 
yang bcrlaku 

4.2.1 Jika masih terdapat jabatan yang kosong, apakah terdapat 
perangkapan jabatan yang dapat mengganggn kel~~1caran 

4.2.2 pel aksmman/pekerj a an? 
Apakah terdapar perangkapan jabatan yang dilarang sesuai dengan. 
ketentuan yang berlaku'? (adanya perangkapan fungsi) 

Simpulan syarat 4: 
•• · •••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••• 0 •••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •• 0 ••••••• 0. 0 •••••••• ••• 0 •• ••••••••••• 

• • • • • • • 0 0 0 •••••• •••••••• 0 •••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 0 •••• 0 0 0 • ••• 0 •• ••••••••••• 0 •••••••• ••••••••••••••• 

Syarat 5: Pendelegasian wewenang hams diikuti dengan tanggung jawab yang sesuai dengan tug as dan 
fungsinya. 

5.1 Seorang atasan harus memiliki bawahan dalam jumlab yang proporsional den gao 
togas, fungsi, tanggung jawab, dan wcwcnangnya 

5 .. 1.1 Apakah ada pejabat yang membawahkan pejabat yang Jebih 
rendah terlalu sedikit? 

5.1.2 Atau sebaliknya, ada pejabat, ymg membawahkan pejabat yang 
lebih rendah dan temyata terlalu banyak, sehu1gga berpengamh 
terhadap rentang kendali? 

5.2 Bawahan juga harus diserahi tanggung jawab dan wewcnang yang sesuai dcngan 
]{edudukannya 

5.2.1 Apakah wewcnang dan tanggung jawab telah didelcgasikan 
sejauh mungku1 ke bawah? 

5.3 Tanggung jawab harus scsuai!seimbang dcngan wewenang yang didelcgasikan kcpad:1 
bawahau 

5.3.1 Apakah tm1ggung jawab 
. . 

pejabat Ielah masmg-masmg 
sesuai/seunbang dengan wewenang yang dimiiikinya? 

Simpuhm syarat 5 
•••••••••••••••• 0 ••• •••••••••••••••••••••• 0 •• 0 ••••••• 0 ••• ••••••••••••••••••••••••••• 0 • •••••••••••••••••••• 0 ••••• 0 0 ••••• 0 •••••••• •• 

0 •••••••••• ••••••••••••••••• 0 ••• 0 0 •••• •••••••••• 0 ••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CHECKL/ST2: PERSONIL 

Untuk mengevaluasi personil dapat dilakukan dengan Jembar periksa (checklist) ini. Lembar 
periksa berisi pertanyaan-pertanyaan ym1g menjadi indikator keberhasilan melalui personil. Pertanyaan
pertanyaan dikelompokkan menumt kelompok syarat pembinaan personil ymg memenuhi 1msur 
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pengendalian yang baik. Beri tanda "V" pada kelompok kolom "Y" untuk jawaban "Ya" dan beri tanda 
"V" pada kolom 'T" untuk jawaban ''Tidak". Setiap jawaban "Tidak" .menunjukkan kelemahan 
pengendalian yang perlu penjelasan. 

Syarat I: Fonnasi Pegawai Hams Diten~kan Secara Tepa! 

No Pertanyann y T Penjelasan 

1.1 Orgauisasi melakukan an:~isis jabatan 
1.1.1 Apakah telah disusun analisis kebu tuhan pegawai? 
1.1.2 Apakah telah dilakukan analisis jabatan? 
1.1.3 Apakah pekerjoan yang hams dilaksanakan dapat dirinci 

menitrul jenisnya? 
1.1.4 Apakah sifat pekerjaan yruJg hams dilaksanakan dapat 

diidentifikasikan? 
1.1.5 Apakah dalam men.:yusun fonnasi pegawm telah 

memperhatikan jenjang dan jumlal1 pang kat serta j abatan 
yru1g tersedia? 

1.2 Organisasi melakukan anolisis beban ker.ia 
1.2.1 Apakah telah dilakukan analisis beban keJja untuk suatu 

j angka waktu tertentu? 
).:f.l. Api\kill! om;misasi !l!~!l!P!!l!Y<» car a lmtuk 

mengidentifikasikruJ kapasitas pegawai? 
1.2.3 Apakah terdapat cara/metode tertentu untuk melaksanakan 

suatu pekerjaan? 
1.2.4 Apakah metode yang digunakan mempakan metode yang 

hemat,efisien dan efektif? 
1.2.5 Apakah pe~~latan yang tersedia mempakan salah satu 

faktor dalarn menenhlkan formasi pegawai? 
1.2.6 Apakah penggunaan alat-alat canggih/modem 

mengakibatkan pembahan fonnasi pegawai? 
1.2. 7 Apakah formasi pegawai dalam j angka waktu tertentu 

dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan organisasi? 
Simpulan Syarat 1 
••••••••••••• 0. 0 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •• 0 •• ••••••• 0. 0 0 •••• •••••••••••• - ....... 

• 0 ••• 00.00 ••• 0 •• 0 ••• 0 •• ••••••••••••• 0 •• ••••••••• 0 •• •••••• 0 •• •••• 0 ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Syarat 2: Penerimaan dan penempatru1 pegawai barns didasarkan pada formasi yang lowong 

2.1 Proses penerimaan pe~awai dilaknkan secara obyektif 
2.1.1 Dalaru hal diperlukan pegawai bam, apakah proses penerim ammya 

dilakukan secara obyektif? 
2.1.2 Apakah penerimaan pegawai diumumkan secara luas oleh pejabat 

yang wewenang'l 
2.1.3 A-pakah syarat-syarat pegawai yang diperlukan dikomunikasikan 

denganjelas dan transparan? 
2.1.4 Apakal1 dibentuk tim penerimaan pegawai? 
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2.1.5 Apakah pegawai yang diterima memang merupakan pegawai yang 
dinerlukan baik jumlah maupun kualifikasinva? 

2.2 Jumlah dan kualilikasi pegawai yan!! diterima barns sesuai deil~?an yam! diperlukan 
2.2.1 Apakah dilakukan seleksi penerimaan pegawai? 
2.2.2 Apakah seleksi yang dilakukan dapat men gin den tifik as ikan 

pengetahuan, kemampuan, keahlian, dan ketrampilan cal on 
neQawai? 

2.3 Pegawai harus tepat sesuai dengan pengetahuan, kemampuan, keablian dan 
kctramnilannva 

2.3.1 Apakab penempatan pegawa1 barn telah sesum dengan yang 
direncanakan? 

2.3.2 Apakah penempatan terse but didasarkan pad a pengetabuan, 
kemampuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk 
melaksanakan tugas? 

2.3.3 Apakah penempatan terse but akan mendorong pegawm untuk 
berorestasi? 

Simpulan Syarnt 2 
••• -· ••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••• 0 0 ••• 0 ••••••• 0 ••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 0 •••••••••••••• - • •••••••• 

• 0 •••• •••••••••••••••••• 0 •••• ••••••••••••••••••••••••••••••• 0 0 •••••••• 0 ••• •••••••••• 0 • ••••••••••••••• 0. 0 •••• 0 ••••••••••••• •••••••• 

Syarat 3: Pendidikan dan pelatiban diperlukan untnk meuingkatkan kemampuan, keablian dan 
ketrampilan pengembangan karir pegawai. 

3.1 Diklat barns dilaksanakan untuk nel!awai baru dan lama 
3.1.1 Apakah setiap pegawm diberi kesempatan untnk meningkatkan 

pengetahuau, kemampuan, keahlian dan ketrampilarmya? 
3.1.2 Apakah peningkatan kualitas pegawai tersebut antara lain dilakukan 

melalui pendidikan dan pelatihan? 
3.1.3 Anakah diklat dioeruntukkan b3Qi oeQawai barn dan lama? 
3.2 Diklat harus didasarkan nada kebutuan oelaksanaan tu2as 

3.2.1 Apakah diklat yang diselenggnrakan didasarkan pada analisis 
kebutnhan pelatihan? 

3.2.2 Apakah dari analisis terse but dapat diidentifJ.kasikan kompetensi yang 
diperlukan? 

3.2.3 Apakah pemiliban peserta di_ldat sesuai der.gan rencana orgruiisasi? 
3.2.4 Apakah diklat dilaksanakan secara berkesinambungru1? 
3.2.5 Apakah setiap jenjang pegawai mcmperoleh diklat sesuai dengan 

kebutuhrumya? 
3.2.6 Apnkoh pegawai yang mengikuti snatu diklat telah dimanfaatka.n 

sesuai dengan kemampuruJ/keahlirumya? 

~.:.> .... Dik!at hams danat mcnin!!katkan kineria individu, ke!omoo.k dan orQ:misasi 
3.3.1 Apakah diklat dapat meningkatkan kine~ja organisasi? 
3.3.2 Apakah setelah meJJgikuti diklat tertentu, seorang pcguwui dapat 

diberikan tugas dan tanggungjawab yang lebih berat? 
3.3.3 Annkah omanis3si mendaoatkan manfaat c!ari basil diklat? 
3.4 Diklat harus menunian!! nen!!emban!!an karier oel!awai 

3.4.1 Apakal1 diklat yang dilaksanakan dapat meningkatan karier pegawai? 
3.4.2 Aoakah basil dilkat diQunakan sebMai salah satu dasar untnk rnenilai 
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2.1.5 Apakah pegawai yang diterima memang merupakan pegawai yang 
diperlukan baikjumlah maupun kualifikasinya? 

2.2 Jumlah dan kualifikasi J>egawni ,l:'ang diterima harus sesuai dengan yang diperlukan 
2.2.1 Apakah dilakukan seleksi penerimaan pegawai? 
2.2.2 Apakah seleksi yang dilakukan dapat mengindentifikasikan 

pengetahuan, kemampuan, kcahlian, dan ketrampilan cal on 
pegawai? 

2.3 Pegawai harus tepat sesuai dengan pengetahuan, kemampuan, kcahlian dan 
ketmmpilannya 

2.3.1 Apakah pcncmpatan pegawat barn telah sesuat dengan yang 
direncanakan? 

2.3.2 Apakah penempatan terse but didasarkan pad a pengetahuan, 
kemampuan, keahlian dan keterarnpilan yang diperlukan untuk 
melaksanakan tugas? 

2.3.3 Apakah penempatan terse but akan mendorong pegawat untuk 
berprestasi? 

Simpulan Syarat 2 
••••••••••••••• 0 • •••• 0 • •••••• 0 •••• 0 ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••• 0 •••••••••••••• ••••••••• - •••• 

• • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• 0 ••••• 0 ••••••• •• ·:· • ••••••••• 0 0 • ••• 0 0 ••••••• •••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -· 

Syarat 3: Pendidikan dan pelatil1an diperlukan untuk meningkatkan kemampuan, keahlian dan 
ketrampilan pengembangan karir pegawai. 

3.1 Diklat harus dilaksanakan untuk oel!awai baru dau lama 
3.1.1 Apakah setiap pegawm diberi kesempatan untuk meningkatkan 

pengetahuan, kemampuan, keahlian dan ketrampilarmya? 
3.1.2 Apakah peningkatan kualitas pegawai tersebut antara Jain dilaJ,:ukan 

melalui pendidikan dan pelatihan? 
3.1.3 Apakah diklat diperuntukkan bagi pegawai baru dm1 lama? 
3.2 Diklat barus didasarkan pada kcbutuan pelaksauaan tul!aS 

3.2.1 Apakah diklat yang dise]enggarakan didasarkan pad a analisis 
kebutuhan pelatihan? 

3.2.2 Apakah dari analisis terse but dapat diidenti!tkasikan kompetensi yang 
diperlukan? 

3.2.3 Apakah pemilihm1 peserta diklat sesuai dengan rencana organisasi? 
3.2.4 Apakah diklat dilaksanakan secara berkesinan1bungan? 
3.2.5 A pakah setiap jenjang pegawai memperoleh diklat sesua.i dengan 

kebutuhannya? 
3.2.6 Apakah p~gawai yang Jllengiknll su.alu diklat Ielah dimanfaatkan 

sesuai dengan kemampuan/keahiiannya? 

3,3 Diklat harus daoat mcnhll!katkan kineria individu, J>e]ompok dan or2anisasi 
3.3.1 Apakah diklat dapat meningkatkan kinetja nrganisasi? 
3.3.2 Apakllh setelph mengikuti diklat tertentu, seonmg p~gawat 

diberikan tngas dm1 tanggnngjawah yang Jebih berat? 
dapat 

3.3.3 Aoakah organisasi mendapatkan mnnfaat dari basil diklat? 
3.4 Diklat harus menun.ianl! pCDI!embanl!au karier pcj!mvai 

3.4.1 Apakah diklat yang dilaksanakan dapat meningkatan karier pegawai? 
3.4.2 Apakah hasil dilkat dignnakan seb~gai salah satu dasar untuk menilai 
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---· 

· karier pega,vai? 
3.4.3 Apakah materi dildat dapat memenuhi kompetensi untuk peningkat;m 

karier? 
Simpulan Syarat 3: 
••••••••••••• 0 ••• •••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••• 0 0 0 ••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••• 0 

••••••••••••• 0. 0 •••• •••••••••••••••••••••••••• 0 ••• •••••••••••••••••••••••• 0 •• 0 0 •••••••• 0 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••• •• 

Syarat 4: Organisasi haius mempunyai perencanaan dan pengembangan karier yangjelas 

.J.] Sctil!Jl p_egawai dapat mcmilih karier yan2 dikehendaki 
4.1.1 Apakah organisasi mempunyai pol a perencanaan dan 

pengembangan karier? 
4.1.2 Apakah pol a tersebut cukup jelas dan transparan? 
4.1.3 Apakah pol a tersebut dikomunikasikan kepada semua pegawai? 
4.1.4 Apakah para pegawat dapat memilih sasaran dan jalur 

pengembangan karier yang diinginkan? 
4.1.5 Apakl1 terdapat kepuasan para pegawm dalam memilih karier 

masing-masing? ' 
4.1.6 Apakah per en canaan karier yang ada bermanfaat untuk 

mengmtgkapkan potensi SDM dan unn1k mengembangkan SDM 
yang dapat diprornosikan? 

4.1. 7 Apakah perencanaan karier be1manfaat untuk mcmbantu 
pelaksanaan rencana keija? ' 

4.1.8 Apakal1 organisasi mendorong perencanaan karier pegawai? 
4.1.9 Apakah kineija seorang pcgawru akan mempengaruhi 

_pengembangan karier Eegawai yang bersangkutan? 
---· ------·-·-··· 

. Polamutasi dan rotasi teliill-dibiikukrui dan ililaksiliiiil<aii sec.ii:i koiisistcn 4.2 
4.2.1 Apakalt organisasi mempunyai pol a mutasi dan rotasi? 
4.2.2 Apakalt pola tersebut telah didasarkan pada kepentingan organimsi 

dan kepentingan pegawai? 
4.2.3 Apakal1 dengan pola tersebnt para pegawai akan ditempatkan pada 

tempat yang tepa! sesuai dengan pengetahuan, pengalarnan dan 
keahliannya? 

4.2.4 Apakah pola tersebut sinkron dengan pola pengembangan karier? 
4.2.5 Apakalt pol~·' mutasi dan rorasi yang diterapkan dapat 

menghindarkan adanya praktik yang tidak sehat? 
4.2.6 Apakah pola mutasi dan rotasi yang bak'll, telah diterapkan secara 

konsisiten? 
4.2.7 Apakalt terdapat kepuasmt dari para pegawai mengenai pol a mulasi 

da., rotasi? 
Simpulan Syarat 4: 
•••• - ••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••• ••••••••• 

• • • • • • - ......................................................................................... 0 •••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 

Syarat 5: Organisasi rnempunyai sistem penghargaan yang dapat memotivasi pegawai 

5.1 
5.1.1 
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5.1.2 
5.1.3 

5.1.4 

5.1.5 

5.2 
5.2.1 

5.2.2 

'5.3 
5.3.1 

5.3.2 

} .•: 

Apakah sistem tersebut diberlakukan secara konsisten? 
Apakah pengbargaan hanya dibcrikan kepada pegawai yang sangat 
baik prestasinya? 
Apakah dalam menilai prestasi keija pegawai menggunakan sistem 
penilaian yang Ielah dibakukan? 
Apakah dalam sistem tersebut secara jelas diuraikan tujmm 
penilaian, siapa yang menilai, apa yang dinilai, bagaimana cara 
menilai dan kapan penilaian dilakukan? 
Jcnis pcngb~aan yang diberikao dapat mendoroog pcninokatan kincrja 
Apakah jenis penghargaan yang diberikan dapat mendorong 
pegawai yang bersangkutan untuk lebih berprestasi? 
Apakah pengbargaan yang diberikan dapat memotivasi pegawa. 
lain untuk meningkatkan prestasi mereka? 
Sistem peogban!aao yaol! diterapkan harus .ielas dan transparao 
Apakah sistem peoghargrum yang diterapkan telah 
dikonumikasikan kepada selurul1 pegawai? 
Apakah para pegawm merasa puas dengan sistem penghargaan 
yang ada? 

Simpulan Syarat 5 

Syarat 6: Pemberhentian pegawai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang bcrlaku 

6.1 Pcgawai akao dibcrhentikao apabila menu rut ketentuannva harus dibcrhentikan 
6.1.1 Apakah terdapf!l ketentuan tentang pemberhentian pegawai? 
6.1.2 Apakah pem berhen 6an pegawa1 Ielah dilaksanakan sesum dengan 

ketentuan yang berlaku? 
6.1.3 Apakah tidak keberatan/penolakan dari pegawai ym1g diberhentikan? 
6.1.4 Apakah terdapat pegawai yang telah memasuki usia pensiun, tetapi 

belum diberhentikan/dipensiunkan? 
6.1.5 Apakah ada ketentuan yang mengatur perpanjangan batas usia pensiun 

terse but? 
6.2 Para pegawai memahami peratnran pembcrhentian 

6.2.1 Apakah ketentuan pemberhentian cukup jelasa dan transparan? . 

6.2.2 Apakah ketentuan tersebut dikomunikasikan kepada para pegawai? 
6.2.3 Apakah ketentuan tersebut dilaksanakan secara konsisten? 

Simpulan Syarat 6: 
••••••••••• 0 •• ••••• 0 •••••••••••••• 0 •• 0 ••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -·· ••• 0 •• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • 0 •••••••••••• 0 ••• ••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •• 
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CHECKLIST3: KEBIJAKAN 

Untuk mengevaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan lembar periksa (checklist) ini. Lembar 
pcriksa pertanyaan-pertanyaan yang menjadi indikator keberhasilan melalui kebijnkan. Pei1anyaan
pertanyaan dikelompokkan menumt kelompok syarat kebijakan yang memenuhi unsur pengendalian 
yang baik. Beri Ianda "V" pada kolom "Y" untuk jawaban "Ya" dan beri Ianda "V" pada kolom 'T" 
untuk jawaban 'Tidak". Setiap jawaban ''Tidak". Setiap jawaban "Tidak" menunjukkan keleiDalwn 
pengendalian yang perlu penjelasan. 

Syarat I: Kebijakan hams jelas dan sedapat mungkin dibuat tertulis 

No Pertanyaan y T Pcnjelas:m 

J.] Kebijakan barus dapal bert·ungsi sebagai pedoman 
van!! ielas 

1.1.1 Apakah kebijakan kadang-kadang digariskan secara 
1.1.2 lisan? 

;'!• 

Apnkah kebij akan dirumuskan dengan angka 
lkuanlilatif)? 

1.2 Kebi.iakan harus dituangkan secara tertulis sebagai pedoman ·an!! baku 
1.2.1 Sebagai pedoman!acuan yang baku, apakah kebijakan di 

instansi anda selalu dimmuskan secara lertulis? 
1.2.2 Apakah kebijakan dirumuskan dengan uraian deskriptif 
1.2.3 (kualitalif)? 
1.2.4 Apaka!t kebijakan dirumuskan dengan urman target 

waktu? 
Apakah kebijakan dirumuskan dengan unsur 

I peru biavaannva? 
1.3 Kebijakan harus cukup mengarahkan interpretasi yang diperlulum menuju kescragaman 

nen!!ertian 
1.3.1 Apakah kebijakan telah dihimpun dan dibakukan selama 

tiga tahun !erakhir? 
1.3.2 Apakal1 kebijakan yang telah ditetapkan dijadikan 

pedoman, panduan atau petunjuk pelaksanaan (juklak) 
1 yang baku? 

1.4 Kebijakan barns dapat membimbing pelak<aoaan tugas pokol<lfungsi setiap bagian 
or!!anisasi 

1.4.1 Apakah kebijakan selaht sesum dan searah dengan 
peraturan per-UU-an yang berlaku? 

I .4.2 Apakah kebijakan selalu sejalan dengan TUPOKSJ 
1.4.3 struktur organisasi? 

Apakah sasaran kebijakan ditetapkan berdasarkan umtan 
priori las? 

Simpulan Syarat 1 
•••••••••••• 0 •••• ••••••••••••••••••••••••••••• 0 0 •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••• -··· ••••• 0 •••••••••••••••••• 

• • • • 0 0 ••••••••••••• ••••••••••••••••• 0 0 ••• ••••••••• 00 ••••••••••••••••••••••• 0 • •••••••• 0 ••••••••••••••• 0 •••••••• •••••••••• 0. 0 ••• 0 0 ••• 
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Syarat 2: Kebijakan harus dapat secara efektif dikomunikasikan kepada selurnh Jlersonil dalam 
organisasi · 

2.1 Kebiialwn harus dapat dipahami oleh bawal1an 
2.1.1 Apakah setiap keliijakan selalu dibahas bersama dengan bawahan 

atau para pelaksanaan sebelum dilakukan kegiatan? 
2.1.2 Apakah setiap kebijakan selalu dibahas bersama dengan bawahru1 

atau para oefaksanaan saat berlruJgsungnya kegiatan? 
2.2 Kebijakan barns dapat membangkitkan kcpada kcsadaran diperlukannya penetapan 

kebiiakan 
2.2.1 Apakah bawahan diberi kesempatan untuk meminta penjelasan 

dalam setiap upaya pendalaman pemaham an kebij akan? 
2.2.2 Apakah setiap bawahan selalu diminta pendapat atau masukan 

dalam nernmusan kebiiakan·vang akan ditetankan? 
2.3 Kebiiakan barns danat membawa nembaharuan dalam sikap dan tindakan 

2.3.1 Apakah bawahan dibenarkan menyarnpaikan saran at au usul untuk 
perbaikan dan penyempumaan pelaksruwan kegiatru1 kebijakan? 

2.3.2 Apakah bawahan diberi kesempatan menyampaikan kritik yang 
memban~un terhadan rumusan kebiiakan nelaksanaan vanQ ada? 

Simpulan Syarat 2: 
•••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••• 0. 0 •••• ••••••••• 0 •• •••••••••••••••••••••••••••• 0 ••• 0 ••••••••• .................................... 

• • • • 0 ••••••••••••••• 00 0 •••••••••••••• 0 •• 0 ••••••••••• 0 ••••••••••••• -•••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Syarat 3: Kebijakau harus dapat memberikan motivasi bagi pencapaian tujuan, program atau target 

3.1 Kebiiakan hams daoat memberikan motivasi dalam >.JPaya oencapaian tuiuan 
3.1.1 Apakah kebijakan dirumuskau secara jelas dan mudah difahami 

oleh bawahm? 
3.1.2 Apakah bawahan dibenarkau untuk menyampaikan masukan 

kepada pimpinan mengenai peuycmpumaan mmusru1 dan materi 
3.1.3 kebijakan? 

Apakah kebijakan dimmuskan dengan pencantunJan sasaran secara 
menautang bagi bawahan untuk dapat me1runpauinya dengan 
imbalan yang cukup memadai? __ 

3.2 Kebijakan barns dapat mendorong tcrciptanya l<eberanian anggota organisasi untuk 
men~runbil inisiatif 

3.2.1 Apakah kebijakau dirumuskan secara jelas dengru1 target atau 
sasaran yang terukur? 

3.2.2 Apakah rnmusan kebijakan didasarkan pada batas-batas 
kemampuan sumber-sumber daya yang ada atau mungkin ada? 

3.2.3 Apakah rumusan kebijakm sejalan atau sesua1 dengru1 tujuan, 
rencana atau nr,ogram yang te1al1 ditetaokan? 

Simpulao Syarat 3: 

Syarat 4: Kebijakan harus ditinjau kembali secara berkala 
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4.1 Kebijakan barns ditinjau kembali secara berkala untuk penyesuaian dengan lwndisi 
intern-ekstern · 

4.1.1 Apakah kebijakan selalu direvisi atau ditinjau kembali setiap tiga 
bulan? 

4.1.2 Apakah kebijakan selalu direvisi atau ditinjau kembali setiap enan 
bulan (tengah tahunan)? 

4.1.3 Apakah kebijakan selalu direvisi atau ditinjau kembali setiap tahun? 
4.1.4 Apakah kebijakan selalu direvisi atau ditinjau kern bali secara tidak 

menentu? ,. 
4.1.5 Apakah kebijakan selalu direvisi at au ditinjau kern bali menurut 

kebutuhan? 
4.1.6 Apakah rev1s1 kebijakan dilakukan dalam suntu rap at at au 
4.1.7 pertem11an? 
4.1.8 Apakah revisi kebijakan dilakukan selalu secara mend adak? 

Apakah sebe!UIIl revisi kebijakan dilakukan terlebih dahulu dengan 
meminta masukan at au pend"l'_at dari bawalwn a tau pe!aksana? 

4.2 Kebijakan barns cukup fleksibel untuk menglJindarl<an perubahan yang tcrlalu sering 
4.2.1 Apakah revisi kebijakan dilak-ukan dengan mempertimbangkan 

analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan (SWOT)? 
4.2.2 Apakah pelaksanaan 

.. 
kebijakan dilakukan dengan rev1s1 

memperhatikan kecenderungan internal masa de pan (baik j angka 
pendek maupun panjang)? 

4.3 Kebijakan barns tidak terlalu rinci sehingga mengbindarkan pcrubahan konsepsi yang 
mungmn membahayakan konsistensi kegbtan organisasi 

4.3.1 Apakah pelaksanaan 
.. 

kebijakan dilakukan dengan reVJSI 

mempertimbangkan faktor-faktor ekstemal (baik nasional, regional 
maupun intemasional)? 

4.3.2 Apakah pelaksanaan revisi kebijakan dilakukan dengan 
memperhitnngkan faktor-faktor di luar administrasi manajemen? 

Simpulan Syarat 4: 
••••••••••••• 0 ••••••••••• 0 •• 0 •••••• 0 •••••••• ••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ......................................... 

. . . .. .. .. .. •• . .. ....... •. . . . . .. . ii~ ............................................................................................... ,. 

Syarat 5: Kebijakan hams transparm1 dan inemberi saran a komunikasi timbal balik an tara atasan dengan 
bawahan 

No Pertanyaan y T Penjelasan 

5.1 Kebiiakan barns transoaran ba!!i ~elurnh l<arvawan, dari oim in an samoai ba'"'ahan 
5.1.l Apakah pimpinan/atasm1 selalu mcmberikan penjelasan 

bawahan mengenai kebijakan yang bam ditetapkan? 
5.1.2 Apakah pimpinan/atasan selalu menerima pendapat, saran 

atau usulan dari bawahan pada saat pemberian penjelasan 
kebijakan? 

5.2 Setiap karyawan diikutsertakan dalan1 pcmbahasan tentang cara-cara, pelaksan a an 
kebiiakan 

5.2.1 Aoakah dalam pelaksanaan kebij akan sering dilakukan I 
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5.2.2 

5.2.3 . 

5.3 

5.3.1 

5.3.2 

5.4 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

5.4.5 

5.4.6 

5.5 
5.5.1 

5.5.2 

5.5.3 
5.5.4 

5.6 

5.6.1 

5.6.2 

5.6.3 

---------------------------

pembahasan di antara para pelaksana/bawahan? 
Apakah dalam pelaksanaan kebijakan scring dilakukan 
tukar pikiran antara pimpinan atau pembahasan dengan 
bawahan? 
Apakah kepada bawahan/pelaks:ma diberi kesempatan 
menyampaikan usul, saran atau pendapat kepada atasan 
menl(enai materi kebijakan yang sedm1g dikeJjakan? 
Para karyawan harus mendapatl<an rasa kepuasan kerja sebingga kebijakan berlangsung 
Jan car 
Apakah kepada bawahan/pelaksana diberi kesempatan 
menyampaikan usul, saran atau pendapat kepada atasan 
mengenai materi kebijakan yang telah selesai dikerjakan? 
Apilk@ pimpi_IJan memp<yrhatikan k<yhadiran para 
karyawan bawahannya? 
Di samping kepuasan kcr.ja sccara materi,pimpinan barns mempehatikan pula kepuasan 
keria rob ani bawahan · -
Apakah p1mpman sermg memperhatikan apa yang 
dikeJj akan oleh bawahannya? · 
Apakah pimpinan kadang-kadang melihat secara langsung 
ruang kelja bawahannya? 
Apakah pimpinan selalu mencari atau ingin menemukan 
apa yang salah dan bukan siapa yang salah? 
Apakah pim1iinan mempcrhatikan kebutuhan fisik 
minimum baw.ihannya? 
Apakah pirnpinan membal1as dengan bawahannya tentang 
upaya pencukupan kebutullan fisik rnmimum? 
Apakah p1mpman memperhatikan pembinaan rohat!i 
bawahamaya? 
Setiap pimpinan/atasan selalu harus dapat membcrikan contob iositif baei binvahan· 
Apakah · pnnpman memberitahukan kepada bawahan 
apabila terdapat- kesalal1an kelja dengan mernberikan 
contoh perbaikamaya? 
Apakah p1mpman menegnr bawahan yang melakukan 
kesalahan di depan orang lain? 
Apakah pimpinan selalu berpakai•m dan bcrpenampilan 
eksekutif? 
Apakah pimpinan selalu datang/rnasuk dan pulang kantor 
tepa! wakt-u? 
Pimpinan/atasan hnrus memberikan bimbingan agar kebijakan dapat difahami oleh 
bawahan dengan sebaik-baiknya 
Apakah punpman selalu memberikan arahan atau 
bimbingan setiap kali akan dilaksanakannya kebijakan 
pelaksanaan barn? 
Apakah pimpinan memperhatikan adanya keluhan 
bawahan dalam pelaksanaan pekeJja&Jlllya? 
Apakah bawahan dibenarkan untuk mengajukan keluhm1 
kepada atasan mengenm lingkung•m keJj a a tau be ban 
pekeJjaan? 
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I '""- ,,~ .. ,, I 
•••••••••••••• 0 •• ••••••• 0 0. 0 •••••• 0 •••••••••••••••• 0 •• 0 • •••••••••••• 0 ••••• ••••••• 0 0. 0 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••• ··-

............................................ ···········. ············· ................. ......... : .................................. . 

Syarat 6: Kebijakan harus dapat meningkatkan disiplin kelja para karyawan 

6.1 Kebiiakan harus daoat mendidik ketaatan oara karvawan 
6.I.l Apakah pimpinan selalu memperhalikan daftar hadir para 
6.1.2 karyawan? 

Apakah pinapinan memberlakukan sanksi hukum berdasarkan PP 
NoJO Tah1m "1980 lerhadap setiap pelanggaran yang dilakukan 

6.1.3 bawahannya? 
Apakah p1mpman mengumumkan tindakan pelanggaran maupun 
prestasi yang perlu dicontoh setiap kruyawnn pad a saat upacara 
bendera? 

6.2 Sedapat mungkin ketaatan yang ditimbulkan pcncrapan kebijakan barns diperluas 
untuk meniogkatkan disiolin keria 

6.2.1 Apakah seluruh karyawan Ielah memahmni tala keJja yang 
6.2.2 berlaku? 

Apakah setiap penyrrnpangan terhadap tat a ke!ja oleh para 
6.2.3 karyawan selalu dibual catatan? 

Apakah penyimpangan terhadap !at a ke!ja selalu dibahas oleh 
6.2.4 pinapinan? 

Apakah penyimpangan terhadap lata ke!ja selalu dibal1as oleh 
' oimoinan dengan men!!.ikutsertaka1 bawahan? 

Simpulan Syarat 6: 
•••••• 0 • •••••••••••••••• 0 0. 0 0 ••••••••••• 0 •••••••••••• ••••••• 0 • •••••••••• 0 •••• •••••• 0 0 0 ••••••• 0 ••• 0 ••• 0 •••••• 0. 0 0. 0 ••• 0 ••••••••• ••• 

• • •• ••• • .. •• ••••• •• ••• • •• • • • • •• • ••• • • • •• • • • • • •• •• •• •• •• • • • •• • • •• • • • • • • • •• • • • • •• •• • • •• • •• • •• • • • • •• • • • • • • • 0 0 ... •o• 0 ••• ••••••••• 0 •• •• 

Syarat 7: Kebijakan harus konsislen dengan tujuan organisasi 

7.1.1 Apakah kebijakan dikembangkan di dalam organisasi menyertai 
setiap pengambilan kepuh1san dan penyelesaian masalah? 

7.1.2 Apakah kebijakan altematif dikem bangkan pad setiap 
penyeles~ian masalah? 

7.1.3 Apakah kebijakan dipilih berdasarkan as as biaya manfaat yang 
menyertai penyelesaian masalaiJ? 

Simpulan Syarat 7: 
0 •••• •••••• 0 •• 0 0 • •••••••••••• 0 •••••••• ••• 0 •••••••• 0 •• 0 •••••••• •••••••••••••••• 0 •••••••••• ·- •••••••••••• 0. 0 •••• 0 •• 0. 0 •••••• •••••• o•• 

0 •• •••• 0. 0 0 0. 0 •••• ••••••••••••••• 0 ••• 0. 0 •••••••••••• 0 ••••••••• •••••••••••••• 0 0 •••••••••• 0 •••••• ••••••••••••••• oo ••••••••••••••••••• 

-.: 

Syarat 8: Penetapan kebij akan harus konsisten dengan pol a pemecahan masalah yang baku dan berlaku 
dalam organisasi 
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8.!.1 Apakah penetapan kebijakan didahului dengan perencanaan yang_ 
di dalamnya iennasuk langkall-langkah identiflkasi permasalahan 
yang hendak dipecahkan dengan kebijakan yang dirancang? 

U.2 Apakah kebijakan dikembangkan dengan pol a yang taat pad a 
prosedur keija organisasi? 

8.1.3 Apakah penetapan kebijakan melalni tahapan review ulang dan 
supervisi pekeijaan yang onknp? 

8.1.4 Apakah penetapan kebijakan ]Jarus melalui data didukung dengan 
pencatatan dan pelaporan yang teratur? 

8.1.5 Apakah implementasi kebijak:m dilakukan melalui proses 
manajemen dengan p_embagian tul(as dan wewenang yang jelas? 

Simpulan Syarat 8: 
••••••• 0 •••• 0. 0 ••••• •••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••• 0 •••• ••••••••••• 0 ••• •••••••• 0 ••• •••••••••••••••••• 00 •••• 0 •• •••••••••••••• 

• • • • • •• • •• •• • • • •• •• • •• • • 0 0 ••••• 0 ••••• 0. 0 0 ••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••• 000 •• 
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CHECKLIST4: PERENCANAAN 

Untuk mengevaluasi perencanaan dapat dilakukan dengan lembar periksa (checklist) ini. 
Lembar periksa berisi pertanyaan,pertanyaan yang menjadi indikator keberhasilan melalui 
perencanaan. Pertanyaan-pertanyaan dikelompokkan menumt kelompok syarat perencanaan yang 
memenuhi unsur pengendalian yang baik. Beri tanda "V" pad a kolom "Y" untuk jawaban "Ya" dan beri 
Ianda "V" pada kolom 'T' untuk jawaban "Tidak". Setiap jawaban "Tidak menunjukkan kelemahan 
pengendalian yang perlu dijelaskan. 

Syarat 1: Perencanaan Hams Merupakan Jabaran Tujuan 

No Pertanyaau y T Penjelasau 

1.1 Organisasi h:~rus memiliki tujuau yang jclas ynug dipahami oleh setiap auggota 
orgauisnsi 

1.1.1 Apakah satuan orgru1isasi memiliki tujuan yang jelas? 
1.1.2 Apakah tujuan dimaksud Ielah terturu1g secara tertulis? 
1.1.3 Apakah tujaun tersebul dapat dibedakan dengru1 jelas 

dengan tujuan satuan orgru1isasi lain yang terkail? 
1.1.4 Apakah pimpinan san1an orgamsaH dengru1 anggota-

anggo tanya Ielah mengetahui dan rnemahami tujuan 
1.1.5 lersebut dengan baik? 

Apakah lerdapat upaya khusus untuk menjelaskan tujuan 
1.1.6 lersebut kepada setiap pegawai yang bam? 

Apakah upaya yang sam a JUga dilakukan Ullfllk 
mengiugatkru1 kembali nuuan tersebut kepada p~ra 

anggota organisasi? 
1.2 Kegiatau-kegiatim yang direncauakan barns mcrupakan bagiau dari usal1a pencapaian 

tuiuan on!anisasi 
1.2.1 Apakah tujuan lersebut dapat dijabarkan dalrun beberapa 

kegiatan nyata? 
1.2.2 Apakah tujuan tersebut dapat dijabarkan pencapaiannya 

dalrun beberapa urutan dan prioritas kegialan? 
1.2.3 Apakah rene ana disusun untuk mewujudkan kegialan 

dalrun rangka pencapaian tujuan? 
1.2.4 Apakal1 setiap jenis kegiatan yru1g direncanakan dapat 
, diterangkan kaitannya dengan tujucm yang hendak 

dicapai? 
1.3 Kegiatan-kegiatan yang direucanakan harus mencerminkan prioritas dan keseimbangan 

au tar kegiatan 
1.3.1 Apakah kegiatan yang direncanakan telah mendahulukan 

bagian-bagian yang perlu diprioritaskan unl11k mencapai 
}.3.2 11\iuan? 

Apakal1 kegiatan yang direncanakan telah 
mempertimbangkan keseimbangan antar bagian kegiatan 

1.3.3 dan an tar kegiatru1 dalrun rencana organisasi sccara 

menyeluruh? 
Apakah rene ana kegiatan telal1 dibuat dengru1 
mempertimbangkan kelangsungru1 kegiatan lain yang 
terkait pad a masa-masa yang akan datang? 
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1.4 Risiko gagalnya pel aksan a an kegiatan yang telab direncanakan terhadap pencapaian 
tu.iuan barns dievaluasi dnn diantisipasi 

1.4.1 Apakah telah dilakukan "peniJ aian risiko" (risk 
assessment)" yang teijadi bila suatu kegiatan gaga! 

1.4.2 dilaksanakan? 
Apakah kegiatan yang direncanakan Ielah mengantisipasi 

1.4.3 risiko tersebnt? 
Dalam peuetapan rencana kegiatan, apakah Ielah 
dipertimbangkan usaha-nsaha khusus (contingency plan) 
apabila kegiatan yang direncanakan gagal dilaksanakan, 
agar tujuan organisasi tetap bisa tercapai? 

Simpu!an Syarat l; 
•• 0 •• ••••••••• 0 • •••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 0 •• ••• 0 •• ••••••• 

•• •• • •• • •• • •• • 0 •• 0 •• •••••••• 0 _, ••••••• 0 0 •••• ••••••••••••• 0 •••• ••••• 0 •••• 0 0 ••••••••••••••••••••••••• 0 • •••••• 0 0 • ••• 0 ••• 0 ••••••••••• 
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